KEBERADAAN MOGOK KERJA
UNTUK PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA

(Penelitian di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007)

Skripsi
Untuk memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
Agustinus Prima W. 0410110010

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008



Lembar Persetujuan

KEBERADAAN MOGOK KERJA
UNTUK PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA

(Penelitian di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007)

Disusun Oleh :
Agustinus Prima W.
NIM. 0410110010

Disetujui pada tanggal : ...Maret 2008

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

DR. A. RACHMAD BUDIONO, S.H., M.H. AGOES SUSANTO, S.H.

NIP. 131573 939 NIP. 130 604 500
Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata

RACHMI SULISTYARINI, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917



Lembar Pengesahan

KEBERADAAN MOGOK KERJA
UNTUK PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA

(Penelitian di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007)
Disusun Oleh :

Agustinus Prima W.
NIM. 0410110010

Skripsi telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : ... Maret 2008

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping
DR. A. RACHMAD BUDIONO, S.H., M.H. AGOES SUSANTO, S.H.
NIP. 131573939 NIP. 130 604 500

Ketua Bagian Perdata Ketua Majelis

RACHMI SULISTYARINI, S.H., M.H. AGOES SUSANTO, S.H.
NIP. 131 573 917 NIP. 130 604 500

Mengetahui,
Dekan

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.
NIP. 131 472 741



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada TUHAN JESUS KRISTUS

atas berkat dan rahmatNya yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “KEBERADAAN MOGOK KERJA UNTUK PEMENUHAN

HAK NORMATIF PEKERJA (Penelitian di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007)”

Pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini adalah merupakan sebagian syarat

untuk untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan tidak terlepas dari berbagai pihak yang

telah membantu serta menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran dari permulaan

hingga skripsi ini selesai. Untuk itu peneliti dengan kerendahan hati menyampaikan

terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1.

2.

TUHAN JESUS KRISTUS atas segala berkat dan Rahmatnya.

Keluargaku yang selalu mendukung, untuk lbuku yang ada di Surga yang
selalu mendampingi aku.

Bpk. Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.

Ibu RACHMI SULISTYARINI, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Perdata.
Bpk. DR. A. RACHMAD BUDIONO, S.H., M.H. dan Bpk. AGOES
SUSANTO, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu senantiasa
membimbing untuk mengerjakan dan membuat skripsi ini dengan baik.

Rm. E. Eko Putranto., O.Carm (Moderator Mahasiswa Keuskupan Malang)
yang selalu memberikan sumbangan ide, kritik, dan lain sebagainya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo beserta para pegawai Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.



8. Bpk. Joko Saryono selaku Ketua Mediator di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Sidoarjo yang selalu senantias membimbing dalam mengerjakan dan
menyelesaikan skripsi berdasar kondisi yang nyata di Kabupaten Sidoarjo.

9. Rekan-rekan pengurus serikat pekerja/ serikat buruh yang ada di Kabupaten
Sidoarjo.

10. M. Bethania P. P. H dan Keluarga.

11. Rekan-rekan sehidup-semati di Komisi Kepemudaan Keuskupan Malang yang
selalu senantiasa mendampingi dalam kuliah hingga menyelesaikan skripsi.

12. Saudara-saudaraku di Crazy Genk yang selalu senantiasa memberikan
motivasi.

13. Rekan-rekan di FORMAH PK yang selalu mengingatkan akan pentingnya
“Hati Nurani”.

14. Rekan-rekan di Himpunan Mahasiswa Perburuhan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya atas segala diskusi dan tukar-menukar informasi
mengenai kondisi perburuhan.

15. Berbagai pihak yang belum disebutkan satu-persatu atas segala dukungannya.
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan.

Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk kalangan akademisi maupun praktisi dalam
menambah wacana.

Malang, Maret 2008

Penulis



DAFTAR 1Sl

HalamanBudill #2% =.m 3 338 E o Al it " =TI A R v 0D B L i

LemHar RESATUATR EN- 2 .- 40 I S22 o (AL V. Sca 18280 5 o g §.

Lembar Pengesahan... ... c. Gl s g i S L St

Kata PeNQaNTar. .. .. ..ttt ie it e e e e e e et e e e e e et a]

(D i L Y

Daftar Lampiran. .. ... i e e e e Vi

YN 0 1 -1 i

Bab | Pendahuluan

A, Latar Belakang. .. ..o e

B. Rumusan Masalah. .. ..o e e e e

C. Tujuan Penelitian. .. ... ..ot e e e e e e e e e e
D. Manfaat Penelitian. .. ....coooiier oo i e e e e

E. Sistematika PENUIISAN. .. ... o e e e e e e e e e e e e e e

Bab Il Kajian Pustaka

AL MOGOK KB, . . ettt e e e e e et ettt e e e e

B. Pekerjal BUrUN... ... e e e
Bab 111 Metode Penelitian

1. JeniS PeneIItIaN. .. ....covoe ettt et e e e e e e e e e e e e e

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian...........oooeeer e e

3. Data Penelitian
a. Wenis\Pata... H. AR RE% ;o N Y E " AN . LART - WARGY W

D, SUMDBEI Data. .. ..o e e e e e

Vi



4. Populasi dan Sampel
d, ¢ROBUIGSINE. 2= R D0 S . AN D. .0 ¢ . RRTO T T A NN 8BS
G EET R S AR ) A DS AT QA Y N W WA e | Nl
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara. .. «.0.u. oo PP T s e e v 0030
b, Studi Kepustakaan ... .......veeieiie i e e e 36
6. Analisis Data
a. Proses Analisis Data............ccovviiiriie i e e 3
b. Metode Analisis Data...........c.oevieiiiiiiieiii i i e a3
Bab IV Pembahasan
A. Pelaksanaan Hak Mogok Kerja
di Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2007...........ccoeviiiiieeiieeiiir e cie e siee e 38
B. Langkah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
Dalam Menghadapi Aksi Mogok Kerja
di Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2007..........cccccccveiiiiiiieenesiee e eseeseesneenens 65
Bab V Penutup
AL KESIMPUIAN. .. o e e e e et e e e e e e e e e aaaas 77
= e VL@ ANN\LITHA Y \ALe

Daftar Pustaka

vii



viii

abupaten Sidoarjo

Daftar Lampiran

1. Laporan Pertanggungjawaba
Bulan Desember Tahun

p1-e-qn-A1031s0daJ VAVIIMYYS (@&,

SVLISYIAINDN



Abstraksi

AGUSTINUS PRIMA W., Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Maret 2008, KEBERADAAN MOGOK KERJA UNTUK PEMENUHAN HAK
NORMATIF PEKERJA (Penelitian di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007), DR. A.
RACHMAD BUDIONO, S.H., M.H.; AGOES SUSANTO, S.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah KEBERADAAN MOGOK
KERJA UNTUK PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA (Penelitian di
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007). Hal ini dilatar belakangi gerakan-gerakan pekerja/
buruh dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya. Perjuangan untuk pemenuhan
hak normatif terjadi ketika adanya pelanggaran hak normatif yang dilakukan oleh
pengusaha. Ada beberapa hal macam gerakan buruh dan salah satunya ialah mogok
kerja.

Mogok kerja menjadi suatu gerakan pekerja/ buruh yang dianggap sangat penting
untuk memperjuangkan hak normatif. Hal ini dikarenakan mogok kerja membuat
proses produksi terhambat atau terhenti. Dinamika perjuangan pekerja/ buruh dalam
menuntut kesejahteraan hidupnya baik secara individu maupun kolektif tidak dapat
dipisahkan dengan aksi mogok kerja. Daerah kabupaten Sidoarjo yang merupakan
daerah padat industri dimana terdapat + 1.579 perusahaan berpotensi adanya
pelanggaran hak normatif pekerja. Maka berpotensi pula akan terjadinya aksi mogok
kerja di kabupaten Sidoarjo.

Untuk mengetahui keberadaan pelaksanaan hak mogok kerja dan langkah dinas
tenaga kerja di kabupaten Sidoarjo, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis
sosiologis, yang mengkaji pasal 137 sampai dengan pasal 145 Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di tengah-tengah dunia ketenagakerjaan di
kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007. Kemudian menganalisa yang terkait dengan
permasalahan yang akan dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh beberapa hal yang membuat
pelaksanaan akan aturan-aturan perundang-undangan tidak mudah. Aksi mogok kerja
yang terjadi di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007 merupakan aksi mogok kerja
yang tidak sah. Berdasar dari keadaan tersebut, dinas tenaga kerja selaku perwakilan
pemerintah dalam dunia ketenagakerjaan masih tetap mau menjadi fasilitator dalam
perundingan antara para pihak yang berselisih. Perundingan yang difasilitasi oleh
dinas tenaga kerja tersebut mengasilkan perjanjian bersama antar para pihak.

Perlu adanya pemahaman secara bersama antara para pihak yang terkait dengan dunia
ketenagakerjaan sehingga dapat mengakibatkan hubungan industrial yang cukup
kondusif. Hubungan industrial yang cukup kondusif dapat membuat produktifitas
kerja meningkat, produksi meningkat, dan tidak ketinggalan pula keadaan yang aman
dan tentram di tengah-tengah masyarakat.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang berpikir, yang terlengkapi
pula dengan berasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada
pengetahuan yang didapatkannya lewat kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran
berpikir merupakan kegiatan budi sebagai jalan mencapai pengetahuan dari
pengetahuan yang satu kepada yang lain dengan perantaraan pengetahuan
penghubung’.

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang isimewa dan yang diberi sifat serba
ingin tahu. Dengan keistimewaan ini, manusia dengan kemampuan akalnya mampu
untuk mengangkat dan merangkum dunia dalam kesadarannya. Melalui bakat
pengetahuannya, manusia berhasil meraih keluasan lingkup dunia yang jauh
mengatasi dirinya. Dengan kemampuan untuk menalar, manusia kemudian dapat
mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaan Tuhan, meskipun
dalam aktifitas geraknya yang demikian, i1a secara terus-menerus dihadapkan pada
berbagai pilihan, baik dan buruk, benar dan salah, dan seterusnya yang kesemuanya
pada dasarnya merupakan hukum keseimbangan yang secara kodratiah berlaku dalam
kehidupan manusia.

Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan
kelangsungan hidupnya. la tidak henti-hentinya memikirkan hal-hal baru karena ia
hidup sebenarnya tidak sekedar untuk kelangsungan hidup. Dalam hidup dan
kehidupannya, manusia mengembangkan kebudayaan, manusia memberi makna

kepada kehidupannya. Pada dasarnya semua itu menunjukkan bahwa manusia dalam

! Sidi Gazhalba, Sitematika Filsafat Buku I1, Jakarta, Bulan Bintang, 1981, him. 193.



hidupnya memiliki tujuan-tujuan tertentu yang lebih tinggi dari sekedar untuk
kelangsungan hidupnya. Hal inilah nantinya yang menyebabkan manusia
mengembangkan pengetahuannya karena pengetahuannya itulah yang mengakibatkan
manusia itu merupakan makhluk Tuhan yang istimewa di muka bumi ini.

Banyak hal yang menjadi kebutuhan manusia di dalam kehidupan manusia itu
sendiri. Dari semua kebutuhan tersebut, pada umumnya manusia selalu mempunyai
prioritas. Memang kebutuhan manusia akan selalu ada, dalam arti ketika manusia
tersebut hendak memenuhi kebutuhan yang sudah direncanakan, akan ada kebutuhan-
kebutuhan yang baru. Dari kebutuhan-kebutuhan yang selalu ada tersebut, maka tidak
salah ada istilah manusia tidak akan pernah puas pada kebutuhannya.

Semua manusia, di mana pun dan kapan pun ia hidup mempunyai tujuan yang
sama, memperoleh kebahagiaan. Persoalan timbul ketika manusia hendak
memperoleh kebahagiaan. Dalam hubungan dengan manusia lain, manusia
dihadapkan pada pertanyaan, siapa yang harus didahulukan agar semua manusia
memperoleh kebahagiaan : hak individu atau hak masyarakat. Persoalan ini timbul
sejak masyarakat manusia pertama di dunia dan tetap menjadi persoalan di sepanjang
sejarah manusia. Ada manusia yang berpendapat, agar semua manusia memperoleh
kebahagiaan, yang harus didahulukan ialah hak individu. Sebaliknya, manusia lain
berpendapat yang harus didahulukan ialah hak masyarakat.”

Manusia yang berpendapat hak individu harus didahulukan agar semua
manusia memperoleh kebahagiaan memberi alasan bahwa semua individu membentuk
masyarakat sehingga tanpa individu tidak akan ada masyarakat. Bila hak semua
individu didahulukan, dengan sendirinya hak masyarakat telah didahulukan. Karena

itu, kalau semua individu telah memperoleh kebahagiaan, dengan sendirinya

2 Dinamika HAM Vol I, No. 01, Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan Asas Negara, Mei —
Oktober 1997, PT. Gramedia Pustaka Utama, Surabaya, him.55



masyarakat memperoleh kebahagiaan. Sedangkan manusia yang berpendapat hak
masyarakat harus didahulukan agar semua manusia memperoleh kebahagiaan
memberi alasan bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu. Bila hak masyarakat
didahulukan, dengan sendirinya hak individu-individu sebagai anggota masyarakat
didahulukan. Karena itu, kalau masyarakat memperoleh kebahagiaan, dengan
sendirinya individu memperoleh kebahagiaan.

Dalam dunia ketenagakerjaan, permasalahan selalu timbul ketika kepentingan
pengusaha berbeda dengan kepentingan para pekerja. Sudah menjadi suatu rahasia
umum, kepentingan pengusaha ialah untuk mencari keuntungan sedangkan pekerja
melakukan suatu pekerjaan demi untuk mendapatkan upah demi terpenuhinya
kebutuhan hidup. Pada dasarnya perbedaan kepentingan diantara pengusaha dan
pekerja difasilitasi melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan
Perusahaan. Tetapi pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan
Perusahaan tersebut belum tentu sesuai aturan yang ada.

Kekecewaan timbul pada diri pekerja karena pekerja merasa haknya dirampas
oleh pengusaha. Hak-hak normatif pekerja seperti upah, tunjangan dan jamsostek,
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang telah terakomodir di dalam aturan
perundang-undangan hingga Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan
Perusahaan telah dilanggar. Sanksi akan pelanggaran hak-hak normatif pekerja
memang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan melalui Undang-undang No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi implementasi dari sanksi tersebut
hanyalah sebuah tulisan yang terangkai dalam sebuah aturan. Hal ini timbul karena
ada persepsi bahwa pegawai pengawas yang ada di instansi pemerintah yang
berwenang di dunia ketenagakerjaan sudah “dikondisikan” oleh pengusaha maka tidak

salah dalam tuntutan dipenuhinya hak-hak normatif pekerja, para pekerja melakukan



gerakan-gerakan mulai dari konsilidasi antar pekerja itu sendiri hingga melakukan
sebuah aksi seperti demonstrasi dan mogok kerja.

Pada dasarnya gerakan buruh ialah suatu tindakan buruh atau upaya buruh
untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh maupun keluarganya melalui berbagai
ekspresi di antaranya mogok kerja. Gerakan buruh juga dalam bentuk advokasi,
pemberdayaan hingga kritik. Opini Ali Maschan selaku Ketua NU Wilayah Jawa
Timur dalam tabloid PILAR (media pembebasan dan solidaritas) tentang gerakan
pekerja ialah “gerakan buruh kalau dipetakan, paling tidak ada 3 (tiga) jenis, yaitu :
pertama, buruh yang orientasinya ikut pengusaha; kedua, gerakan buruh yang
berorientasi bagaimana pengusaha seratus persen (100%) harus ditentang karena
pengusaha dianggap musuh; dan yang ketiga, gerakan buruh yang pragmatis dengan

orientasi yang penting kerja™

. Melihat kondisi yang ada, buruh sekarang ini dalam
kondisi ini melemah (powerless), dapat bekerja saja sudah amat bersyukur. Ini
disebabkan sebagian besar buruh masih belum sadar terhadap situasi dan kondisi yang
terjadi. Oleh sebab itu buruh harus kritis menyikapi situasi. Diperlukan pencerahan ke
dalam diri buruh mulai dari langkah antisipasi ketika buruh kehilangan pekerjaan,
memberdayakan sumber daya manusia buruh dalam segala hal, termasuk
menanamkan komitmen kebangsaan.

Komitmen kebangsaan menjadi penting dan harus dimiliki segenap komponen
bangsa termasuk buruh. Komitmen kebangsaan dalam arti sekarang bukan melawan
Belanda lagi, tetapi terkait nasionalisme di bidang ekonomi yaitu melawan globalisasi
ekonomi yaitu melawan globalisasi ekonomi yang dikembangkan lembaga keuangan

internasional seperti IMF yang telah menjerat bangsa ini dan dampaknya juga

dirasakan buruh. Gerakan buruh masih belum kuat karena kurangnya solidaritas

® Tabloid PILAR, Vol. 07 Tahun IV, Basis Susilo, Juni — Juli 2007, Institut Solidaritas Buruh
Surabaya, Surabaya, him.6



diantara sesama buruh. Posisi tawar buruh secara sosial politik pun masih lemah.
Relasi dengan media untuk mengkampanyekan persoalan buruh juga belum optimal.
Sehingga media dinilai hanya memunculkan gerakan buruh beserta persoalan yang
melingkupinya saat momentum Mayday atau saat penetapan UMK.

Mogok kerja yang merupakan salah satu bentuk gerakan buruh, saat ini sudah
diatur secara tegas dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mulai pasal 137 hingga
pasal 145 dengan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut ialah Keputusan
Menakertrans No. 232/ MEN/ 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak
Sah. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana
mogok kerja dapat dilakukan oleh buruh secara perorangan atau melalui Serikat
Pekerja yang ada dalam perusahaan. Hal ini sangat berbeda dengan Undang-undang
No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, dimana dalam melakukan mogok kerja
secara implisit harus melalui Serikat Pekerja tetapi yang lebih penting dalam aturan-
aturan tersebut yang mengakomodir mogok kerja ialah hak azasi buruh sudah
mendapat kepastian hukum sehingga penyampaian serta aspirasi pendapat dari pihak
buruh sudah tidak melanggar norma-norma hukum dan diakui oleh negara. Apalagi
konstitusi negara kita ialah negara yang mendasarkan pada aturan-aturan dalam
melakukan suatu perbuatan, seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-
undang Dasar 1945, yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Salah satu ciri negara hukum ialah adanya perlindungan Hak Azasi Manusia.
Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum secara tidak langsung harus
melakukan perlindungan Hak Azasi Manusia atau biasa disingkat dengan HAM.
HAM dalam konteks dunia ketenagakerjaan ialah Hak Azasi Pekerja mendapatkan
perlindungan hukum serta jaminan sosial dalam kehidupannya setelah melakukan

pekerjaan. Jaminan perlindungan HAM pekerja pada dasarnya sudah diatur baik



secara konstitusi dan maupun peraturan pelaksana dalam tata urutan perundang-
undangan. Dalam pelaksanaan seringkali berbeda dengan peraturan tersebut bahkan
tidak sedikit yang melakukan sesuatu hal yang melanggar aturan tersebut. Para buruh/
pekerja sulit untuk melakukan perlawanan terhadap kondisi tersebut karena apabila
melawan seringkali resiko yang harus ditanggung oleh pekerja tersebut ialah
kehilangan pekerjaan. Sehingga para pekerja justru hanya “diam” saja dengan
keadaan itu, apabila melihat dari keadaan yang diuraikan sebelumnya, maka pekerja
tersebut termasuk pekerja yang pragmatis dimana selalu berorientasi pada pekerjaan
tanpa melihat adanya hak yang dilanggar.

Keresahan sebenarnya sudah dirasakan oleh para pekerja, tetapi dengan pola
pikir yang ada di para pekerja selama ini membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Pola pikir yang dimaksud ialah selalu merasa kalah sebelum melawan, tetapi akan
sangat berbeda ketika para buruh tersebut berkumpul menjadi satu dalam Serikat
Buruh/ Pekerja. Pola pikir saat berkumpul menjadi satu berubah menjadi pola pikir
yang kritis dan melawan apabila terdapat hak-hak pekerja yang dilanggar. Perbedaan
pola pikir tersebut kadangkala membuat posisi pekerja semakin kuat ketika mereka
berkumpul dalam satu wadah yaitu serikat buruh/ serikat pekerja.

Beberapa pengusaha melihat para pekerja sebagai alat produksi demi
keuntungan sebesar-besarnya yang diinginkan pengusaha tersebut. Memang mencari
sebuah keuntungan dalam industri suatu hal yang wajar, tetapi hal itu menjadi sesuatu
yang tidak wajar ketika dalam mencari keuntungan yang dilakukan pengusaha
tersebut dengan tidak memenuhi hak-hak pekerja. Akan menjadi suatu hal yang
sangat berbeda ketika pengusaha melihat para pekerja sebagai salah satu faktor yang
dapat meningkatkan produktifitas, sehingga pengusaha yang mempunyai sudut

pandang tersebut akan berusaha memenuhi hak-hak pekerja yang bertujuan pada



kesejahteraan pekerja. Ketika hak-hak pekerja yang sudah diakomodir dalam aturan
perundang-undangan tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pengusaha maka terjadi
perlawanan yang dilakukan oleh para pekerja tersebut melalui serikat pekerja/ buruh.
Mogok kerja yang merupakan salah satu gerakan buruh/ pekerja demi mendapatkan
hak-haknya seringkali dilakukan secara bersama-sama bahkan banyak mogok kerja
dilakukan secara terorganisir.

Pekerja/ buruh Indonesia pada tahun 2006 mendapatkan upah sebesar 90
dollar AS perbulan sedangkan buruh di Vietnam mendapatkan upah sebesar 70 dollar
AS perbulan dan buruh di China mendapatkan upah sebesar 90 dollar AS perbulan®.
Jawa Timur yang merupakan daerah yang banyak industrinya sehingga membuat
banyaknya juga para pekerja menjadikan suatu daerah yang mempunyai komunitas
buruh. Sidoarjo yang termasuk dalam daerah Jawa Timur merupakan suatu daerah
yang padat industri. Dengan UMK sebesar Rp. 743.000/ bulan pada tahun 2007
diharapkan kebutuhan buruh semakin sejahtera dan layak tetapi masih banyak upah
buruh yang masih dibawah UMK tersebut mulai dari buruh di sektor usaha kecil
menengah, buruh kasar yang bekerja dengan resiko sendiri. Rendahnya upah yang
terjadi secara umum akibat biaya siluman atau biaya birokrasi yang cukup besar,
sekitar 30-40 % struktur biaya produksi digunakan untuk membayar aparat, bahkan
diduga bila biaya ini digunakan untuk menaikkan upah buruh akan sangat signifikan
terhadap kesejahteraan buruh yang membawa akibat akan meningkatnya produktifitas
kerja’.

Banyaknya komunitas basis buruh yang ada di kota Sidoarjo, seharusnya (das
sollen) membuat posisi tawar buruh yang ada di Sidoarjo semakin meningkat karena

solidaritas buruh juga semakin kuat. Tetapi yang terjadi di lapangan (das sein) sangat

* www.kompas.co.id, Presiden : Buruh Bukan Hanya Faktor Produksi, 02 April 2006.
® Eggi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering, Jakarta, Persaudaraan
Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), 2000, him. 14.



berbeda. Seringkali terjadi pelanggaran hak normatif buruh di Sidoarjo oleh para
pengusaha yang seharusnya mendapat sanksi oleh pegawai pemerintah yang
berwenang di bidang ketenagakerjaan. Sanksi itu dikenakan apabila terjadi
pelanggaran kaedah hukum, kalau tidak terjadi pelanggaran kaedah hukum maka
sanksi tidak dapat diterapkan®. Dengan kenyataan yang ada gerakan buruh di Sidoarjo
lebih sering melakukan aksi mogok kerja meskipun tidak menutup kemungkinan
dilakukannya gerakan buruh lainnya seperti advokasi serta membuat wacana di
masyarakat. Aksi mogok kerja ini terjadi ketika hak-hak normatif buruh di sidoarjo

tidak dipenuhi oleh pengusaha.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka batasan persoalan yang dikaji lebih
difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana keberadaan pelaksanaan hak mogok kerja di Kabupaten Sidoarjo
pada tahun 2007 ?
2. Bagaimana langkah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam

menghadapi aksi mogok kerja di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007 ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:
1. Untuk menganalisis keberadaan pelaksanaan hak mogok kerja di Kabupaten
Sidoarjo pada tahun 2007.
2. Untuk menganalisis langkah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam

menghadapi aksi mogok kerja di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007.

¢ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogjakarta, Cet. 11, 1999, him. 19.



D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti.
Untuk menambah pengetahuan tentang keberadaan mogok kerja di Kabupaten
Sidoarjo tahun 2007.

2. Bagi Kalangan Akademisi.
Untuk menambah wawasan keilmuan tentang pelaksanaan mogok kerja yang
dilakukan oleh pekerja/ buruh atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

3. Bagi Masyarakat Umum.
Dapat memberikan wawasan dan penjelasan yang mendetail tentang aksi
mogok kerja yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

4. Bagi Para Serikat Pekerja.
Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan tentang proses pergerakan aksi

mogok kerja di Kabupten Sidoarjo.

E. Sistematika Penulisan

Bab | : Merupakan bagian Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa
sub antara lain : latar belakang, rumusan masalah, tujuan,
manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab Il : Merupakan bagian dari Kajian Pustaka yang terdiri dari
Pengertian Mogok Kerja, Pengertian Pekerja

Bab 111 : Merupakan uraian tentang metode penelitian yang digunakan
oleh peneliti, yang terdiri dari Metode Pendekatan, Lokasi

Penelitian, Data Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik



Bab IV

Bab V

Pengumpulan Data, serta Analisis Data.

: Merupakan bagian penyajian hasil dan pembahasan penelitian

yang dilakukan oleh peneliti.

: Merupakan bagian kesimpulan dan saran dari hasil dan

pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
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Bab 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Mogok Kerja

Universal Declaration of Human Right 1948 secara implisit atau tersirat
tentang hak mogok dapat ditafsirkan melalui pasal 23 ayat 4 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk
melindungi kepentingannya.”

Hak mogok, secara eksplisit tidak diatur dalam Konvensi ILO tetapi secara
implisit terdapat pada dua (2) konvensi dasar ILO, yaitu: pertama, Konvensi No. 87
Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi dan
diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998, kedua, Konvensi No.
98 Tahun 1949 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama dan diratifikasi
melalui Undang-undang No. 18 Tahun 1956.

Konvensi No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan
Hak Berorganisasi mengatur tentang kebebasan para buruh untuk membentuk atau
menggabungkan diri dengan serikat-serikat buruh yang dipilih sendiri maupun yang
berkenaan dengan serikat buruh tersebut untuk mengorganisasikan kegiatan-
kegiatannya dalam kebebasan penuh tanpa campur tangan penguasa publik.

Pada prinsipnya Konvensi No. 98 Tahun 1949 tentang Hak Berorganisasi dan
Berunding Bersama mengatur tentang hak untuk berunding kolektif secara bebas,
termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan anti serikat buruh
dan diskriminasi serta terhadap tindakan-tindakan campur tangan pemerintah.

Tahun 1961, hak mogok sudah diatur dalam Piagam Social Eropa (Europen

Social Charter) terdapat kalimat “The right to strike, recht of staking, rech aut strik,
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droit the reveg” sehingga hak mogok diakui pertama kali di tingkat internasional
secara formal dan eksplisit dalam Piagam Social Eropa dan yang kedua kali dalam
Piagam Internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tahun 1966 dari
Perserikatan Bangsa-bangsa.

Tahun 1966, secara eksplisit hak mogok dirumuskan dalam United Nation
International Covenant on Economic, Social and Cultural Right yang diratifikasi
dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2005 dimana pada pasal 8 ayat 1 huruf d
berbunyi sebagai berikut :

“The Right to Strike provided that is exercised in conformity with the
laws of Particular country™.

Dalam bahasa Indonesia “hak untuk melakukan pemogokan dijamin asalkan
dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum dari Negara yang bersangkutan.”

Dalam United Nation International Covenant on Economic, Social and
Cultural Right, hak mogok juga dimuat secara implisit dan dapat ditafsirkan dari pasal
19, pasal 21, dan pasal 22. Pasal 22 ayat 1 berbunyi :

“Setiap orang berhak bebas berserikat dengan orang lain, termasuk hak
membentuk danmenjadi anggota serikat buruh guna melindungi kepentingannya.”

Tahun 1978, terdapat ILO Convention No. 151 Tahun 1978 mengenai tentang
the Freedom of Assosiation and Procedures for Determining Conditions of
Employment in the Public Service mengatur perlindungan terhadap hak berorganisasi
dan prosedur-prosedur yang menentukan tempat kerja dalam pelayanan publik. Dalam
konvensi tersebut pengaturan hak mogok tersirat dalam Pasal 8 Bab V yang
menyatakan sebagai berikut :

“Penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan penentuan syarat-

syarat dan kondisi kerja akan dicari sebagaimana yang sesuai dengan kondisi
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nasional, melalui negoisasi antara pihak-pihak atau melalui perundingan bebas dan
tidak berat sebelah, seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang dilakukan dengan
cara sedemikian rupa sehingga menjamin kepercayaan publik yang bersangkutan.”

Tahun 1981, terdapat ILO Convention No. 154 mengenai tentang The Right to
Free Bargaining mengatur tentang perundingan kolektif antara pengusaha atau para
pengusaha dan pekerja/ buruh atau para pekerja/ buruh. Konvensi ini diterima karena
dianggap layak untuk mengembangkan dan mencapai sasaran dari standar-standar
mengenai kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama sebagaimana
tercantum dalam sejumlah konvensi dan rekomendasi.

Hukum Nasional Indonesia mengatur hak mogok secara umum dan eksplisit
dalam pasal 25 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
bahwa *“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk
hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 1 ayat 1 huruf d butir ke 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1957, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang dimaksud dengan mogok
kerja adalah “perbuatan-perbuatan sebagai berikut, secara kolektif menghentikan
pekerjaan atau memperlambat jalannya pekerjaan sebagai akibat perselisihan
perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan supaya majikan menerima
hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan. Sedangkan
menurut pasal 1 ayat 23 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, mogok kerja adalah “
tindakan pekerja/ buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama
dan/atau oleh serikat pekerja/ serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat
pekerjaan.

Ketentuan mogok kerja dalam pasal 137 sampai dengan pasal 145 Undang-

undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat berbeda dengan ketentuan
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mogok kerja yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Perbedaannya yaitu :
a. Subyek

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1957
Mogok kerja disebut sebagai tindakan tidak dengan kerja disebut sebagai
hak tetapi tidak dilarang, sepanjang memenuhi prosedur untuk melakukan
tindakan selanjutnya. Tindakan hanya boleh dilakukan oleh Serikat Buruh
dan bukan terhadap buruh perorangan termasuk sekelompok buruh yang
tidak tergabung dalam serikat buruh.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003
Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/ buruh dan serikat pekerja/
serikat buruh.

b. Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1957
Dalam aturan ini tidak menyebut secara rinci dan jelas, apabila terdapat
mogok kerja yang tidak sah.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003
Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003, mogok kerja harus
dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya
perundingan. Mogok kerja secara sah adalah memenuhi persyaratan seperti
yang tertuang dalam pasal 140. Sedangkan yang dimaksud tertib dan
damai adalah dalam melakukan aksinya para pemogok tidak boleh
memaksa pekerja/ buruh lainnya atau mengajak tetapi dengan cara yang
melanggar hukum. Pelanggaran terhadap mogok kerja yang tidak sah

diatur dalam Keputusan Menakertrans No. 232/ MEN/ 2003 tentang
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Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, dimana apabila melakukan
mogok kerja yang tidak sah, upah pekerja/ buruh yang melakukan mogok
kerja tidak dibayar walaupun alasan mogoknya adalah tuntutan normatif.
c. Akibat Dilakukannya Mogok Kerja

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1957
Mogok kerja dapat dilakukan walaupun belum melakukan perundingan
tetapi bukan salahnya serikat buruh.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003
Mogok kerja boleh dilakukan setelah perundingan gagal. Mogok kerja
diposisikan sebagai “motor penggerak” perundingan agar tercipta
bargaining position yang menguntungkan pekerja/ buruh dan/ atau serikat
pekerja/ serikat buruh. Apabila mogok kerja dilakukan tanpa adanya
perundingan terlebih dahulu, maka termasuk dalam mogok kerja yang
tidak sah.

d. Upah

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1957
Dalam undang-undang ini, pekerja/ buruh selama melakukan mogok kerja
tidak mendapatkan upahnya, apapun tuntutannya, normatif atau tidak
normatif.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003
Melihat tuntutannya, mogok kerja dapat dibedakan menjadi mogok yang
tuntutannya hak normatif dan mogok yang tuntutannya bukan hak
normatif. Apabila terdapat tuntutan yang normatif dimana sebelumnya

sudah dilanggar oleh pengusaha maka upah selama mogok kerja wajib
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dibayar oleh pengusaha, tetapi terhadap tuntutan yang bukan hak normatif,
upah selama mogok kerja tidak dibayar.
e. Prosedur

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1957
Kewajiban pemberitahuan untuk melakukan mogok kerja secara tertulis
adalah kepada pengusaha dan Ketua P4D (Panitia Penyelesaian
Perburuhan Daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi. Hal ini
menyulitkan bagi Kabupaten/ Kota yang jaraknya jauh dari ibu kota
Propinsi tersebut.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003
Dalam undang-undang ini, pemberitahuan mogok kerja lebih singkat dan
lebih cepat karena yang wajib diberitahu adalah pengusaha dan instansi
yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan daerah setempat.

f. Kepastian Hukum

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1957
Lembaga yang berwenang menetapkan sah atau tidaknya suatu tindakan
mogok kerja adalah P4D.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003
Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 jo Undang-undang No. 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
lembaga yang berwenang menetapkan sah atau tidaknya mogok kerja
adalah Pengadilan Hubungan Industrial.

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/ buruh dan Serikat Pekerja/ Serikat

Buruh harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya

perundingan. Ajakan untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung harus
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dilakukan dengan tidak melanggar hukum Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
tersebut diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama (empat)
tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Pekerja/ buruh yang diajak mogok
dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.

Mogok kerja dikatakan sah bila sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh)
hari kerja sebelum mogok kerja dilakukan pekerja/ buruh dan Serikat Pekerja/ Serikat
Buruh memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat tentang maksudnya untuk
melakukan mogok kerja, dengan sekurang-kurangnya memuat :

1. waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;

2. tempat mogok kerja dilakukan;

3. alasan dan sebab melakukan mogok kerja; dan

4. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/ atau masing-masing ketua dan
sekretaris Seriakt Pekerja/ Serikat Buruh sebagai penanggungjawab mogok
kerja. Apabila mogok kerja dilakukan pekerja/ buruh yang tidak menjadi
anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh maka pemberitahuan tersebut
ditandatangani oleh perwakilan pekerja/ buruh yang ditunjuk sebagai
koordinator dan/ atau penanggungjawab mogok kerja.

Akibat hukum mogok kerja yang tidak sah telah diatur secara tegas dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 232/ MEN/ 2003.
Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan :

a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/ atau
b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab

di bidang ketenagakerjaan; dan/ atau
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c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok
kerja; dan/ atau
d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat (2) huruf a, b,
¢, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan tersebut adalah tidak tercapainya
kesepakatan penyelesaian perselisinan hubungan industrial yang dapat disebabkan
karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/
serikat buruh atau pekerja/ buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2
(dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-
perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak-
pihak dalam risalah perundingan. Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah
tersebut dikualifikasikan sebagai mangkir. Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi
pelaku mogok dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Bagi para pekerja/
buruh yang tidak memenuhi panggilan tersebut maka dianggap mengundurkan diri.
Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/ atau
perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia yang
dilakukan oleh pekerja/ buruh yang sedang betugas dikualifikasikan sebagai mogok
kerja yang tidak sah. Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah tersebut
dikualifikasikan sebagai mangkir. Dalam hal mogok kerja yang dilakukan secara tidak
sah tersebut yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan
dengan pekerjaannya dikualifikasikan sebagai kesalahan berat.
Apabila mogok kerja dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan
tersebut maka demi mennyelamatkan alat produksi dan aset-aset perusahan pengusaha

dapat mengambil tindakan sementara sebagai berikut :
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1. Melarang para pekerja/ buruh yang mogok kerja berada di lokasi proses
produksi; atau

2. Bila dianggap perlu melarang pekerja/ buruh yang mogok kerja berada di
lokasi perusahaan.

Instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan
pengusaha yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja tersebut wajib
memberikan tanda terima. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi
pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan
masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokkan dengan mempertemukan dan
merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. Bila perundingan menghasilkan
kesepakatan maka harus dituangkan dalam perjanjian bersama yang ditandatangani
para pihak dan pegawai dari instansi pemerintah tersebut sebagai saksi.

Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan maka pegawai
pemerintah segera melimpahkan masalah yang menjadi penyebab timbulnya mogok
kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang
dan mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara waktu atau
dihentikan sama sekali.

Terhadap mogok kerja yang dilakukan secara sah, pengusaha dilarang :

1. Mengganti pekerja/ buruh yang mogok kerja dengan pekerja/ buruh lain dari
luar perusahaan;

2. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada
pekerja/ buruh dan pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh selama dan
sesudah melakukan mogok kerja.

Melanggar dari ketentuan ini pengusaha dapat dikenai sanksi pidana kurungan

paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12(dua belas) bulan dan/ atau denda
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paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah).

Apabila mogok kerja secara sah dilakukan oleh pekerja/ buruh dalam rangka
menuntut hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha maka selama
melakukan mogok kerja, pekerja/ buruh tetap berhak mendapatkan upah.

Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/ buruh dan siapapun tidak dapat
menghalang-halangi pekerja/ buruh dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh untuk
menggunakanhak mogok kerja serta melakukan penangkapan dan atau penahanan
terhadap pekerja/ buruh dan pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang melakukan
mogok kerja asal dilakukan secara sah, tertib dan damai sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dianggap menghalang-halangi dalam ketentuan ini adalah :

a. menjatuhkan hukuman;
b. mengintimidasikan dalam bentuk apapun;
c. melakukan mutasi yang merugikan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit
Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus
juta rupiah).

Walaupun merupakan hak dasar pekerja/ buruh, pelaksanaan mogok kerja
pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/ atau perusahaan yang jenis
kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia seperti rumah sakit, dinas
pemadam kebakaran, penjaga pintu, perlintasan kereta api, pengontrol pintu air, arus
lalu lintas udara atau pengontrol arus lalu lintas laut harus diatur sedemikian rupa
sehingga tidak membahayakan kepentingan umum dan/ atau membahayakan

keselamatan orang lain.
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Mogok kerja dengan tuntutan hak normatif sebagaimana diatur dalam pasal
145 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 berpotensi menimbulkan konflik karena
sangat luas cakupannya. Yang dimaksud hak normatif adalah sebagaimana dimaksud
dan/ atau ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja
Bersama atau Peraturan Perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan. Dari
penjelasan tersebut, maka ada ratusan norma yang harus ditaati oleh pengusaha dan
jika pengusaha lalai melaksanakan dapat diancam dengan tindakan mogok kerja dan
upah pekerja/ buruh tetap harus dibayar.

Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti memberikan batasan pemogokan sebagai
berikut : dengan sengaja pihak buruh melalaikan atau menolak melakukan pekerjaan
atau meskipun diperintah dengan sah, secara semestinya dengan perjanjian kerja yang
mereka tandatangani, yang bersangkutan enggan menjalankan atau lambat
menjalankan pekerjaan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya.’

Abdul Rachmad Budiono berpendapat mengenai pemogokan, bahwa :
tindakan tersebut lebih dilihat dari segi niat buruh untuk melakukan perbuatannya,
yakni niat untuk tidak melakukan pekerjaan atau lambat melakukan pekerjaan.?

Mogok kerja sangat berbeda dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Pada pasal 1
ayat 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum, yang dimaksud unjuk rasa atau demonstrasi adalah
kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan
lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dimana yang
dimaksud di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk

juga ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

" Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Masalah PHK dan Pemogokan, Jakarta : Bina
Aksara, 1988, him. 108

® Abdul Racmad Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Cet.
111, 1999, him. 170.
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Banyak hal yang membuat sangat jelas perbedaan antara unjuk rasa atau
demonstrasi dengan mogok kerja, yaitu :
1. Waktu
a. Mogok Kerja
Dalam melakukan mogok kerja, harus melakukan pemberitahuan
selambat-lambatnya H-7 sebelum melakukan mogok kerja.
b. Unjuk Rasa atau Demonstrasi
Dalam melakukan unjuk rasa atau demonstrasi harus melakukan
pemberitahuan selambat-lambatnya H-3 sebelum melakukan unjuk
rasa atau demonstrasi.
2. Tujuan Pemberitahuan
a. Mogok Kerja
Pemberitahuan mogok kerja ditujukan kepada pengusaha dan instansi
pemerintah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.
b. Unjuk Rasa atau Demonstrasi
Pemberitahuan unjuk rasa atau demonstrasi kepada aparat kepolisian.
3. Tempat melakukan
a. Mogok Kerja
Mogok kerja dilakukan di dalam lokasi perusahaan yang tidak
menghalangi proses produksi perusahaan, apabila melakukan mogok
kerja di luar lokasi perusahaan maka bukan disebut mogok kerja tetapi
melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.

b. Unjuk Rasa atau Demonstrasi
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Unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan di hadapan orang banyak atau
orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau
dilihat setiap orang.

Pada dasarnya yang menjadi aturan dasar dari mogok kerja ialah sama dengan
aturan dasar dari unjuk rasa dan demonstrasi, yaitu pasal 19 Deklarasi Hak-hak Azasi
Manusia yang berbunyi :

”Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan
pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak
mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan

dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”

dan juga pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :
”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Tetapi dalam hal pelaksanaan, mogok kerja dan unjuk rasa atau demonstrasi sangat
berbeda. Sehingga dalam mengatur tentang mogok kerja dan unjuk rasa atau
demonstrasi dibedakan melalui aturan perundang-undangan. Mogok kerja diatur
dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta melalui
peraturan pelaksananya yaitu Keputusan Menakertrans No. 232/ MEN/ 2003 tentang
Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Sedangkan Unjuk Rasa atau
Demonstrasi diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Aksi mogok kerja merupakan suatu keadaan yang dilakukan oleh pihak-pihak
tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Tujuan dari mogok kerja ialah

terpenuhinya hak-hak normatif pekerja/ buruh yang telah dilanggar oleh pihak
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pengusaha. Maka seringkali, aksi mogok kerja ini juga bisa dianggap sebagai tempat
untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja/ buruh. Kesejahteraan buruh pada
dasarnya sudah diakomodir dalam aturan perundang-undangan, perjanjian Kkerja
bersama atau peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja. Dalam pelaksanaan banyak
terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap norma-norma yang ada
terkait dengan hak-hak buruh. Sehingga dari keadaan itu, maka pekerja/ buruh dalam
memperjuangkan kesejahteraan melakukan aksi mogok kerja, dimana aksi mogok

kerja tersebut dikoordinir melalui serikat pekerja/ serikat buruh.
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B. Pekerja/ Buruh

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang dimaksud
dengan pekerja/ buruh ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain. Yang dimaksud dengan bentuk lain dalam kalimat ini
adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan
kedua belah pihak yaitu Pengusaha dengan Pekerja/ Buruh®. Dari uraian definisi pada
pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 terdapat dua unsur yaitu unsur
orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini
berbeda dengan pengertian tenaga kerja, yaitu dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang
No. 13 Tahun 2003, dimana pengertian tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Buruh adalah sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang
mememperjuangkan program organisasinya. Istilah buruh berarti bekerja pada atau
untuk majikan/ perusahaan yang imbalan kerjanya dibayar oleh majikan/perusahaan
dan secara resmi terang-terangan dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan
majikan/perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak
tertentu lamanya.’°

Buruh juga dapat diartikan adalah seseorang yang bekerja pada orang lain
(lazim disebut majikan) dengan menerima upah, dengan sekaligus mengesampingkan
persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang dilakukan, di bawah pimpinan

orang lain, dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerjaan dan pekerja.

® Jehani Libertus & Adisu Editus, Hak-hak Pekerja Perempuan, Tangerang, VisiMedia, 2006,
him. 6

19 Khakim Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya
Bakti, 2003.
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Pengertian tenaga kerja mencakup pekerja/ buruh, pegawai negeri, tentara,
orang yang sedang mencari pekerjaan, orang-orang yang berprofesi bebas seperti
pengacara, dokter, pedagang, penjahit dan lain-lain. Masing-masing profesi tersebut
berbeda antara satu dengan yang lain walaupun semuanya termasuk dalam kategori
tenaga kerja. Hal ini karena hubungan hukum dan peraturan yang mengaturnya juga
berlainan. Bagi pekerja/ buruh, hubungan hukum dengan pemberi kerja bersifat
keperdataan yaitu dibuat di antara para pihak yang mempunyai kedudukan perdata.
Hubungan hukum antara kedua pihak selain diatur dalam perjanjian kerja yang
mereka tanda tangani, juga diatur dalam peraturan perudang-undangan yang dibuat
oleh instansi/ lembaga yang berwenang. Bagi pegawai negeri sipil dan tentara,
hubungan hukum dengan pemerintah didasarkan pada hukum Publik yang bersifat
heteronom.

Pekerja/ buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja, yang
bekerja di dalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan,
pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang
bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain
tenaga kerja disebut sebagai pekerja/ buruh bila ia melakukan pekerjaan di dalam
hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain. Tenaga kerja yang bekerja di bawah perintah orang lain dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak di dalam hubungan kerja,
seperti misalnya tukang semir sepatu, bukan merupakan pekerja/ buruh.

Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sebenarnya hadala sama dan tidak ada
perbedaan di antara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan
menjadi pekerja/ buruh dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan istilah Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
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yang terdapat pada Undang-undang No. 21 Tahun 2000. Pada zaman Hindia Belanda,
istlah buruh hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan tangan
atau pekerjaan kasar seperti kuli, tukang, mandor, dan lain-lain yang di dunia barat
dikenal dengan blue collar. Orang yang melakukan pekerjaan halus terutama yang
mempunyai pangkat Belanda dinamakan pegawai dan diberi kedudukan sebagai
priyayi yang di dunia barat dikenal dengan istilah white collar.

Pembedaan kedua istilah ini bisa dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata buku 11l afdeling 4 yang hanya mengatur soal pelayanan dan tukang
(dienstboden en werkleiden). Baru pada tanggal 1 Januari 1927 istilah pekerja/ buruh
halus dan kasar tidak dibedakan dalam buku Il bab 7A KUH Perdata. Bagi pekerja/
buruh Indonesia dan Timar Asing ketentuan bab 7A buku Il KUH Perdata
diberlakukan bilamana bekerja pada pengusaha atau majikan Eropa dan melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pekerja/ buruh Eropa, sedang
apabila bekerja sebagai pelayan dan pekerja yang berlaku bab 7A bagian 5 buku I11
KUH Perdata.

Pembedaan pemberlakuan peraturan tersebut menunjukkan bahwa KUH
Perdata bersifat diskriminatif terhadap pekerja/ buruh Indonesia. Untuk
menghilangkan diskriminasi tersebut maka setelah kemerdekaan, Mahkamah Agung
mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 03 Tahun 1963 yang
menegaskan penggunaan bab 7A buku Il KUH Perdata sebagai pedoman dalam
hubungan kerja antara pengusaha/ majikan dengan pekerja/ buruh bagi seluruh Warga
Negara Indonesia.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak
membedakan antara pekerja/ buruh halus (white collar) dengan pekerja/ buruh kasar

(blue collar). Pembedaan pekerja/ buruh dalam undang-undang ini hanya didasarkan
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pada jenis kelamin (pekerja/ buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja/ buruh
anak). Pembedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminatif tetapi untuk
melindungi pekerja/ buruh yang lemah daya tahan tubuhnya dan untuk menjaga
norma-norma kesusilaan.

Pasal 76 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 memberikan beberapa hak serta
perlindungan hukum yang lebih kepada pekerja/ buruh perempuan daripada pekerja/
buruh laki-laki. Keringanan ini diberikan untuk melindungi pekerja/ buruh perempuan
karena secara kodrati perempuan mempunyai tugas dan fungsi lain yang lebih penting
dalam masyarakat yaitu reproduksi. Kondisi dan daya tahan tubuh perempuan pun
secara medis juga lebih lemah dari laki-laki sehingga wajar jika pekerja/ buruh
perempuan memperoleh fasilitas kemudahan yang antara lain :

a. pekerja/ buruh perempuan yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun

dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 hingga pukul 07.00;

b. pekerja/ buruh perempuan yang hamil yang menurut keterangan dokter
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan diri dan kandungannya jika bekerja

malam hari, dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 hingga pukul 07.00;

c. pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh perempuan antara pukul 23.00
hingga pukul 07.00 wajib :
1. memberikan makanan dan minuman bergizi;
2. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja;
d. pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/ buruh
perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 hingga pukul
05.00
Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana pelanggaran

yang diancam pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan penjara dan paling
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lama 12 (dua belas) bulan penjara dan/ atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Anak dalam hukum ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di
bawah 18 tahun. Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini
disebutkan dalam pasal 68 Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Larangan
mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu
pertumbuhan dan kesehatannya. Daya tahan tubuh anak masih sangat rentan terhadap
lingkungan kerja, apalagi bila sering berhubungan dengan bahan-bahan kimia.
Penelitian pada industri sepatu di Jawa Barat menunjukkan bahwa orang-orang yang
bekerja sejak anak-anak sebagian besar meninggal dunia sebelum berusia 50 (lima
puluh) tahun karena kanker paru-paru dan gagal ginjal*'. Pada umumnya anak-anak
yang bekerja terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena faktor ekonomi sehingga
bakat dan kemampuannya tidak berkembang maksimal. Sementara bagi pengusaha,
anak-anak adalah sumber tenaga kerja dengan upah murah.

Larangan mempekerjakan anak ini dapat disimpangi bila anak yang bekerja
tersebut berusia antara 13 (tiga belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun dan hanya
melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan
kesehatannya dengan syarat :

a. adaizin tertulis dari orang tua/ wali;

b. ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam per hari;

d. dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

e. kesehatan dan keselamatan kerjanya diutamakan;

f. adanya hubungan kerja yang jelas;

1 www.kompas.co.id, Pekerja Anak Cibaduyut Terancam Leukimia, 09 Mei 2003.
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g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana kejahatan yang
dapat dipidana penjara sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat)
tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Ketentuan tentang pekerja/ buruh
anak tersebut tidak berlaku bagi anak yang bekerja pada usaha keluarga.

Pekerja/ buruh anak dilarang mempekerjakan dan dilibatkan dalam pekerjaan-
pekerjaan terburuk yang meliputi :

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak
dalam pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak
untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan
zat adiktif lainyya; dan atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral
anak.

Pelanggaran terhdap larangan ini merupakan tindak pidana kejahatan yang
diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja kecuali dapat
dibuktikan sebaliknya. Apabila anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/ buruh
dewasa maka tempat kerja anak harus dipisahkan dengan tempat kerja pekerja/ buruh
dewasa. Anak diperkenankan melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan

bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan bila.
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a. paling sedikit berusia 14 (empat belas) tahun;

b. diberi petunjuk yang jelas tentang cara melaksanakan pekerjaan, serta
memperoleh bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan

c. diberi alat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Apabila anak melakukan pekerjaan dalam rangka untuk mengembangkan

bakat dan minatnya maka pengusaha dapat mempekerjakannya sepanjang :
a. di bawah pengawasan langsung orang tua atau wali;
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam per hari; dan
c. kondisi serta lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental,
sosial, dan waktu sekolah.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana pelanggaran
kejahatan yang diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud
untuk bekerja di wilayah Indonesia. Setiap pemberi kerja yang akan mempekerjakan
tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari instansi yang berwenang di bidang
ketenagakerjaan. Pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja
asing. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan
kerja untuk jabatan-jabatan tertentu dan waktu tertentu. Bila masa kerja tersebut habis
dan karena satu dan lain hal tidak dapat diperpanjang maka dapat digantikan oleh
tenaga kerja asing lainnya. Kewajiban untuk memiliki izin penggunaan tenaga kerja
asing ini tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga

kerja asing sebagai pegawai diplomatic dan konsuler.
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Izin penggunaan tenaga kerja asing tersebut harus sesuai dengan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah disahkan oleh pejabat yang
ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat :

a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;

b. jabatan dan/ atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi
perusahaan;

c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;

d. penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping
(counter part) tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Tenaga kerja pendamping
ini tidak secara otomatis menggantikan atau meduduki jabatan tenaga kerja
asing yang didampinginya tetapi lebih dititikberatkan untuk alih teknologi dan
ahli keahlian agar tenaga pendamping memiliki kemampuan sehingga pada
waktunya diharapkan dapat menggantikan tenaga kerja asing yang didampingi.
RPTKS tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan

perwakilan negara asing. Badan internasinal yang dimaksud dalam ketentuan ini
adalah badan-badan internasional yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga-
lembaga yang bernaung di bawah PBB misalnya ILO, UNICEF, WHO, dan lain-lain.

Selain wajib menunjuk tenaga kerja pendamping (counter part) pemberi kerja
tenaga kerja asing juga wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi
tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga
kerja asing. Ketentuan tenaga pendamping ini tidak berlaku bagi tenaga kerja asing
yang menduduki jabatan direksi dan/ atau komiasris.

Pemberi tenaga kerja asing wajib membayar kompensasi atas tiap penggunaan
tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Kewajiban ini dimaksudkan untuk membiayai

upaya peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Kewajiban membayar
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kompensasi ini tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing,
badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan-jabatan
tertentu di lembaga pendidikan.

Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia
dan/ atau jabatan-jabatan tertentu. Setelah hubungan kerja berakhir, pemberi kerja
tenaga kerja warga negara asing tersebut wajib memulangkannya ke negara asal.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan
buruh ialah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat, istilah pekerja dengan buruh
dibedakan. Paradigma yang ada di masyarakat bahwa buruh ialah orang yang
melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah, sedangkan pekerja ialah orang yang
melakukan pekerjaan dan belum tentu ada niat untuk mendapatkan upah. Kedua
pengertian tersebut dilihat dari istilah yang ada di masyarakat, yaitu terdapat istilah

“Pekerja Sosial (social worker), tetapi tidak ada istilah “Buruh Sosial”.
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Bab 111

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.
Soerjono Soekanto berpendapat mengenai penelitian hukum sosiologis atau empiris,
yaitu penelitian yang terdiri dari :

a. penelitian terhadap identifikasi hukum;
b. penelitian terhadap keberadaan berlakunya hukum.*?

Identifikasi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pasal 137 sampai
dengan pasal 145 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, sedangkan yang dimaksud
keberadaan berlakunya hukum dalam penelitian ialah mengenai keberadaan mogok
kerja yang dilakukan oleh pekerja untuk pemenuhan hak normatif pekerja di

kabupaten sidoarjo tahun 2007.

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo karena Kabupaten
Sidoarjo saat ini menjadi daerah industri yang cukup padat di Propinsi Jawa Timur
sehingga dinamika gerakan komunitas pekerja/ buruh selalu dinamis. Berdasar potensi
gerakan komunitas pekerja/ buruh yang selalu dinamis, maka berpotensi juga terjadi

penuntutan hak normatif pekerja/ buruh melalui gerakan mogok kerja.

3. Data Penelitian.
a. Jenis Data.

1. Data Primer.

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, CV. Rajawali, 1988, him. 44.
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Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden
yang berkompeten, yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan
keberadaan mogok kerja di Kabupaten Sidoarjo.

2. Data Sekunder.
Data sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang mogok kerja yang
merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku teks, kamus bahasa
indonesia, jurnal-jurnal, internet.

b. Sumber Data.

1. Data Primer
Data Primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan para pekerja/
buruh dan/ atau pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Kabupaten
Sidoarjo yang melakukan aksi mogok kerja dan pegawai di Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Sidoarjo

2. Data Sekunder
Data Sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka ke naskah
laporan dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007,
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat dan Informasi lImu

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta browsing Internet.

4. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan tempat terjadinya aksi

mogok kerja di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007 .
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b. Sampel
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel
dalam penelitian ini adalah dinas tenaga kerja kabupaten Sidaorjo, 3 (tiga)
pengurus serikat pekerja/ serikat buruh dari berbagai macam serikat
pekerja/ serikat buruh yang melakukan aksi mogok kerja. Teknik dalam
pengumpulan sampel ini dengan cara purposive sampling, yaitu sampel
yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat

dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara
Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik wawancara yakni pengumpulan data dengan jalan komunikasi.
Komunikasi tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Secara tidak langsung dilakukan karena sesuatu hal tidak
dimungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan responden
yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada
responden, dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
oleh peneliti secara tertulis.

b. Studi Kepustakaan
Dalam mengumpulkan data, peneliti juga memperoleh data dengan studi
literatur dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian. Studi ini
dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna

mendukung analisis penelitian ini.
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6. Analisis Data

a. Proses Analisis Data.
Penulisan Data melalui Data primer, Data sekunder yang terkait dengan
permasalahan yang diteliti keberadaan mogok kerja demi terpenuhinya hak
normatif yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh
peneliti.

b. Metode Analisis Data.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
Deskriptif Kualitatif, yaitu penggambaran keberadaan mogok kerja demi
terpenuhinya hak normatif pekerja dengan cara menganalisa isi Data
primer, Data sekunder seperti tersebut diatas secara mendalam guna
menemukan pemecahan dari rumusan permasalahan lalu menyimpulkan

dari pembahasan.
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Bab IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Mogok Kerja di Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2007

Sidoarjo yang merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Timur yang
mempunyai industri yang cukup padat berpotensi akan adanya gerakan pekerja/ buruh
yang dinamis. Gerakan pekerja/ buruh yang dinamis disebabkan adanya potensi hak-
hak normatif para pekerja/ buruh tersebut yang dilanggar oleh pengusaha. Bukan
menjadi rahasia lagi apabila terdapat pelanggaran hak-hak normatif terhadap pekerja/
buruh yang dilakukan oleh pengusaha. Banyak faktor yang menyebabkan keadaan
seperti yang diuraikan sebelumnya, salah satunya ialah karena adanya perbedaan
tujuan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh.

Pengusaha dalam melakukan usahanya mempunyai tujuan yaitu mendapatkan
keuntungan sebesar-besarnya, sehingga banyak hal dilakukan pengusaha untuk
mencapai tujuannya termasuk dengan cara melakukan pelanggaran hak normatif yang
seharusnya didapatkan pekerja/ buruh, meskipun tidak semua pengusaha melakukan
pelanggaran hak normatif. Sedangkan pekerja/ buruh melakukan pekerjaan dari
pengusaha mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan upah serta yang lainnya demi
kesejahteraan pekerja/ buruh itu sendiri termasuk bagi keluarganya. Perbedaan tujuan
antara pengusaha dengan pekerja/ buruh tersebut itulah yang tidak jarang
mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran hak normatif sebagaimana yang dimaksud
dan/ atau ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja

bersama, atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
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Ketika hak normatif pekerja/ buruh dilanggar oleh pengusaha, seringkali yang
menjadi bargaining position pekerja/ buruh ialah dengan cara melakukan mogok
kerja. Mogok kerja yang sudah diatur di dalam pasal 137 sampai dengan pasal 145
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dengan peraturan pelaksananya Keputusan
Menakertrans No. 232/ MEN/ 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak
Sah, menjadi suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh pengusaha. Hal ini
dikarenakan apabila para pekerja/ buruh melakukan mogok kerja, maka akan
berpotensi mengakibatkan terhentinya atau terhambatnya proses produksi pekerja.

Di kabupaten Sidoarjo, sampai dengan bulan desember tahun 2007, terdapat
jumlah perusahaan sebanyak 1.579 (sumber data primer), sehingga pada dasarnya
sangat besar sekali potensi-potensi pelanggaran hak normatif pekerja/ buruh yang
dilakukan oleh pengusaha. Dari 1.579 perusahaan tersebut, terdapat 25 organisasi
pekerja tingkat federasi (sumber data primer), dimana federasi yang dimaksud ialah
bergabungnya beberapa serikat pekerja/ serikat buruh menjadi satu federasi.

Dalam melakukan aksi mogok kerja, serikat pekerja/ serikat buruh yang
mewakili para pekerja/ buruh tidak langsung melakukan mogok kerja tersebut.
Sebelum melakukan aksi mogok kerja, pengurus serikat pekerja/ serikat buruh atau
orang Yyang bertanggungjawab dalam aksi mogok kerja yang dirancang
memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dan Pengusaha
dengan waktu H-7. Bila kita melihat dari sudut pandang aturan perundang-undangan
yang terkait dengan hal ini, sesuai dengan pasal 140 Undang-undang No. 13 Tahun
2003 jo Pasal 3 butir (b) Keputusan Menakertrans No. 232/ MEN/ 2003. Dimana
mogok kerja tersebut dilakukan karena terjadinya perselisihan hubungan industrial,
dan yang paling banyak terjadi adalah perselisihan hak. Sebelum melakukan

pemberitahuan tersebut seringkali pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat
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buruh tersebut gagal melakukan perundingan terlebih dahulu dengan pengusaha. Hal
ini dikarenakan pihak pengusaha saat diundang untuk melakukan perundingan, pihak
pengusaha tidak datang memenuhi perundingan tersebut. Bila dikaji dalam perspektif
Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, keadaan tersebut merupakan suatu perundingan yang gagal.

Ketika sudah melakukan pemberitahuan terhadap pengusaha dan Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat
buruh melakukan perundingan lagi dengan pengusaha dimana perundingan ini sangat
berbeda dengan sebelum dilakukannya pemberitahuan. Menjadi berbeda karena
difasilitasi oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang seringkali
disebut dengan Mediator. Hasil dalam perundingan yang difasilitasi oleh pegawai
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut ada dua (2) kemungkinan, yaitu :
pertama, perundingan tersebut berhasil sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan
yang membuat para pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh tidak
melakukan mogok kerja; kedua, perundingan tersebut tidak berhasil menghasilkan
kesepakatan antara para pihak yang berselisih, sehingga pekerja/ buruh dan/ atau
serikat pekerja/ serikat buruh melakukan aksi mogok kerja.

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pekerja/ buruh dan/ atau serikat
pekerja/ serikat buruh sebelum dilakukannya aksi mogok kerja. Pertama, para
pengurus inti yang menjadi koordinator mogok kerja melakukan pertemuan secara
internal; kedua, pengurus inti tersebut memberitahu kepada serikat pekerja/ serikat
buruh yang lain bahwa mereka akan melakukan mogok kerja beserta alasannya;
ketiga, melakukan sosialisasi kepada para pekerja/ buruh untuk melakukan aksi

mogok Kerja.
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Pertama, Pengurus inti yang menjadi koordinator mogok kerja melakukan
pertemuan secara internal. Dalam pertemuan secara internal tersebut membahas
beberapa hal, mulai dari persiapan teknis hingga menyiapkan orang yang akan
mewakili dalam perundingan saat melakukan mogok kerja. Persiapan teknis yang
dimaksud ialah menyiapkan isu bersama, sehingga timbul rasa empati yang ada di
antara sesama pekerja/ buruh. Persiapan orang untuk mewakili perundingan menjadi
suatu langkah yang sangat penting, karena bargaining position para pekerja/ buruh
yang melakukan mogok kerja ada di pundak mereka. Berhasil atau tidaknya tuntutan
hak normatif yang diperjuangkan ada di tim dari serikat pekerja/ serikat buruh yang
sudah disiapkan.

Rapat internal yang dilakukan oleh pengurus inti serikat pekerja/ serikat buruh
menjadi pedoman dasar atau pijakan dasar untuk menentukan proses terjadinya
mogok kerja. Dimana persiapan dalam melakukan aksi mogok kerja tidak hanya pada
hal-hal yang bersifat teknis saja tetapi juga hal-hal di luar yang bersifat teknis. Yang
dimaksud dengan hal-hal yang di luar teknis ialah mengenai persiapan hal-hal yang
terkait dengan proses perundingan untuk memperjuangkan hak-hak normatif pekerja.
Misal : membahas persoalan yang akan dibawa ke perundingan, seperti mengkaji soal
upah yang belum di bayar, pesangon yang tidak diberikan, dan lain sebagainya.
Pembahasan tersebut dilakukan bersama supaya terjadi persamaan pendapat di antara
pengurus inti serikat pekerja/ serikat buruh. Sangat sulit untuk memperjuangkan hak-
hak normatif pekerja, apabila tidak terjadi persamaan pendapat mengenai
permasalahan yang akan di bawa ke perundingan dengan pengusaha, terlebih hal
tersebut sudah terjadi di tengah-tengah proses perundingan dengan pengusaha.

Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para pengurus inti serikat

pekerja/ serikat buruh mengenai permasalahan hak normatif, dan itu terjadi hingga
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perundingan dengan pengusaha, maka akan sangat berpotensi tidak dipenuhinya hak
normatif yang diperjuangkan mereka oleh pengusaha. Karena perbedaan pendapat
tersebut membuat posisi pihak yang melakukan aksi mogok kerja tersebut menjadi
sangat rendah. Posisi tawar yang rendah tersebut disebabkan oleh tidak kuatnya
konsilidasi di dalam pengurus inti serikat pekerja/ serikat buruh itu sendiri yang
mewakili pekerja/ buruh yang melakukan aksi mogok kerja. Memang hal ini sangat
kecil kemungkinan terjadi, tetapi ketika mengetahui terjadinya perbedaan pendapat
mengenai hak normatif yang diperjuangkan, pengurus inti tersebut akan terus
melakukan diskusi bersama terus hingga menemui persamaan pendapat. Perbedaan
pendapat ini tidak pernah terjadi pada pengurus serikat pekerja/ serikat buruh yang
melakukan aksi mogok kerja pada tahun 2007 di kabupaten Sidoarjo. Karena dengan
adanya persamaan nasib dan sepenanggungan, lalu kondisi yang sama mengenai
kondisi ekonomi keluarga membuat cepat akan persamaan pendapat mengenai hak
normatif yang harus diperjuangkan melalui aksi mogok kerja.

Kedua, pengurus inti tersebut memberitahu kepada serikat pekerja/ serikat
buruh yang lain bahwa mereka akan melakukan mogok kerja beserta alasannya. Hal
ini dilakukan supaya ada komunikasi yang erat dengan serikat pekerja/ serikat buruh
yang lain sehingga dari komunikasi yang sangat erat tersebut menimbulkan suatu
dukungan antar sesama serikat pekerja/ serikat buruh. Dengan adanya saling
dukungan yang sangat erat, maka menimbulkan suatu posisi tawar yang sangat tinggi
terhadap pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh yang dilakukan oleh
pengusaha. Paradigma yang ada di pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat
buruh yang akan melakukan aksi mogok kerja ketika memberikan informasi kepada
serikat pekerja/ serikat buruh yang lain ialah dapat menjadi suatu kekuatan yang

saling mendukung dan dapat menimbulkan “ketakutan” di pihak pengusaha. Memang
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jarang sekali pihak pengusaha merasa takut akan hal itu, ketakutan pengusaha hanya
kerugian yang diterima karena ketika melakukan para pekerja/ buruhnya melakukan
aksi mogok kerja mengakibatkan terhambatnya dan atau terhentinya proses produksi
kerja. Meskipun tidak ada rasa takut di pihak pengusaha mengenai pemberian
informasi yang dilakukan pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh yang
melakukan aksi mogok kerja kepada serikat pekerja/ serikat buruh yang lainnya,
minimal terjadi suatu konsilidasi sesama serikat pekerja/ serikat buruh dan itu dapat
menimbulkan rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi.

Dukungan yang diberikan oleh serikat pekerja/ serikat buruh yang lain dapat
membuat suatu semangat yang sangat tinggi dan kepercayaan diri terhadap serikat
pekerja/ serikat buruh yang melakukan aksi mogok kerja. Dengan adanya dukungan
sesama serikat pekerja/ serikat buruh maka harapan serikat pekerja/ serikat buruh
yang melakukan aksi mogok kerja ialah dukungan tersebut menjadi faktor luar yang
dapat menjadikan posisi tawar serikat pekerja/ serikat buruh tersebut tidak rendah
ketika melakukan aksi mogok kerja dan posisi tawar tersebut tetap tinggi di dalam
proses terjadinya perundingan antara perwakilan pekerja/ buruh dan/ atau serikat
pekerja/ serikat buruh yang melakukan aksi mogok kerja dengan pengusaha.

Alasan mengenai penyebab terjadinya aksi mogok kerja diberitahukan kepada
serikat pekerja/ serikat buruh yang lain ialah karena dengan adanya informasi yang
jelas mengenai aksi mogok kerja yang akan dilakukan dapat membuat nurani di dalam
serikat pekerja/ serikat buruh yang lain bergerak untuk membantu baik secara material
maupun spirituil kepada serikat pekerja/ serikat buruh yang melakukan aksi mogok
kerja. Dari 5 (lima) kali terjadinya aksi mogok kerja di kabupaten Sidoarjo pada tahun
2007, terdapat satu (1) kali pemberian bantuan secara materiil yang dilakukan oleh

serikat pekerja/ serikat buruh yang lainnya kepada serikat pekerja/ serikat buruh yang
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melakukan aksi mogok kerja. Hal ini terjadi karena adanya persamaan nasib yang
sama yaitu mengenai uang pesangon yang tidak dibayar oleh pengusaha dimana
terlebih dahulu dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha kepada
pekerja/ buruh. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh serikat pekerja/ serikat buruh
yang lain ialah mau diskusi bersama mengenai hak normatif yang akan diperjuangkan
melalui aksi mogok kerja, bahkan serikat pekerja/ serikat buruh yang lainnya tersebut
tidak malu-malu untuk menawarkan orang atau salah satu pengurus dari serikat
pekerja/ serikat buruhnya menjadi salah satu tim yang mewakili dalam perundingan.

Ketiga, melakukan sosialisasi kepada para pekerja/ buruh untuk melakukan
aksi mogok kerja. Tujuan dilakukannya sosialisasi mengenai akan diadakannya aksi
mogok kerja ialah untuk menjalin empati yang sangat erat diantara sesama pekerja/
buruh sehingga sangat dihindari apabila terdapat pekerja/ buruh yang tidak mau
melakukan aksi mogok kerja karena ia ingin tetap melakukan pekerjaannya. Tidak
lupa juga memberikan informasi mengenai isu yang akan dijadikan suatu pijakan
dasar untuk melakukan aksi mogok kerja. Dengan adanya isu yang sama dan
berkembang diantara pekerja/ buruh maka diharapkan dapat mempererat rasa
solidaritas yang pada dasarnya sudah terjalin sejak awal melakukan pekerjaan yang
telah diberikan oleh pengusaha.

Pada dasarnya sosialisasi kepada para pekerja/ buruh untuk melakukan aksi
mogok kerja wajib dilakukan karena apabila aksi mogok kerja hanya dilakukan
beberapa pekerja/ buruh saja maka seringkali aksi mogok kerja tersebut tidak
dihiraukan, bahkan tidak dianggap pernah ada terjadinya aksi mogok kerja oleh
pengusaha. Peristiwa inilah yang membuat pegawai dinas tenaga kerja kabupaten
Sidoarjo harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. Apapun

alasan dan kondisinya, pihak yang melakukan aksi mogok kerja sesuai dengan aturan
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yang ada, maka harus dihargai dan dijunjung tinggi hak-hak normatif yang
diperjuangkan. Aksi mogok kerja yang sesuai dengan aturan perundang-undangan
yang ada dilindungi oleh hukum, hal ini diatur dalam pasal 143 dan pasal 144
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang isinya sebagai
berikut :
Pasal 143

(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat
pekerja/serikat buruh untuk mengguna kan hak mogok kerja yang dilakukan secara
sah, tertib, dan damai.

(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap
pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok
kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 144

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang :

a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari
luar perusahaan; atau

b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada
pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah
melakukan mogok kerja.

Sehingga pihak manapun, baik dari pengusaha, pegawai dinas tenaga kerja kabupaten
Sidoarjo, bahkan pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum, dan pihak-pihak
lainnya harus menghormati para pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat
buruh yang melakukan aksi mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi dilakukan kepada para pekerja/ buruh dengan maksud supaya
pekerja/ buruh ikut melakukan aksi mogok kerja. Tidak jarang pula, para pekerja/

buruh tersebut pada dasarnya tidak mengetahui akan dilakukannya aksi mogok kerja,
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ketika datang ke perusahaan untuk melakukan pekerjaannya, mereka kaget dan ikut
secara terpaksa aksi mogok kerja. Keterpaksaan ini hanya dilandasi karena merasa
tidak enak dengan para pekerja/ buruh lainnya yang melakukan aksi mogok Kkerja.
Memang ada aturan yang mengatur keterlibatan pekerja/ buruh lain untuk melakukan
aksi mogok kerja, yaitu dalam pasal 138 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yang isinya sebagai berikut :

(2)Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.

Apabila ada yang melanggar aturan ini, tidak dapat dikenai sanksi, karena tidak diatur
dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun dalam
kenyataannya di lapangan, tidak ada pekerja/ buruh yang tidak ikut ajakan untuk
melakukan aksi mogok kerja. Apapun alasan para pekerja/ buruh yang ikut melakukan
aksi mogok kerja, selama mereka ikut melakukan aksi mogok kerja tanpa disertai
kekerasan atau tidak melanggar hukum maka mereka tetap dianggap ikut secara
sukarela. Apalagi keterpaksaan itu hanya ada di dalam hati sehingga sulit untuk dilihat
oleh pihak selain dirinya sendiri. Dari sudut pandang pihak pengusaha, tidak peduli
pekerja/ buruh melakukan aksi mogok kerja karena keterpaksaan, akan dianggap sama
dengan para pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh yang melakukan
aksi mogok kerja. Mereka akan dianggap oleh pengusaha ikut memperjuangkan hak
normatif. Faktor keterpaksaan memang sulit untuk diukur karena selain yang tahu
hanya pribadi pekerja/ buruh itu sendiri, juga dikarenakan rasa solidaritas sesama
pekerja/ buruh. Rasa solidaritas menjadi suatu keterpaksaan karena solidaritas itu
dilakukan hanya karena merasa tidak enak dengan pekerja/ buruh yang lain. Akan
menjadi suatu hal yang sangat berbeda saat rasa solidaritas tersebut dilakukan karena
merasa nasibnya sama dan timbul rasa empati sehingga mau melakukan aksi mogok

kerja.
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Berbeda dengan persiapan sebelum dilakukannya aksi mogok kerja, pada saat
dilakukannnya aksi mogok kerja ada beberapa hal yang dilakukan oleh serikat
pekerja/ serikat buruh yang melakukan aksi mogok kerja. Pertama, koordinator lapang
yang biasa disebut dengan korlap, mengumpulkan para pekerja/ buruh di suatu tempat
yang sudah direncanakan sebagai tempat melakukan aksi mogok kerja; kedua,
melakukan mogok kerja dan para orator melakukan orasi supaya tuntutan hak
normatif para pekerja/ buruh dan/ serikat pekerja/ serikat buruh dipenuhi oleh
pengusaha; ketiga, tim yang sudah dipersiapkan oleh pengurus inti serikat pekerja/
serikat buruh untuk mewakili para pekerja/ buruh yang melakukan aksi mogok kerja
menemui pengusaha dan/ atau perwakilan pengusaha dalam perundingan atau biasa
disebut dengan perundingan bipartit. Bahkan tidak jarang pula dalam perundingan ini
terdapat pula pegawai dinas tenaga kerja kabupaten sidoarjo sebagai pihak ketiga atau
pihak penengah sehingga perundingan ini biasa disebut dengan perundingan tripartit,
atau dalam peraturan undang-undang disebut sebagai Lembaga Kerja Sama Tripartit
(LKS-T).

Pertama, koordinator lapang yang biasa disebut dengan korlap,
mengumpulkan para pekerja/ buruh di suatu tempat yang sudah direncanakan sebagai
tempat mogok kerja. Koordinator lapang ini sudah ditentukan dalam rapat internal
para pengurus inti serikat pekerja/ serikat buruh sebelum melakukan aksi mogok
kerja. Tugas dari koordinator lapang ini ialah untuk mengumpulkan para pekerja/
buruh di suatu tempat sebagaimana tempat yang diberitahukan kepada pengusaha dan
dinas tenaga kerja kabupaten sidoajo untuk melakukan aksi mogok kerja. Dan juga
bertanggungjawab atas semua hal yang dilakukan oleh para pekerja/ buruh saat aksi

mogok kerja berlangsung.
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Tidak mudah menjadi koordinator lapang dalam melakukan aksi mogok kerja,
karena yang diatur ialah banyak individu-individu yang tergabung menjadi satu. Tiap
individu tersebut mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda, sehingga
pemilihan siapa yang menjadi koordinator lapang haruslah tepat dan tidak boleh
sembarangan orang. Dari 5 (lima) kali aksi mogok kerja yang terjadi di kabupaten
Sidoarjo pada tahun 2007, yang menjadi koordinator lapang ialah salah satu pengurus
inti dari serikat pekerja/ serikat buruh yang memiliki kepercayaan dari para pekerja/
buruh atau yang biasa lebih dikenal oleh para pekerja/ buruh. Hal ini dilakukan karena
supaya mudah untuk mengajak berkumpul para pekerja/ buruh pada saat hari H dalam
melakukan aksi mogok kerja dan saat melakukan aksi mogok kerja, lebih mudah
untuk dikendalikan. Apalagi bukan suatu hal yang rahasia lagi ketika terdapat
kumpulan tiap-tiap individu yang tergabung menjadi satu dan menuntut suatu hal,
maka akan berpotensi kerusuhan. Koordinator lapang ini juga harus mempunyai
manajemen waktu dan manajemen keputusan yang baik. Manajemen waktu harus ada
dalam diri koordinator lapang karena dia harus tahu kapan waktu yang tepat untuk
melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan aksi mogok kerja. Sedangkan
manajemen keputusan harus ada dalam diri koordinator lapang karena dia harus tahu
akan resiko saat dia membuat keputusan terkait dengan aksi mogok kerja

Kedua, melakukan mogok kerja dan para orator melakukan orasi supaya
tuntutan hak normatif para pekerja/ buruh dan/ serikat pekerja/ serikat buruh dipenuhi
oleh pengusaha. Pada dasarnya penunjukan seseorang untuk melakukan orasi atau
biasa disebut sebagai orator tidak jauh berbeda dengan koordinator lapang. Dimana
penunjukan tersebut terjadi pada saat rapat pengurus inti serikat pekerja/ serikat
buruh. Orator yang ditunjuk ini tidak sembarangan orang, mereka harus dapat

membangkitkan sisi emosi para pekerja/ buruh. Yang dimaksud sisi emosi disini ialah
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bukan yang selalu ekpresi berlebihan atau ketika berbicara selalu diikuti dengan kata-
kata yang menjurus kasar atau bahkan yang paling buruk adalah menghina pihak-
pihak tertentu selain para pekerja/ buruh. Sisi emosi yang dimaksud adalah
membangkitkan rasa empati dan rasa solidaritas yang sangat tinggi di dalam diri para
pekerja/ buruh itu sendiri sehingga terjalin keinginan yang sama dan dapat
menimbulkan bargaining position yang tidak rendah dihadapan pengusaha.

Tidak mudah untuk menentukan orang yang melakukan orasi. Selain harus
dapat membangkitkan sisi emosi para pekerja/ buruh yang melakukan aksi mogok
kerja, juga harus dapat mengetahui batasan dalam melakukan orasinya. Karena orasi
bisa berpotensi menimbulkan kerusuhan apabila orang yang melakukan orasi tersebut
melanggar batasan atau norma-norma yang ada. Seringkali penunjukkan para orator
ini dilakukan kepada para pekerja/ buruh di luar pengurus inti serikat pekerja/ serikat
buruh, tetapi yang ditunjuk tersebut juga harus mempunyai pengaruh yang cukup
besar di kalangan para pekerja/ buruh.

Ketiga, tim yang sudah dipersiapkan oleh pengurus inti serikat pekerja/ serikat
buruh untuk mewakili para pekerja/ buruh yang melakukan aksi mogok kerja
menemui pengusaha dan/ atau perwakilan pengusaha dalam perundingan atau biasa
disebut dengan perundingan bipartit. Penunjukan beberapa pekerja/ buruh yang
tergabung dalam satu tim untuk mewakili para pekerja/ buruh bukan sembarangan
orang. Pekerja/ buruh yang tergabung dalam satu tim tersebut diharuskan mampu
membawa dan memperjuangkan hak-hak normatif pekerja/ buruh. Kemampuan itu
dapat dilihat dari pengetahuan pekerja/ buruh yang akan tergabung dalam satu tim
tersebut mengenai  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
ketenagakerjaan meskipun latar belakang pendidikannya tidak terkait dengan

ketenagakerjaan. Misal : Latar belakang pendidikan pekerja A adalah Sarjana
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Teknik, dan pekerja A tersebut dimasukkan dalam tim karena dia dianggap lebih
banyak mengetahui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, atau paling
minimal pekerja A mampu mempunyai pola pikir yang dapat memperjuangkan hak-
hak normatif para pekerja/ buruh dalam perundingan.

Tim yang terbentuk untuk mewakili dalam perundingan ini harus seringkali
melakukan kajian bersama mengenai hal-hal yang akan diperjuangkan dalam
perundingan. Akan sangat tidak baik apabila dalam perundingan dengan pengusaha,
secara internal dalam tim tersebut tidak mempunyai pandangan yang sama untuk
memperjuangkan hak normatif. Memang sangat sulit untuk mengumpulkan orang-
orang yang tergabung dalam satu tim tersebut. Mereka juga harus bekerja, di sisi lain
mereka juga mempunyai keluarga, sehingga seringkali mereka melakukan kajian
bersama pada waktu malam hari. Pertemuan yang terjadi pada malam hari itu tidak
membuat malas tetapi justru membuat semangat semakin tinggi, karena keadaan
waktu menjadi satu faktor luar yang menjadi tantangan bagi mereka untuk
memperjuangkan hak normatif pekerja.

Perundingan antara tim yang mewakili pekerja/ buruh dengan pengusaha
berlangsung agak rumit. Hal ini dikarenakan tiap-tiap pihak berkeras untuk
mempertahankan keinginannya. Ketika kondisi ini tetap berlangsung maka yang
terjadi ialah tidak berhasilnya perundingan sehingga berlanjut pada perundingan
tripartit. Perundingan tripartit terjadi, dimana pegawai dinas tenaga kerja kabupaten
sidoarjo selaku pihak penengah ikut memfasilitasi perundingan tersebut. Tempat
berlangsungnya perundingan tripartit ini di kantor dinas tenaga kerja kabupaten
sidoarjo, dimana ruangannya berada di lantai 2, yang sering disebut sebagai ruang
sidang. Dari 5 (lima) kali mogok kerja yang terjadi di kabupaten sidoarjo, semuanya

berhasil mencapai kesepakatan dengan pengusaha sehingga hak-hak normatif pekerja
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akan dipenuhi. Kesepakatan tersebut terjadi pada saat pegawai dinas tenaga kerja
kabupaten Sidoarjo ikut dalam perundingan sebagai fasilitator. Akan sangat berbeda
keadaan yang diakibatkan ketika dalam perundingan tersebut tidak mencapai
kesepakatan sehingga pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh
mengguggat pengusaha di Pengadilan Hubungan Industrial yang terletak di kota
Surabaya. Gugatan tersebut pada dasarnya sangat dihindari oleh pekerja/ buruh dan/
atau serikat pekerja/ serikat buruh karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama
dan biaya yang sangat besar. Apalagi mereka sangat membutuhkan uang untuk
kehidupan sehari-hari. Dua (2) gugatan yang masuk dalam Pengadilan Hubungan
Industrial tersebut, satu (1) diantaranya telah dimenangkan oleh pihak pekerja/ buruh
dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh sehingga pihak pengusaha harus mau
memenuhi hak normatif pekerja/ buruh. Sedangkan satunya lagi dimenangkan oleh
pihak pengusaha.

Dalam tahun 2007 di kabupaten Sidoarjo terdapat 5 (lima) kali mogok kerja. 5
(lima) kali mogok kerja tersebut dilakukan karena terjadinya pelanggaran hak
normatif yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/ buruh. Pelanggaran hak
normatif pekerja dalam penjelasan pasal 145 Undang-undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ialah sebagaimana dimaksud dan/ atau ditetapkan dalam
Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan
Perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan. Dari penjelasan tersebut, maka
ada ratusan norma yang harus ditaati oleh pengusaha dan jika pengusaha lalai
melaksanakan dapat diancam dengan tindakan mogok kerja dan upah pekerja/ buruh
tetap harus dibayar. Pelanggaran hak normatif pekerja ini sangat erat kaitannya
dengan perselisinan hubungan industrial, karena yang menyebabkan timbulnya

perselisinan hubungan industrial ialah adanya pelanggaran hak normatif yang sering
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dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/ buruh. Ketika dalam suatu perselisihan
hubungan industrial terjadi, maka saat pihak yang merasa dilanggar hak-haknya,
sudah pasti yang bersangkutan akan memperjuangkan hak-haknya tersebut. Jenis
perselisinan hubungan industrial ini dapat dilihat di pasal 2 Undang-undang No. 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang isinya
sebagai berikut :

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

a. perselisihan hak;

b. perselisihan kepentingan;

c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan

d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu

perusahaan.

Perselisihan hak  merupakan faktor dominan yang menjadi penyebab
terjadinya mogok kerja di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007, dan faktor penyebab
terjadinya mogok kerja di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007 selain perselisihan hak
ialah perselisihan pemutusan hubungan kerja. Pengertian perselisihan hak ada di
dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang isinya sebagai berikut :

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya
hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.

Sedangkan pengertian perselisihan pemutusan hubungan kerja ada di dalam pasal 1
ayat (4) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial yang isinya sebagai berikut :
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Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja

yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perselisihan hak yang mengakibatkan terjadinya aksi mogok kerja di

kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007 ada beberapa, yaitu :

1. Tidak disertakan pekerja/ buruh dalam jaminan sosial tenaga kerja;

2. Kenaikan gaji berkala.
Tidak disertakan pekerja/ buruh dalam jaminan sosial tenaga kerja ini membuat
pekerja/ buruh merasa hak normatifnya telah dilanggar oleh pengusaha. Melalui
serikat pekerja/ serikat buruh, mereka berupaya memperjuangkannya melalui
perundingan bipartir, mogok kerja, dan perundingan tripartit. Sedangkan kenaikan
gaji berkala ini terjadi perbedaan pandangan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh
sehingga membuat pekerja/ buruh melakukan aksi mogok kerja.

Tuntutan mengenai tidak disertakan pekerja/ buruh dalam jaminan sosial
tenaga kerja merupakan suatu hal yang sangat normal. Dalam melakukan pekerjaanya,
pekerja/ buruh mencari kesejahteraannya. Baik secara pribadi ataupun secara keluarga
bagi yang telah berkeluarga. Hal-hal yang terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja
diatur pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1992

1. Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
b. Jaminan Kematian;

c. Jaminan Hari Tua;
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d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 2004
Jenis program jaminan sosial meliputi :
a. Jaminan kesehatan;
b. Jaminan kecelakaan kerja;
c. Jaminan hari tua;
d. Jaminan pensiun;
e. Jaminan kematian.
Sehingga hal yang normal dan manusiawi apabila pekerja/ buruh menuntut adanya
pemenuhan terhadap hak jaminan sosial tenaga kerja.

Seringkali pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/
buruh secara pihak atau tanpa dilakukannya pemberitahuan terlebih dahulu beserta
alasannya. Pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan secara mendadak dan tanpa
disertai dengan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja,dan uang
penggantian hak. Uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja/ buruh yang terkena pemutusan
hubungan kerja oleh pengusaha tersebut tidak diberikan karena berbagai alasan. Yang
sering menjadi alasan bagi pengusaha ialah usaha yang dijalankan sedang mengalami
kebangkrutan. Padahal ketika para pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat
buruh berusaha mencari data mengenai kebangkrutan yang dialami pengusaha tidak
sepenuhnya benar. Konspirasi antara pengusaha dengan pengusaha yang lain sering
dilakukan sehingga seakan-akan pengusaha satu mengalami kebangkrutan dan
pengusaha yang lain datang membantu pengusaha tersebut dengan membelinya, tetapi
pekerja/ buruh yang sudah bekerja lama di PHK oleh pengusaha yang baru dan
mengganti dengan pekerja/ buruh yang baru. Hal ini dilakukan supaya masa kerja
pekerja/ buruh kembali ke Nol (0) tahun. Uang pesangon dan atau uang penghargaan

masa kerja,dan uang penggantian hak merupakan suatu hak normatif pekerja, karena
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sudah diatur dalam pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya sebagai berikut :

(2)Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling

sedikit sebagai berikut :

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b.

o

masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2

(dua) bulan upah;

. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3

(tiga) bulan upah;

. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4

(empat) bulan upabh;

. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5

(lima) bulan upah;
masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6

(enam) bulan upah;

. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7

(tujuh) bulan upah.

. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun,

8 (delapan) bulan upah;
masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2

(dua) bulan upah;

masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan)
tahun, 3 (tiga) bulan upah;

masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas)

tahun, 4 (empat) bulan upabh;

. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima

belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan

belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
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f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua
puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua
puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upabh;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan
upah.

(4)Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat
dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

C. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%
(lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan
masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama.

Uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja,dan uang penggantian
hak merupakan salah satu hak normatif yang diperjuangkan oleh para pekerja/ buruh
dan/ atau serikat pekerja yang melakukan aksi mogok kerja di kabupaten Sidoarjo
tahun 2007. Dari sekian norma-norma yang merupakan hak pekerja/ buruh, pada
kondisi di lapangan, hanya beberapa saja hak normatif pekerja/ buruh yang dipeuhi
oleh pengusaha. Memang dari kondisi tersebut ada beberapa hal yang menjadi
pertimbangan hak-hak mana saja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Pertimbangan
tersebut dapat dilihat secara implisit dalam suatu perjanjian, baik lewat perjanjian
kerja maupun perjanjian kerja bersama.

Upah yang layak menuju kesejahteraan kehidupan menjadi suatu impian yang
sangat tinggi bagi para pekerja. Berdasar pada kebutuhan hidup, orang-orang bekerja

demi memenuhi kebutuhan hidupnya. United Nation Research Institue for Social
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Development (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3 (tiga)
kelompok yaitu®® :

1. Kebutuhan Fisik Primer
Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan.

2. Kebutuhan Kultural
Kebutuhan ini terdiri dari pendidikan, waktu luang, dan rekreasi serta
ketenangan hidup.

3. Kebutuhan Tambahan
Kebutuhan yang timbul karena kelebihan pendapatan untuk mencapai
kebutuhan lain yang lebih tinggi.

Akan tetapi kebutuhan dasar manusia tidak hanya meliputi kebutuhan orang atau
keluarga tetapi meliputi juga kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia. Hal
ini terlihat saat International Labour Organization (ILO) pada tahun 1976
mengeluarkan suatu pedoman kebutuhan para pekerja di dunia, dimana kebutuhan
dasar manusia meliputi 2 (dua) hal, yaitu* :

1. Kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga
sebagai konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal,
pakaian, juga peralatan dan perlengkapan rumah tangga.

2. Kebutuhan yang meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk
masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural.

Kebutuhan-kebutuhan itu yang menjadi dasar orang-orang untuk melakukan suatu
pekerjaan demi mendapatkan upah dengan tujuan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Harapan pekerja untuk mendapatkan upah yang layak seringkali

dianggap sebagai mimpi oleh beberapa pihak (mis : Pengusaha, meski tidak semua

13 \Wwww.UNRISD.com
% \www.1LO.com
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pengusaha mempunyai anggapan seperti itu). Hal ini terjadi karena terjadinya
perbedaan tujuan antara pengusaha dengan pekerja saat melakukan hubungan kerja.
Pekerja mempunyai tujuan mencari upah yang layak serta tunjangan kesejahteraan
saat melakukan hubungan kerja. Sedangkan Pengusaha mempunyai tujuan mencari
keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara, dan salah satunya ialah
dengan cara memberi upah yang sangat minim terhadap pekerjanya.

Memang hal-hal yang terkait dengan hak pekerja/ buruh khususnya mengenai
upah sangat sensitif sekali. Pekerja/ buruh melakukan pekerjaan yang sudah diberikan
oleh pengusaha bertujuan mendapatkan upah serta tidak lupa tunjangan lainnya
karena memang sudah diatur dalam undang-undang. Seringkali uang pesangon dan
atau uang penghargaan masa kerja,dan uang penggantian hak tidak diberikan karena
pengusaha beralasan bahwa ia merasa tidak mempunyai kewajiban seperti itu atau
tidak ada perjanjian secara khusus dengan pekerja/ buruh tersebut mengenai hal itu.
Berdasarkan keadaan-keadaan seperti yang telah diuraikan diatas, yang membuat para
pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh melakukan aksi mogok kerja.

5 (lima) kali aksi mogok kerja yang terjadi di kabupaten Sidoarjo, semuanya
merupakan aksi mogok kerja yang tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Aksi mogok kerja yang tidak sah, maka undang-
undang tidak menjamin akan aksi mogok kerja tersebut. Konsekuensi akan aksi
mogok kerja yang tidak sah, sudah diatur dalam undang-undang. Dari sudut pandang
pengusaha, pengusaha dapat melakukan sebuah tindakan sementara untuk melindungi
kepentingan produksi, hal ini diatur dalam pasal 140 ayat (4) Undang-undang No. 13
Tahun 2003 jo pasal pasal 6 jo pasal 7 Keputusan Menakertrans No. 232/ MEN/ 2003
tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 140 ayat 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2003
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(4)Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), maka demi menyelamat kan alat produksi dan aset perusahaan,
pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara :
a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi
kegiatan proses produksi; atau
b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja
berada di lokasi perusahaan.
Pasal 6 Keputusan Menakertrans No. 232/ MEN/ 2003

(1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.

(2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali
berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan
secara patut dan tertulis.

(3) Pekerja/ buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri.

Pasal 7 Keputusan Menakertrans No. 232/ MEN/ 2003

(1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 dikualifikasi sebagai mangkir.

(2) Dalam hal mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia
yang berhubungan dengan pekerjaannya dikualifikasikan sebagai
kesalahan berat.

Tetapi dari semua konsekuensi atas aksi mogok kerja yang tidah sah, dimana

konsukensi tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang berhak
menentukan mogok kerja adalah sah atau tidak ialah Pengadilan Hubungan Industrial.
Hal ini secara implisit ada dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Aksi mogok kerja terjadi karena
adanya perselisihan hubungan industrial, apabila dalam perundingan belum menemui

kesepakatan antara para pihak yang berselisih, maka dapat mengajukan gugatan ke
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pengadilan hubungan industrial. Hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 56 Undang-
undang No. 2 Tahun 2004, yang isinya sebagai berikut :

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
a. ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;
b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
c. ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Keadaan aksi mogok kerja yang tidak sah tersebut disebabkan berbagai hal. Pertama,
mengenai batas waktu; kedua, pemberitahuan mengenai aksi mogok kerja tersebut
hanya ditujukan kepada pengusaha saja; ketiga, aksi yang dianggap mogok Kkerja
tersebut ternyata merupakan aksi unjuk rasa; keempat; tidak adanya perundingan
secara bipartit terlebih dahulu.

Aturan perundang-undangan yang mengatur tentang aksi mogok kerja sudah
secara tegas mengatur hal yang terkait dengan aksi mogok kerja. Pada pasal 137
sampai dengan pasal 145 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dengan aturan
pelaksananya adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Dalam
pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.232/MEN/2003
tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah sudah sangat jelas mogok kerja
tidak sah apabila dilakukan :

a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/ atau

b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan; dan/ atau

c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum

pelaksanaan mogok kerja; dan/ atau
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d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat (2)
huruf a, b, ¢, dan d Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Melihat sulitnya ditaati hukum tersebut, membuat tolak ukur hukum khususnya
ketenagakerjaan aga menjadi sulit. Hukum merupakan suatu alat ukur untuk menilai
baik buruknya kinerja pemerintahan, wakil rakyat, dan kehidupan bersama
masyarakat®>. Melihat implementasinya aturan yang terkait dengan mogok kerja,
membuat para pihak yang terkait dengan dunia ketenagakerjaan harus mampu
mentaati aturan-aturan tersebut. Apabila melanggar atau tidak mentaati maka hukum
tidak akan memberikan jaminan perlindungannya. Meskipun aksi mogok kerja yang
dilakukan oleh pekerja/ buruh dan/ atau serikat buruh/ serikat pekerja di Sidoarjo pada
tahun 2007 termasuk dalam aksi mogok kerja yang tidak sah, dalam perundingan
dengan pengusaha dimana pegawai dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo menjadi
fasilitatornya, hak-hak normatif pekerja/ buruh yang dilanggar oleh pengusaha telah
dipenuhi. Hal ini terbukti adanya semua aksi mogok kerja di kabupaten Sidoarjo pada
tahun 2007 tidak sampai masuk dalam gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.
Dimana dalam perundingan tripartit itu telah menghasilkan perjanjian bersama antara
pihak yang mewakili pekerja/ buruh dengan pengusaha.

Diatas sudah diuraikan beberapa hal yang menyebabkan aksi mogok kerja
yang dilakukan oleh pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh tidak sah.
Salah satunya ialah aksi yang dianggap mogok kerja tersebut ternyata merupakan aksi
unjuk rasa. Padahal terdapat beberapa perbedaan yang sangat jelas antara aksi mogok
kerja dengan aksi unjuk rasa. Perbedaannya ialah sebagai berikut :

1. Waktu

% Hardono Adi, Kepemimpinan Religius Transformatif, Yogyakarta, Satunama, 2007, him.
52.
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a. Mogok Kerja
Dalam melakukan mogok kerja, harus melakukan
pemberitahuan selambat-lambatnya  H-7  sebelum
melakukan mogok kerja.

b. Unjuk Rasa atau Demonstrasi
Dalam melakukan unjuk rasa atau demonstrasi harus
melakukan  pemberitahuan  selambat-lambatnya  H-3
sebelum melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.

2. Tujuan Pemberitahuan

a. Mogok Kerja
Pemberitahuan mogok kerja ditujukan kepada pengusaha
dan instansi pemerintah yang berwenang di bidang
ketenagakerjaan.

b. Unjuk Rasa atau Demonstrasi
Pemberitahuan unjuk rasa atau demonstrasi kepada aparat
kepolisian.

3. Tempat melakukan

a. Mogok Kerja
Mogok kerja dilakukan di dalam lokasi perusahaan yang
tidak menghalangi proses produksi perusahaan, apabila
melakukan mogok kerja di luar lokasi perusahaan maka
bukan disebut mogok kerja tetapi melakukan unjuk rasa
atau demonstrasi.

b. Unjuk Rasa atau Demonstrasi
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Unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan di hadapan orang
banyak atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat
didatangi dan atau dilihat setiap orang.
Sehingga banyak proses pemberitahuan terhadap dinas tenaga kerja kabupaten
Sidoarjo kurang dari 7 (tujuh) hari. Pemberitahuan tersebut kepada pihak dinas tenaga
kerja kabupaten Sidoarjo hanya bersifat tembusan.

Proses pemberitahuan secara tertulis tersebut seharusnya ditujukan kepada
tidak hanya pihak pengusaha saja, tetapi juga pihak dinas tenaga kerja kabupaten
Sidoarjo. Tidak ketinggalan pula aksi yang dikualifikasikan dalam bentuk aksi unjuk
rasa ialah dikarenakan aksi tersebut dilakukan di luar perusahaan. Memang dalam
definisi mengenai aksi mogok kerja ialah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan
dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh
untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Akibatnya dalam penafsiran
mengenai “menghentikan atau memperlambat pekerjaan” menjadi agak bias. Bias
karena bisa saja aksi tersebut dilakukan di luar perusahaan sehingga secara langsung
maupun tidak langsung membuat terhentinya atau terlambatnya pekerjaan.

Sisi emosi dalam pengurus serikat pekerja/ serikat buruh sering menjadi dasar
untuk melakukan aksi mogok kerja. Sisi emosi yang dimaksud ialah pihak serikat
pekerja/ serikat buruh tidak melakukan perundingan terlebih dahulu dengan pihak
pengusaha, sehingga dalam melakukan tindakan hanya berdasar perasaan emosi sesaat
saja. Ketika mengetahui adanya pelanggaran hak normatif yang dilakukan oleh
pengusaha, pihak serikat pekerja/ serikat buruh langsung memberitahukan kepada
pegawai dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo bahwa mereka akan melakukan aksi
mogok kerja. Sehingga aksi mogok kerja yang akan dilaksanakan ini tanpa dilakukan

perundingan bipartit terlebih dahulu. Padahal sudah secara tegas diatur dalam aturan

63



perundang-undangan bahwa sebelum dilakukan aksi mogok kerja harus terlebih
dahulu dilakukannya perundingan bipartit, dan perundingan tersebut gagal dan
terdapat risalah perundingan. Akibatnya, aksi mogok kerja yang tanpa dilakukannya
perundingan bipartit telebih dahulu, aksi mogok kerja tersebut dikualifikasikan dalam
aksi mogok kerja yang tidak sah.

Dari sudut pandang pemerintah, “menghentikan atau memperlambat
pekerjaan” berarti aksi tersebut harus dilakukan di dalam perusahaan sehingga apabila
dilakukan di luar perusahaan, maka aksi tersebut dikualifikasikan dalam aksi unjuk
rasa atau demonstrasi. Bertitik tolak pada pengetahuan dan pengalaman, diharapkan
para pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh dalam melakukan aksi
mogok kerja dapat melakukannya sesuai dengan prosedur. Ketika sesuai dengan
prosedur seperti yang tertuang dalam aturan hukum yang terkait dengan mogok kerja,

maka hukum akan menjamin dan memberikan perlindungan.
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B. Langkah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Menghadapi Aksi

Mogok Kerja di Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2007

Mogok Kkerja seringkali dilakukan oleh pekerja/ buruh dan/ atau serikat
pekerja/ serikat buruh karena terjadinya pelanggaran hak normatif yang dilakukan
oleh pengusaha. Aksi ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat kuat dan berpotensi
dipenuhinya hak-hak normatif pekerja/ buruh oleh pengusaha. Sehingga tidak salah
aksi mogok kerja merupakan salah satu bagian dari gerakan pekerja/ buruh dalam
memperjuangkan nasib mereka. Paradigma yang berkembang di masyarakat secara
umum tentang aksi mogok kerja ialah sama saja dengan aksi unjuk rasa. Padahal hal
tersebut sangat berbeda dan sudah ditegaskan pula dalam aturan perundang-undangan.
Mogok kerja sudah diatur secara tegas dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, sedangkan aksi unjuk rasa atau demonstrasi sudah diatur
secara tegas dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Peran pemerintah melalui instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagkerjaan menjadi pihak yang cukup penting dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial secara non-litigasi. Hal ini dikarenakan, secara umum persepsi
pihak yang melakukan hubungan kerja, yaitu pekerja/ buruh dan pengusaha, dan juga
masyarakat mematuhi pihak yang mewakili pemerintah. Untuk itu instansi pemerintah
yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan harus mempunyai legitimasi
hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam menyelesaiakan perselisihan
tersebut. Legitimasi hukum perbuatan instansi pemerintah tersebut telah ditegaskan

dalam aturan perundang-undangan, dimana dalam hal ini ialah pada Undang-undang
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No. 13 Tahun 2003 telah memberikan wewenang kepada instansi pemerintah yaitu
dinas tenaga kerja untuk menyelesaikan perselisihan secara non-litigasi.

Mogok kerja yang merupakan salah satu gerakan pekerja/ buruh dalam
memperjuangkan hak normatif ketika terjadi perselisihan hubungan industrial, saat ini
menjadi suatu gerakan yang berpotensi menimbulkan kejadian yang tidak diingankan.
Melihat adanya keadaan yang berpotensi seperti itulah, pihak pemerintah mempunyai
wewenang seperti yang tertuang dalam undang-undang untuk ikut dalam
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja/ buruh dengan
pengusaha. Pihak pemerintah dalam undang-undang yang terkait dengan
ketenagakerjaan ialah Dinas Tenaga Kerja. Pihak dinas tenaga kerja mempunyai
wewenang seperti yang tertuang secara jelas dalam aturan perundang-undangan yang
terkait dengan dunia ketenagakerjaan. Seperti Undang-undang No. 21 Tahun 2000
tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, dan lain sebagainya.

Banyak hal yang harus dilakukan oleh dinas tenaga kerja dalam
menyelesaikan perselisihnan hubungan industrial seperti yang diamanatkan dalam
aturan perundang-undangan. Dalam konteks aksi mogok kerja yang dilakukan oleh
pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh, pihak dinas tenaga kerja diberi
wewenang untuk menjadi fasilitator. Hal ini secara jelas diatur dalam pasal 140 ayat
(1) dan pasal 141 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, isi dalam pasal tersebut ialah
sebagai berikut :

Pasal 140 ayat (1)

(1)Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja
dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib
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memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
Pasal 141

(1)Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat
pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib
memberikan tanda terima.

(2)Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang
menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan
merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.

(3)Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang
ditandatangani olen para pihak dan pegawai dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.

(4)Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang
menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang berwenang.

(5)Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha
dengan serikat pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja,
mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau
dihentikan sama sekali.

Pasal 140 ayat (1) dan pasal 141 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ini menjadi

suatu hal yang melegitimasi pihak pemerintah yang diwakilkan pada dinas tenaga
kerja untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan aksi mogok kerja.

Di kabupaten Sidoarjo, peran dinas tenaga kerja menjadi salah satu hal yang
sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pihak
pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pihak pengusaha.

Ketika akan terjadi aksi mogok kerja, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh
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pegawai dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo untuk menghadapi aksi tersebut. Hal-
hal yang dilakukan dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan dibawah
ini melalui skema.

Laporan

Tim Deteksi Dini Pegawai Dinas Tenaga Kerja

\ 4

datang ke tempat lokasi

Pengusaha

A 4

Pemberitahuan

) N Serikat Pekerja/
Mogok Kerja < Serikat Buruh
A 4
Perundingan N / )
Tripartit » Kesepakatan » Damai
A
A 4
Tidak terjadi Pegawai Disnaker Disetujui para
Kesepakatan » membuat anjuran »| pihak
tertulis
A 4
Tidak disetujui para pihak | Mengajukan Gugatan ke
atau salah satu pihak | PHI

\ 4
Putusan
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Aksi mogok kerja di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007 yang terjadi
sebanyak 5 (lima) kali juga tidak bisa dilepaskan pada peran dinas tenaga kerja
kabupaten Sidoarjo. Bahkan pada dasarnya pihak dinas tenaga kerja kabupaten
Sidoarjo telah mempunyai Tim Deteksi Dini atau biasa disingkat dengan TDD dengan
tujuan mengetahui gejala-gejala akan terjadinya aksi mogok kerja. Tim Deteksi Dini
ini berada pada kantor dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo yang terletak di jalan
raya Jati No. 04 Sidoarjo. Tim ini bertugas untuk melaporkan kepada pegawai di dinas
tenaga kerja kabupaten Sidoarjo berdasar wewenang dan jabatannya mengenai gejala-
gejala akan terjadinya aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/ buruh dan/ atau
serikat pekerja/ serikat buruh. Dari laporan yang dilakukan oleh Tim Deteksi Dini,
pegawai yang diberi wewenang tersebut melakukan klarifikasi akan laporan tersebut
terhadap pihak yang bersiap-siap akan melakukan aksi mogok kerja, sehingga apabila
benar akan laporan tersebut, maka pegawai tersebut melakukan perundingan kepada
pihak yang berencana akan melakukan aksi mogok kerja supaya mereka tidak
melakukan aksi mogok kerja. Laporan yang diterima oleh TDD ini biasanya berasal
dari pekerja/ buruh, maka sangat bijaksana ketika pegawai dinas tenaga kerja
kabupaten Sidoarjo melakukan klarifikasi sehingga tidak membiarkan begitu saja
informasi yang terkait dengan aksi mogok kerja. Bahkan tidak jarang juga TDD
mempunyai predikasi terhadap perusahaan yang berpotensi pekerja/ buruh dan/ serikat
pekerja/ serikat buruhnya akan melakukan aksi mogok kerja.

Dalam proses perundingan dengan pegawai dinas tenaga kerja tersebut,
seringkali pihak yang akan berencana melakukan aksi mogok kerja tidak puas karena
mereka merasa belum tentu hak normatifnya dipenuhi oleh pengusaha. Sehingga
mereka mempersiapkan aksi mogok kerja, dimana terlebih dahulu mereka melakukan

pemberitahuan secara tertulis kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja kabupaten
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Sidoarjo mengenai akan dilakukannya aksi mogok kerja. Pemberitahuan tersebut
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum dilakukannya aksi mogok kerja. Pada saat
pemberitahuan dilakukan oleh pihak yang akan melakukan aksi mogok kerja, pegawai
dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo memberikan tanda terima akan pemberitahuan
tersebut dan langsung menanggapi dengan menemui pekerja/ buruh dan/ atau serikat
pekerja/ serikat buruh di perusahaan dimana pegawai dinas tenaga kerja tersebut juga
mempertemukannya dengan pihak pengusaha.

Pertemuan yang digagas oleh pegawai dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo
tersebut menjadikan suatu perundingan Tripartit. Dimana pegawai tersebut menjadi
fasilitator dalam perundingan. Pada dasarnya perundingan yang digagas oleh pegawai
dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo tersebut mempunyai tujuan supaya terjadi satu
pandangan yang sama antara dua (2) pihak sehingga menumbulkan kesepakatan
bersama dan dapat menghindarkan aksi mogok kerja yang akan dilakukan oleh pihak
serikat pekerja/ serikat buruh. Apabila menimbulkan kesepakatan bersama, maka
pegawai dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo membuatkan perjanjian bersama yang
ditandatangani oleh para pihak, dan pegawai tersebut menjadi saksi.

Kemungkinan yang paling tidak diinginkan oleh pegawai dinas tenaga kerja
tersebut ialah tidak terjadinya kesepakatan antara para pihak yang berselisih. Sehingga
pihak pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh tetap melakukan aksi
mogok kerja. Dalam keadaan tersebut, pegawai dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo
tetap berusaha untuk melakukan pemantauan dan tidak jarang pula tetap melakukan
perundingan dengan pihak yang berselisih. Ketika terjadinya aksi mogok Kkerja,
pegawai dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo mendatangi tempat dilakukannya aksi
mogok kerja. Kedatangan pegawai tersebut bertujuan untuk melakukan perundingan,

dimana ia tetap sebagai fasilitator. Perundingan tersebut hampir sama dengan
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perundingan sebelum dilakukannya aksi mogok kerja. Apabila menimbulkan
kesepakatan bersama, maka pegawai dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo
membuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak, dan pegawai
tersebut menjadi saksi. Sedangkan apabila perundingan tersebut tidak menimbulkan
kesepakatan maka, pegawai dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo membuat anjuran
tertulis kepada para pihak yang berselisin. Para pihak memberikan jawaban atas
anjuran tersebut secara tertulis selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kepada pegawai
dinas tenaga kerja tersebut.

Ketika para pihak menyatakan menyetujui anjuran yang dibuat pegawai dinas
tenaga kerja kabupaten Sidoarjo, maka pegawai tersebut selambat-lambatnya tiga (3)
hari sejak anjurannya disetujui oleh para pihak harus membuat perjanjian bersama dan
perjanjian bersama tersebut didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial untuk
dicatat untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Akan menjadi sangat berbeda
ketika salah satu atau para pihak menolak anjuran tertulis yang dibuat oleh pegawai
dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo, maka pihak yang menolak dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyelesaian perselisihan
hubungan industrial dengan pihak yang bersangkutan.

Keadaan diatas merupakan pelaksanaan dari pasal 13 dan pasal 14 Undang-
undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
yang isinya ialah
Pasal 13

1. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang
ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta
didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di
wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk

mendapatkan akta bukti pendaftaran.

71



2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial melalui mediasi, maka:

a.
b.

mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi
pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;

para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis
kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran
tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
setelah menerima anjuran tertulis;

pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ dianggap menolak anjuran tertulis;

dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus
sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama
untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan

Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

3. Pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

huruf e dilakukan sebagai berikut:

a.

Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti
pendaftaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Bersama,;

apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak,
maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan
eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat
penetapan eksekusi.

dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat
pendaftaran Perjanjian Bersama, maka pemohon eksekusi dapat
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mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon
eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan
eksekusi.

Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2004

1. Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak
atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisinan ke
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

2. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Memang tidak mudah untuk melaksanakan hal-hal yang sudah diatur dalam
aturan perundang-undangan. Wewenang yang diberikan oleh aturan perundang-
undangan tersebut kepada pemerintah melalui dinas tenaga kerja merupakan suatu
dasar hukum yang sah ketika pegawai dinas tenaga kerja melakukan tugasnya.

Sudah diuraikan sebelumnya bahwa aksi mogok kerja yang terjadi pada tahun
2007 di kabupaten Sidoarjo, semuanya merupakan aksi mogok kerja yang tidak sah.
Meskipun aksi mogok kerja tersebut tidak sah, pegawai dinas tenaga kerja kabupaten
Sidoarjo selaku instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan tidak diam saja. Mereka tetap melakukan sesuatu yang berdasarkan
pada aturan perundang-undangan. Sehingga meskipun aksi mogok kerja tersebut
dikualifikasikan dalam aksi mogok kerja yang tidak sah, para pihak khususnya
pengusaha tetap mau melakukan perundingan. Dalam konteks asas hukum, pihak
yang akan melakukan aksi mogok kerja tersebut tidak mentaati atau melakukan

sesuatu sesuai dengan asas hukum konstitutif. Pembentukan norma/ kaedah hukum
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yang tidak sesuai dengan asas hukum konstitutif akan menghasilkan norma-norma
yang secara materiil bukan merupakan kaedah hukum?®®. Pertimbangan pihak dinas
tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo ikut terjun dalam menangani perselisihan hubungan
industrial tersebut didasarkan pada hati nurani. Kepentingan ekonomi yang membuat
pihak pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh melakukan aksi mogok
kerja untuk menuntut hak normatifnya. Melihat keadaan tersebut, pegawai dinas
tenaga kerja kabupaten Sidoarjo tetap mau menindaklanjuti pemberitahuan aksi
mogok kerja tersebut meskipun aksi tersebut merupakan aksi mogok kerja yang tidak
sah.

Pada dasarnya sudah ada tindakan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja
kabupaten Sidoarjo untuk menghindari terjadinya aksi mogok kerja. Tindakan yang
bersifat preventif ini sudah dilakukan berkali-kali oleh pihak dinas tenaga kerja, tetapi
karena di luar keinginan dan kemampuan yang membuat tetap saja ada aksi mogok
kerja. Tindakan yang bersifat preventif tersebut antara lain:

1. Melakukan panduan awal untuk membuat Peraturan Perusahaan dan/ atau

Perjanjian Kerja Bersama,
2. Melakukan Sosialisasi terhadap serikat pekerja/ serikat buruh mengenai
Hukum Ketenagakerjaan.

Pihak dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo melakukan panduan awal untuk
membuat peraturan perusahaan dan/ atau perjanjian kerja bersama bertujuan supaya
terjadi persamaan pendapat mengenai hukum ketenagakerjaan antara pihak pekerja/
buruh yang diwakili oleh serikat pekerja/ serikat buruh dengan pihak pengusaha.
Peraturan perusahaan dan/ atau perjanjian kerja bersama tersebut menjadi dasar akan

terjadinya hubungan industrial. Sehingga tidak sedikit aksi mogok kerja yang terjadi

18 |_alu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada,
Cet. 1V, 2003, him. 31.
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selalu menyangkut dengan peraturan perusahaan dan/ atau perjanjian kerja bersama.
Maka melihat potensi akan terjadinya keadaan yang seperti itu, pihak dinas tenaga
kerja kabupaten Sidoarjo melakukan panduan awal untuk membuat peraturan
perusahaan dan/ atau perjanjian kerja bersama.

Sosialisasi terhadap serikat pekerja/ serikat buruh mengenai Hukum
Ketenagakerjaan juga dilakukan oleh pihak dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo.
Sosialisasi ini mengenai banyak hal, mulai dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau
biasa disingkat dengan PKWT, prosedur mogok kerja, hingga mengenai jenis-jenis
perselisihan hubungan industrial. Hal ini dilakukan karena seringkali terjadinya aksi
mogok kerja disebabkan karena hal-hal yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan,
bahkan untuk melakukan mogok kerja, seringkali tidak sesuai dengan aturan
perudang-undangan. Memang  sosialisasi  ini  dilakukan  apabila ada
anggaran,konsekuensinya apabila tidak ada anggaran maka tidak ada sosialisasi.
Sehingga dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo dalam melakukan sosialisasi kepada
serikat pekerja/ serikat buruh mengenai Hukum Ketenagakerjaan tidak bersifat
periodik atau berkala.

Keadaan-keadaan yang terkait dengan aksi mogok kerja tidak membuat
pegawai dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo selaku instansi pemerintah yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan merasa kesal dan lelah. Bahkan merasa
senang bisa membantu para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan
perselisinannya. Bertitik tolak pada wewenang dan tugas yang telah diberikan oleh
aturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan, pegawai
dinas tenaga kerja tersebut berusaha selalu untuk melakukan dengan penuh

tanggungjawab.
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Pada dasarnya dibutuhkan tidak hanya pihak dinas tenaga kerja saja untuk
meminimalkan aksi mogok kerja. Berbagai pihak harus ikut berperan serta dalam
meminimalkan aksi mogok kerja. Hal ini dilakukan supaya ada terjadi kestabilan
dalam dunia ketenagakerjaan. Ketika dunia ketenagakerjaan stabil, maka investor-
investor akan mau melakukan usaha di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung,
keadaan tersebut akan menambah peluang lapangan kerja bagi pekerja/ buruh. Akan
sangat berbeda ketika dunia ketenagakerjaan berada dalam kondisi tidak stabil.
Keadaan tidak stabil ini akan mengakibatkan investor akan berpikir ulang untuk
melakukan usaha di Indonesia dan juga bisa-bisa investor yang sudah ada di Indonesia
akan menarik usahanya. Sehingga akan mengakibatkan banyaknya pengangguran atau
pekerja/ buruh yang sudah mendapatkan pekerjaan akan mendapatkan pemutusan

hubungan kerja.
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Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka bisa diambil

kesimpulan bahwa :

1. a. Mogok kerja yang terjadi di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007
merupakan mogok kerja yang tidak sah karena :
I. mengenai batas waktu;
Il. pemberitahuan mengenai aksi mogok kerja tersebut hanya
ditujukan kepada pengusaha saja;
lii. aksi yang dianggap mogok kerja tersebut ternyata merupakan
aksi unjuk rasa;
iv. tidak adanya perundingan secara bipartit terlebih dahulu.
Hal ini tidak sesuai dengan pasal 3 Keputusan Menakertrans No. 232/
MEN/ 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah
b. Meski aksi mogok kerja tersebut merupakan aksi mogok kerja yang tidak
sah, perundingan tetap terjadi antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan
pengusaha dimana perundingan ini difasilitasi oleh pegawai dinas tenaga
kerja kabupaten sidoarjo. Perundingan ini dapat tetap terjadi karena
adanya keterlibatan dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo dan kepatuhan
para pihak yang berselisih terhadap pegawai dinas tenaga kerja kabupaten
Sidoarjo sehingga menghasilkan perjanjian bersama yang isinya

pemenuhan hak normatif yang diperjuangkan serikat pekerja/ serikat
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buruh vyaitu keikutsertaan jamsostek, kenaikan gaji berkala oleh
pengusaha.

2. a. Dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo bersikap pro aktif meskipun aksi
mogok kerja pada tahun 2007 termasuk aksi mogok kerja yang tidak sah.
Langkah dinas tenaga kerja kabupaten sidoarjo terhadap aksi mogok kerja
yang tidak sah ialah :

i. Memberikan tanda terima atas pemberitahuan akan terjadinya
aksi mogok kerja;
Ii. Mendatangi tempat aksi mogok kerja;
ii. Mempertemukan para pihak dan melakukan perundingan;
iv. Terjadi kesepakatan, dan membuat perjanjian bersama.
v. Mendaftarkan perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan
Industrial untuk mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran.
b. Kinerja pegawai dinas tenaga kerja tidak maksimal, dimana hal ini
terbukti adanya aksi mogok kerja yang tidak sah. Sehingga sosialisasi
mengenai hukum ketenagakerjaan terhadap pengurus serikat pekerja/

serikat buruh kurang sering dilakukan.
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B. Saran

Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka para pihak, yaitu :

1. Serikat pekerja/ serikat buruh tidak hanya mempersiapkan secara teknis saja
dalam melakukan aksi mogok kerja, tetapi juga memperhatikan prosedur
sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sehingga aksi mogok kerja yang
akan dilakukan mendapat jaminan kepastian hukum dan tidak dikualifikasikan
dalam aksi mogok kerja yang tidak sah.

2. Dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo dalam melakukan sosialisasi kepada
serikat pekerja/ serikat buruh harus secara kontinu jangan hanya melakukan
sosialisasi apabila ada anggaran. Sehingga pemberdayaan terhadap serikat
pekerja/ serikat buruh dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan bidang

ketenagakerjaan selalu ada.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES A
NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBL 1K INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan,
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama
dalam hukum merupakan hak setiap warga negara;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerjalburun berhak membentuk dan
mengembangkan serikat pekerja/serikat  buruh yang bebas, terbuka; mandiri, demokratis, dan
bertanggungjawab;

c. bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela
kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang
harmonis, dinamis, dan berkeadilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Undang-undang
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Mengingat :

1. Pasa 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional
Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
165, Tambahan L embaran Negara Nomor 3886);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

M enetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/lburuh baik di
perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung
jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/lburuh serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;

2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para
pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan;

3. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para

pekerja/buruh yang tidak bekerjadi perusahaan;

Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh;

Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh;

Pekerja/buruh adal ah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan
bukan miliknya;

C. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan
sebagai mana dimaksud dalam huruf adan b yang berkedudukan di [uar wilayah Indonesia;

8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan,
persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta rnaupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh
dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain;

9. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah
perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, dan
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serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh lain, karena tidak adanya
persesuaian paham mengenai keanggotaan serta pel aksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan;
10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

BAB Il
ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Serikat pekerjalserikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima Pancasila sebagai
dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara K esatuan Republik Indonesia.
(2) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 4
(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan
perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesgjahteraan yang layak bagi
pekerja/buruh dan keluarganya.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :
a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
b. sebagai wakil pekerjalburun dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan
tingkatannya;
c. sebaga sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. sebagai saranapenyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
e. sebaga perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
f.  sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

BABIII
PEMBENTUKAN

Pasal 5
(1) Setiap pekerjalburuh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

Pasal 6
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memb entuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang- kurangnya5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 7
(1) Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh.
(2) Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat
pekerja/serikat buruh.

Pasal 8
Perjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur
dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya.

Pasal 9
Serikat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas
pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun.

Pasal 10
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan
sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh.

Pasal 11
(1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(2) Anggaran dasar sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat :
a. namadan lambang;
b. dasar negara, asas, dan tujuan;



c. tanggal pendirian;

d. tempat kedudukan;

e. keanggotaan dan kepengurusan;

f.  sumber dan pertanggungjawaban keuangan; dan

g. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.
BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh harus terbuka untuk menerima
anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.

Pasa 13
Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Pasal 14
(1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu
perusahaan.
(2) Dalam hal seorang pekerjalburuh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat
pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh
yang dipilihnya.

Pasal 15
Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan
kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh
di perusahaan yang bersangkutan.

Pasd 16
(1) Setiap serikat pekerjal/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja/serikat
buruh.
(2) Setiap federasi serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh.

Pasal 17
(1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis.
(2) Pekerja/lburuh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
(3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang
belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh.

BABV
PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN

Pasal 18
(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk
memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
setempat untuk dicatat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:
a. daftar nama anggota pembentuk;
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
C. susunan dan nama pengurus. "

Pasal 19
Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan
diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerjalserikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 20

(1) Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor
bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7
ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat- lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung
sejak tanggal diterima pemberitahuan.

(2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat menangguhkan pencatatan dan
pemberian nomor bukti pencatatan dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat



pekerja/serikat buruh belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal
6 ayat (2), Pasal 7 ayat .(2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19.

(3) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan alasan-alasannya diberitahukan secaratertulis kepada
serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.

Pasal 21
Dalam hal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, pengurus serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/Serikat buruh memberitahukan kepada instansi pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar
dan/atau anggaran rumah tangga tersebut.

Pasal 22
(1) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus mencatat serikat pekerja/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat{2), dan Pasal 19 dalam
buku pencatatan dan memeliharanya dengan baik.
(2) Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dapat dilihat setiap saat dan terbuka untuk
umum.

Pasal 23
Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai
nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan
tingkatannya.

Pasal 24
K etentuan mengenai tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

BAB VI
HAK DAN KEWAJBAN

Pasal 25
(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai
nomor bukti pencatatan berhak:
a.  membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial
c. mewakili pekerja/lburuh dalam lembaga ketenagakerjaan,;
d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan
pekerja/buruh;
e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
(2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 26
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat berafiliasi dan/atau
bekerja sama dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional dan/atau organisasi internasional lainnya dengan
ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor
bukti pencatatan berkewajiban:
a  melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
b. memperjuangkan peningkatan kesej ahteraan anggota dan keluarganya;
c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga.

BAB VII
PERLINDUNGAN HAK BERORGANISAS

Pasal 28

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/lburuh untuk membentuk atau tidak membentuk,
menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan
atau tidak menjal ankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
a melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan

mutasi;
b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;



d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 29

(1) Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk
menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak
dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.

(2) Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus diatur mengenai:
a. jeniskegiatan yang diberikan kesempatan;
b. tatacarapemberian kesempatan;
c. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.

BAB VI
KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 30
Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bersumber dari :
a iuran anggotayang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
b. hasil usahayang sah; dan
c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 31
(1) Dalam hal bantuan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf ¢, berasal dari luar negeri, pengurus
serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan
secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan
anggota.

Pasal 32
Keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotannya.

Pasal 33
Pemindahan atau pengalihan keuangarl dan harta kekayaan kepada pihak lain serta investasi dana dan usaha lain
yang sah hanya dapat dilakukan menurut anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Pasal 34
(1) Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan serikat
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Pengurus wajib membuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan serta melaporkan secara berkala kepada
anggotanya menurut anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISHAN

Pasal 35
Setiap perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
diselesaikan secara musyawarah oleh serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh yang bersangkutan.

Pasal 36
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak mencapai kesepakatan, perselisihan
antarserikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasd 37

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar dalam hal :

a dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

b. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan putusnya
hubungan kerja bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap
pekerja/buruh disel esaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. dinyatakan dengan putusan Pengadilan.



Pasal 38

(1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf ¢ dapat membubarkan serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dalam hal :

a serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;

b. pengurus dan/atau anggota atas nama serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana penjara
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal putusan yang diiatuhkan kepada para pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, lama hukumannya tidak sama, maka sebagai dasar gugatan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh digunakan putusan yang memenuhi syarat.

(3) Gugatan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) digjukan oleh instansi pemelintah kepada pengadilan tempat
serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan
berkedudukan.

Pasal 39

(1) Bubarnya serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tidak melepaskan
para pengurus dari tanggung jawab dan kewajibannya, baik terhadap anggota maupun terhadap pihak lain.

(2) Pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
yang terbukti bersalah menurut keputusan pengadilan yang menyebabkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibubarkan, tidak boleh membentuk dan menjadi pengurus serikat
pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh lain selama 3 (tiga) tahun sejak putusan
pengadilan mengenai pembubaran serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat
buruh telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 40
Untuk menjamin hak pekerja/buruh berorganisasi dan hak serikat pekerja/serikat buruh melaksanakan kegiatannya,
pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.

Pasal 41
Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan
penyidikan tindak pidana.

BAB XI|
SANKS

Pasal 42

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 (2), Pasal 7 (2),Pasal 21 atau Pasal 31 dapat dikenakan sanksi
administratif pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh.

(2) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang dicabut nomor bukti
pencatatannya kehilangan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan ¢ sampai
dengan waktu serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang
bersangkutan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 21 atau Pasal
3L

Pasal 43
(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling
sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratus jutarupiah),
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

BAB XIllI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44
(1) Pegawai negeri sipil mempunyai hak dan kebebasan untuk berserikat,
(2) Hak dan kebebasan berserikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan undang-
undang tersendiri.



BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45
(1) Pada saat diundangkannya undang-undang ini serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja /serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan untuk diberi
nomor bukti pencatatan yang baru sesuai dengan ketentuan undang-undang ini selambat-lambatnya 1 (satu)
tahun terhitung sejak mulai berlakunya undang-undang ini.
(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, serikat pekerja/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang tidak menyesuaikan diri dengan ketentuan
undang-undang ini dianggaptidak mempunyai nomor bukti pencatatan.

Pasal 46
Pemberitahuan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dari konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
yang telah digjukan, tetapi pemberitahuan tersebut belum selesai diproses saat undang-undang ini mulai berlaku,
harus diproses menurut ketentuan undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Undang-undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam
L embaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatanggal 4 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 4 Agustus 2000
SEKRETARISNEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI
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PENJELASAN .

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES A
NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

. UMUM

Pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan
pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan
dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan
hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak
tsh, kepada setiap pekerjal buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan,
melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Dalam
menggunakan hak tsb, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu
kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tsb dilaksanakan dalam kerangka hubungan
industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO)

No0.87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO No0.98
mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah

diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.

Namun, selamaini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh
sehingga serikat pekerjalserikat buruh belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Konvensi ILO yang
dimaksud menjamin hak berserikat pegawai negeri sipil, tetapi karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat
pelaksanaan hak itu diatur tersendiri.

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan pekerja/lburuh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan
meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat
pekerjalserikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan
hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/lburuh dan serikat
pekerja/serikat buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha
harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Masyarakat pekerja/lburuh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari

masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses
produksi perlu bersatu dan menumbuhkembangkan sikap profesional. Di samping itu, pekerja/buruh dan serikat
pekerja serikat buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya
dalam membangun bangsa dan negara.

Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh
pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/lburuh dan keluarganya. Dalam pembentukan serikat
pekerjalserikat buruh dapat menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkumpulan pekerja/perkumpulan
buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang ini.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Meskipun serikat pekerja/serikat buruh bebas menentukan asas organisasinya, serikat pekerja/serikat buruh tidak
boleh menggunakan asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pancasila
sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3

Y ang dimaksud dengan:

Bebas ialah bahwa sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tidak di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak lain;

Terbuka ialah bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dalam
menerima anggota dan/atau memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh tidak membedakan aliran politik, agama,
suku bangsa, dan jenis kelamin;

Mandiri ialah. bahwa dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan
sendiri tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi;

Demokratis ialah bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan, dan melaksanakan
hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi;

Bertanggung jawab ialah bahwa dalam mencapai tuiuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertanggung jawab kepada anggota,
masyarakat, dan negara.



Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga Kerjasama di bidang ketenagakerjaan, misalnya Lembaga Kerjasama Bipartit,
Lembaga Kerjasama Tripartit dan lembaga-lembaga lain yang bersifat tripartit seperti Dewan Pelatihan Kerja
Nasional, Dewan Keselamatan Kerja, atau Dewan Penelitian Pengupahan.Pada |lembaga-lembaga tersebut di atas
dibahas kebtiakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan/perburuhan.

Huruf ¢ ¢/d Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Avyat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan beberapa serikat pekerja/serikat
buruh baik berdasarkan sektor usaha, antar sektor usaha sejenis atau tidak, jenis pekerjaan atau bentuk lain sesuai
dengan kehendak pekerja/buruh.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh sesuai dengan wilayah pemerintahan yaitu tingkat kabupatenl kota, propinsi, dan nasional.
Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Y ang dimaksud dengan sektor usaha dalam pasal ini termasuk usahajasa.

Contoh serikat pekerjalserikat buruh yang dibentuk berdasarkan sektor usaha, yaitu serikat pekerja/serikat buruh di
perusahaan tekstil bergabung dengan serikat pekerjal/serikat buruh di perusahaan tekstil lainnya, atau serikat
pekerja/serikat buruh di perusahaan jasa perhotelan bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan
jasa perhotelan lainnya.

Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk berdasarkan jenis pekerjaan misalnya serikat
pekerja/serikat buruh tukang las atau serikat pekerja/serikat buruh pengemudi. Yang dimaksud dengan serikat
pekerja/serikat buruh bentuk lain adalah suatu serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk tidak berdasarkan satu
sektor usaha tertentu atau jenis pekerjaan tertentu. Misalnya pekerja/buruh di perusahaan roti, pekerja/buruh di
perusahaan batik, dan pekerja/buruh di perusahaan sepatu atau pekerja/lburuh pembantu rumah tangga, para
pekerja/buruh yang bersangkutan bergabung membentuk satu serikat pekerja/serikatburuh.

Pasal 11

Serikat pekerjalserikat buruh yang menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga federasi serikat pekerja/serikat buruh, demikian juga federasi yang
menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga konfederasi serikat pekerjalserikat buruh.

Pasal 12

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk untuk meningkatkan
kesgjahteraan dan perlindungan bagi kaum pekerja/lburuh beserta keluarganya. Oleh karena itu, serikat
pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerjal serikat buruh tidak boleh membatasi dirinya hanya
untuk kelompok?2 pekerja/buruh tertentu saia.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam pernyataan tertulis yang dibuatnya, pekerja/buruh dapat menyatakan bahwa yang bersangkutan sama sekali
tidak memilih di antara serikat pekerja/serikat buruh yang ada.

Pasal 15

Jabatan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya mangjer sumber daya manusia, manajer keuangan, atau
managjer personaria sebagaimanayang disepakati dalam perjanjian kerja bersarna.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Tanggung jawab dalam ayat ini meliputi seluruh kewajiban yang belum disel esaikan oleh pengurus dan/atau anggota
serikat pekerjal/serikat buruh yang bersangkutan termasuk kewajiban terhadap pihak ketiga.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf as/dc

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh adalah mendirikan koperasi, yayasan, atau
bentuk usahalain.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Y ang dimaksud dengan pemberian kesempatan dalam pasal ini, adalah membebaskan pengurus dan anggota serikat
pekerja/serikat buruh dalam beberapa waktu tertentu dari tugas pokoknya sebagai pekerja/buruh, sehingga dapat
mel aksanakan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf adanb

Cukup jelas

Huruf ¢

Walaupun pihak-pihak lain di luar pekerjalburuh tidak dapat membubarkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat; pekerja/serikat buruh hal ini tidak dapat berlaku secara mutlak karena kepentingan negara
harus tetap dilindungi. Oleh sebab itu, undang-undang ini memberi kewenangan kepada pengadilan untuk
membubarkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dengan syarat2
tertentu.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Y ang dimaksud dengan kejahatan terihadap keamanan negara adalah kejahatan sebagaimana dimaksud pada Buku 11
Bab | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan K ejahatan Terhadap Keamanan Negara.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lama hukuman yang tidak sama dalam ayat ini misalnya terdapat 5 pelaku tindak pidana
yang masing-masing dijatuhi penjara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun, maka yang memenuhi syarat
adal ah putusan yang 5 dan 6 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak melepaskan para pengurus dari tanggung jawabnya misalnya membayar dan menagih
hutang piutang dan tanggung jawab administratif misalnya menyel esaikan pembukuan atau dokumen organisasi.
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal ini adalah Undang-Undang No.3 Tahun 1951
tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 dari Republik
Indonesia untuk Seluruh Indonesia.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal ini adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 42

Ayat (1)

Pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh tidak berarti serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tersebut
bubar tetapi kehilangan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf &, b, dan c.Instansi pemerintah
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan memberitahukan pencabutan nomor bukti pencatatan kepada
mitrakerja serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
Ayat (2)

Setelah serikat pekerja/serikat buruh memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal
21, dan Pasal 31 maka nomor bukti pencatatan yang diberlakukan adalah nomor bukti pencatatan yang lama.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan nasond dilaksanakan ddam rangka pembangunan manusa
Indonesa seutuhnya dan pembangunan masyarekat Indonesa sduruhnya  untuk
mewujudkan masyarakat yang sgahtera, adil, makmur, yang merata, bak materiil
maupun spiritud berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa daam pelaksanaan pembangunan nasond, tenaga kerja mempunya peranan
dan kedudukan yang sangat penting sebagal pelaku dan tujuan pembangunan;

c. bahwa sesua dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kuditas tenaga kerja dan peransertanya daam
pembangunan sarta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan kduarganya sesua
dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak
dasr pekerjaburun dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa
diskrimines aas dasar apapun untuk mewujudkan kesgahteraan pekerjalburuh dan
keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemgjuan dunia usaha;

e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagekerjaan dipandang sudah tidak
sesua lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena
itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a b, ¢, d, dan e
perlu membentuk Undang undang tentang K etenagakerjaan;

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasad 27 ayat (2), Pasd 28, dan Pasa 33 ayat (1)
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasd 1
Dadam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Ketenagakerjaan addah segda hal yang berhubungan dengan tenaga lerja pada waktu
sebelum, sdlama, dan sesudah masa kerja
2. Tenaga keja addah sdigp orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghaslkan barang dan/atau jasa bak untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pekerjalburun addah setigp orang yang bekerja dengan menerima upah aau imbadan

dalam bentuk lain.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan

lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbaan daam

bentuk lain.

Pengusaha addah :

a orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjdankan suatu
perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjaankan perusahaan bukan miliknya;

C. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusshaan sebagamana dimeksud ddam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah :

a sdigp bentuk usaha yang berbadan hukum aau tidek, milik orang perseorangan,
milik persekutuan, aau milik badan hukum, bak milik swasta maupun milik
negara yang mempekerjakan pekerjalburun dengan membayar upah atau imbaan
dalam bentuk lain;

b. usha-ussha sosa dan usaha-ussha lan  yang mempunya  pengurus  dan
mempekerjakan orang lan dengan membayar upah aau imbdan ddam bentuk
lan.

Perencanaan tenaga kerja addah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara

sstematis yang dijadikan dasar dan acuan ddam penyusunan kebijakan, drategi, dan

pel aksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Informas  ketenagakerjaan addah gabungan, rangkaan, dan andiss data yang

berbentuk angka yang tdah diolah, naskah dan dokumen yang mempunya ati, nila

dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.

Pelatihan kerja addah kesduruhan kegiatlan  untuk  memberi, memperoleh,

meningkatkan, serta mengembangkan kompetens kerja, produktivitas, displin, skap,

dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesua dengan jenjang
dan kudifikas jabatan atau pekerjaan.

Kompetens kerja addah kemampuan kerja setigp individu yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan, dan skep keja yang sesua dengan dandar yang

ditetapkan.

Pemagangan addah bagian dai ssgem pdatihan kerja yang disdenggarakan secara

terpadu antara pelatihan di lembaga pdatihan dengan bekerja secara langsung di

bavah bimbingan dan pengawasan indruktur aau pekerjaburuh  yang lebih

berpengdaman, dalan proses produks barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam
rangka menguasal keterampilan atau keahlian tertentu.

Pelayanan penempatan tenaga kerja adadah kegiatan untuk mempertemukan tenaga

kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperolen pekerjaan yang

sesual dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Tenaga kerja asing addah warga negara asng pemegang visa dengan maksud bekerja

di wilayah Indonesa

Perjanjian kerja addah perjanjian antara pekerjalburun dengan pengusaha atau

pemberi kerjayang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewgjiban para pihak.

Hubungan kerja addah hubungan antara pengusaha dengan pekerjalburuh berdasarkan

perjanjian kerja, yang mempunyal unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Hubungan indudrid addah suatu ssem hubungan yang terbentuk antara para pelaku

daam proses produks barang dan/atau jesa yang terdiri dari unsur pengusaha,

pekerjalburuh, dan pemerintah yang didasarkan pada nila nila Pancasla dan Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Serikat pekerjalserikat buruh adalah organisas yang dibentuk dari, oleh, dan untuk

pekerjalburuh balk di perusshsan maupun di luar perusshaan, yang bersfat bebas,

terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,



membea sata melindungi hak dan kepentingan pekerjalburuh serta  meningkatkan
kesg ahteraan pekerja/buruh dan keluarganya

18. Lembaga kerja sama bipartit addah forum komunikes dan konsultas mengena ha-
hd yang berkaitan dengan hubungan indudrid di satu perusshaan yang anggotanya
terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja serikat buruh yang sudah tercatat ingtans
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerjalburuh.

19. Lembaga kerja sama tripartit addah forum komunikas, konsultas dan musyawarah
tentang maesdah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari  unsur  organised
pengusaha, serikat pekerjalserikat buruh, dan pemerintah.

20. Peraturan perusshaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusasha
yang memuat Syarat Syarat kerja dan tatatertib perusahaan.

21. Pejanjian kerja bersama addah perjanjian yang merupakan hasl perundingan antara
serikat pekerjalserikat buruh atau beberapa serikat pekerjalserikat buruh yang tercatat
pada indans yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha,
atau bebergpa pengussha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat
kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

22. Pasdishan hubungan indudriad adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha aau gabungan pengusaha dengan pekerjaburuh atau
sarikat pekerja/serikat buruh karena adanya persdishan mengena hak, persdishan
kepentingan, dan persdishan pemutusan hubungan kerja serta persdishan  antar
sevikat pekerjalserikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

23. Mogok kerja adalah tindakan pekerjalburuh yang direncanakan dan dilaksanakan
secara bersama-sama dan/aiau oleh serikat pekerjalserikat buruh untuk menghentikan
atau memperlambat pekerjaan.

24. Penutupan perusshaan  (lock out) addah tindakan pengusaha untuk  menolak
pekerjalburuh saluruhnya atau sebagian untuk menjaankan pekerjaan.

25. Pemutusan hubungan kerja addah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hd
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewgiban antara pekerja/buruh dan
pengusaha.

26. Anak adaah setigp orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

28. 1 (sau) hari addah waktu sdama 24 (dua puluh empat) jam.

29. Seminggu adadah waktu sdama 7 (tujuh) hari.

30. Upah addah hak pekerjalburun yang diterima dan dinyatakan daam bentuk uang
sebaga imbdan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerjaburun yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerjalburuh dan keluarganya atas
Suatu pekerjaan dan/ataul jasa yang telah atau akan dilakukan.

31. Kesgahteraan pekerjalburun adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan
yang bersfa jasmaniah dan rohaniah, bak di ddam maupun di luar hubungan kerja,
yang secara langsung atau tidek langsung dapat mempertinggi  produktivitas kerja
dadam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

32. Pengawasan  ketenagakerjaan adadlah  kegiatan mengawas  dan  menegakkan
pel aksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan.

33. Menteri addah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB Il
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasd 2
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasa 3
Pembangunan ketenagekerjaan disdenggarakan atas asas keterpaduan dengan mddui
koordinas fungsiona lintas sektord pusat dan daerah.



Pasad 4
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optima dan manusiawi;
b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesua
dengan kebutuhan pembangunan nasiond dan degrah;
c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja daam mewujudkan kesgahteraan; dan
d. meningkatkan kesgahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

BAB Il
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasd 5
Setigp tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama  tanpa  diskrimines  untuk
memperoleh pekerjaan.

Pasal 6
Setigp pekerjalburuh berhak memperolen perlakuan yang sama tanpa diskriminas dari
pengusaha.

BAB IV
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN
INFORMAS KETENAGAKERJAAN

Pasa 7

(1) Ddam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan
menyusun perencanaan tenaga kerja

(2) Perencanaan tenagakerjamdiputi :
a. perencanaan tenaga kerjamakro; dan
b. perencanaan tenaga kerja mikro.

(3) Dadam penyusunan kebijakan, drategi, dan pelaksanaan program  pembangunan
ketenagakerjaan  yang berkesinambungan, pemerintah  harus berpedoman pada
perencanaan tenaga kerja sebagamana dimaksud dalam ayat (1).

Pasa 8

(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informas ketenagakerjaan yang antara
lain mdliputi :

penduduk dan tenaga kerja;

kesempatan kerja;

pelatihan kerjatermasuk kompetens kerja;

produktivitas tenaga kerja;

hubungan industrid;

kondis lingkungan kerja;

pengupahan dan kesgjahteraan tenaga kerja; dan
h. jaminan sosa tenaga kerja

(2) Informas  ketenagekerjaan sebagamana dimeksud ddam ayat (1), diperolen dari
semua pihak yang terkait, baik instans pemerintah maupun swasta.

(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informas ketenagekerjaan dan penyusunan
serta pdaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud daam ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Q@00 T

BABV
PELATIHAN KERJA

Pasd 9
Pdatihan kerja disdenggarakan dan diarahkan untuk membekai, meningkatkan, dan
mengembangkan kompetens kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan
kesgjahteraan.



Pasal 10

(1) Peatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia
usaha, baik di dadam maupun di luar hubungan kerja

(2) Pdatihan kerja disdenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada
standar kompetens kerja

(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.

(4) Ketentuan mengenal tata cara penetagpan Standar kompetens kerja sebagamana
dimaksud daam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasd 11
Setigp tenaga kerja berhak untuk memperolen dan/atlau  meningkatkan dan/atau
mengembangkan kompetens kerja sesual dengan baka, minat, dan kemampuannya
medui pdaihan kerja.

Pasd 12

(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetens
pekerjanyameldui pelatihan kerja

(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetens sebagamena dimeksud daam ayat
(1) diwgibkan bagi pengussha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan
K eputusan Menteri.

(3) Setigp pekerjalburuh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti peatihan kerja
sesual dengan bi-dang tugasnya.

Pasal 13
(1) Pdatihan kerja disdenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau
lembaga pelatihan kerja swasta.
(2) Pdatihan kerja dapat disdenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja
(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) daam
menyed enggarakan pe-latihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

Pasal 14

(1) Lembaga peatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesa atau
perorangan.

(2) Lembaga pdatihan kerja swasta sebagamana dimeksud ddam ayat (1) waib
memperoleh izin atau men daftar ke ingans yang bertanggung jaweb di bidang
ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

(3) Lembaga peatihan kerja yang disdenggarakan oleh ingand pemerintah mendaftarkan
kegiatannya kepada ingans yang bertanggung jawab di bidang ketenagekerjaan di
kabupaten/kota.

(4) Ketentuan mengenal tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga peéaihan kerja
sebaga mana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15
Penydenggara pelaihan kerja wgib memenuhi persyaratan :
a. tersedianyatenaga kepelatihan;
b. adanyakurikulum yang sesua dengan tingkat pelatihan;
c. tersedianyasaranadan prasarana pelatihan kerja; dan
d. tersedianyadanabagi kelangsungan kegiatan penyeenggaraan pelatihan kerja

Pasal 16
(1) Lembaga pedatihan kerja swasta yang tdah memperoleh izin dan lembaga pelatihan
kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperolen akreditas dari lembaga
akreditas.
(2) Lembaga akreditas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersfat independen terdiri
atas unsur masya rakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



(3) Organisas dan tata kerja lembaga akreditas sebagamana dimaksud ddam ayat (2)
diatur dengan K eputusan Menteri.

Pasal 17

(1) Intans yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat
menghentikan seme ntara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, gpabila ddam
pel aksanaannya ternyata :

a tidek sesua dengan arah peatihan kerja sebagamana dimaksud ddam Pasd 9;
dan/atau
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Penghentian sementara  pelaksanaan  penydenggaraan  pelatihan  kerja  sebagaimana
dimaksud ddam ayat (1), diserta dasan dan saran perbailkan dan berlaku paing lama
6 (enam) bulan.

(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyedenggaraan pelatinan kerja hanya dikenakan
terhadep progran pddihan yang tidek memenuhi syarat sebagamana dimaksud
dalam Pasal 9 dan Pasal 15.

(4) Bagi penydenggara pelatihan kerja ddam waktu 6 (enam) bulan tidek memenuhi dan
melengkapi saran per baikan sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) dikenakan sanks
penghentian program pelatihan.

(5) Penydenggara peaihan kerja yang tidek menaati dan tetap meaksanakan program
pelatihan kerja yang tdah dihentikan sebagaimana dimaksud daam ayat (4) dikenakan
sanks pencabutan izin dan pembatdan pendaftaran penyeenggara pdatihan.

(6) Ketentuan mengenal tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan izin,
dan pembatalan pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

(1) Tenaga kerja berhak memperolen pengakuan kompetens kerja setelah mengikuti
pelatihan kerja yang di sdenggarakan lembaga peatihan kerja pemerintah, lembaga
pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja

(2) Pengekuan kompetens kerja sebagaimana dimeksud daam aya (1) dilakukan meaui
sertifikas kompe tens kerja

(3) Sertifikes kompetens kerja sebagamana dimaksud ddam aya (2) dapat pula diikuti
oleh tenaga kerja yang telah berpengdaman.

(4) Untuk melaksanakan sertifikes kompetens kerja dibentuk badan nasond sertifikas
profes yang inde penden.

(5) Pembentukan badan nasond setifikes profes yang independen sebagamana
dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasd 19
Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan
jenis, dergat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang
bersangkutan.

Pasal 20
(1) Untuk mendukung peningkatan peatihan  kerja ddam  rangka  pembangunan
ketenagakerjaan, dikembang kan satu sstem pelatihan kerja nasond yang merupakan
acuan pel aksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.
(2) Ketentuan mengena  bentuk, mekanisme, dan kdembagaan ssem pdatihan kerja
nasiona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasa 21
Pelatihan kerja dapat diseenggarakan dengan sistem pemagangan.

Pasa 22
(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan
pengusahayang di buat secaratertulis.



(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud daam ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat ketentuan hak dan kewgiban pesarta dan pengusaha serta jangka waktu
pemagangan.

(3) Pemagangan yang disdenggarakan tidek medui perjanjian pemagangan sebagamana
dimaksud ddam ayat (1), dianggap tidek sah dan datus peserta berubah menjadi
pekerjalburuh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 23
Tenaga kerja yang teah mengikuti program pemagangan berhak aas pengakuan
kudifikas kompetens kerjadari perusahaan atau lembaga sertifikad.

Pasal 24
Pemagangan depat dilaksanakan di perusshaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan
pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dadam maupun di luar wilayah Indonesa

Pasal 25

(1) Pemagangan yang dilekukan di luar wilayah Indonesa wgib mendapat izin dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Untuk memperoleh izin sebagamana dimeksud ddam ayat (1), penyeenggara
pemagangan harus ber bentuk badan hukum Indonesa sesua demgan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenal tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesa
sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Mentexi.

Pasal 26
(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan :
a. harkat dan martabat bangsa Indonesig;
b. penguasaan kompetens yang lebih tinggi; dan
c. pelindungan dan kesgahteraan peserta pemagangan, termasuk  melaksanakan
ibadahnya.
(2) Menteri atau pegabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di
luar wilayah Indo nesa gpabila di ddam pdaksanaannya ternyata tidak sesua dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud daam ayat (1).

Pasal 27
(1) Menteri dapat mewsgjibkan kepada perusshaan yang memenuhi  persyaratan untuk
melaksanakan program pemagangan.
(2) Ddam menetgpkan persyaratan sebagamana dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus
memperhatikan ke pentingan perusahaan, masyarakat, dan negara

Pasal 28
(1) Untuk memberikan saran dan petimbangan ddam penetapan kebijakan serta
melakukan koordinas pela tihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinas
pelatihan kerjanasiond.
(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinas peatihan kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasd 29

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pedihan kerja
dan pemagangan.

(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevang,
kuditas, dan efisen 9 penyeenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.

(3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud ddam aya (2), dilakukan meaui
pengembangan buda ya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisens kegiatan
ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasond.



Pasal 30

(1) Untuk meningkatkan produktivites sebagaimana dimaksud ddam Pasd 29 aya (2)
dibentuk lembaga pro duktivitas yang bersifat nasond.

(2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimeksud dadam ayat (1) berbentuk jgaring
kelembagaan peayanan peningkatan produktivitas, yang bersfat lintas sektor maupun
daerah.

(3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasiona
sebaga mana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI
PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 31
Setigp tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk  memilih,
mendapatkan, aau pindah pekerjaan dan memperolen penghesilan yang layak di ddam
atau di luar negeri.

Pasa 32

(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif,
serta adil, dan setara tanpa diskriminag.

(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan
yang tepat sesua dengan keahlian, keterampilan, bakat, mina, dan kemampuan
dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asas, dan perlindungan hukum.

(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan  memperhaikan  pemerataan
kesempatan kerja dan penye diaan tenaga kerja sesua dengan kebutuhan program
nasiona dan daerah.

Pasal 33
Penempatan tenaga kerja terdiri dari :
a. penempatan tenaga kerjadi dalam negeri; dan
b. penempatan tenagakerjadi luar negeri.

Pasa 34
Ketentuan mengenal  penempaian tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang- undang.

Pasal 35

(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja
yang dibutuhkan atau melaui pelaksana penempatan tenaga kerja

(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) waib
memberikan perlindu ngan sgak rekrutmen sampal penempatan tenaga kerja

(3) Pemberi kerja sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga
kerja wajib memberi kan perlindungan yang mencakup kesgahteraan, kesdamatan,
dan kesehatan baik menta maupun fisik tenaga kerja.

Pasal 36
(1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasd 35 ayat
(2) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.
(2) Pdayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimeksud dadam aya (1) bersfa
terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur :
a. pencari kerja;
b. lowongan pekerjaan;
Cc. informas pasar kerja;
d. mekanisme antar kerja; dan
e. kelembagaan penempatan tenaga kerja



(3) Unaur-unsur sstem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud daam ayat (2)
dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan
tenaga kerja.

Pasal 37

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud daam Pasd 35 ayat (1)
terdiri dari :
a. indans pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan; dan
b. lembaga swasta berbadan hukum.

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
huruf b ddam meak sanakan pelayanan penempatan tenaga kerja waib memiliki izin
tertulis dari Menteri atau pgabat yang ditunjuk.

Pasal 38

(1) Pdaksana penempatan tenaga kerja sebagamana dimaksud dalam Pasd 37 ayat (1)
huruf a dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung,
sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud daam Pasal 37 ayat
(1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna
tenaga kerjadan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.

(3) Golongan dan jabatan sebagamana dimaksud ddam aya (2) ditetapkan dengan
K eputusan Menteri.

BAB VI
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 39

(1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja bak di
dalam maupun di luar hubungan kerja

(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja
baik di ddam maupun di luar hubungan kerja.

(3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setigp sektor diarahkan
untuk mewujudkan per luasan kesempatan kerja bak di ddam maupun di luar
hubungan kerja.

(4) Lembaga keuangan bak perbankan maupun non perbankan, dan dunia usasha perlu
membantu dan mem berikan kemudahan bagi setigp kegiatan masyarakat yang dapat
menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 40

(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan medui penciptaan
kegiatan yang produktif dan berkdanjutan dengan mendayagunakan potend sumber
daya dam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna

(2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagamana dimaksud dadam aya (1)
dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan
sgem padat karya, penergpan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja
sukardla atau polalain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja

Pasd 41

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja

(2) Pemerintah dan masyarekat bersama-sama mengawas pelaksanaan  kebijakan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Ddam mdaksanakan tugas sebagamana dimeksud daam ayat (2) dapa dibentuk
badan koordinas yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinas
sebagamana dimaksud daam Pasal 39, Pasd 40, dan ayat (3) ddam pasd ini diatur
dengan Peraturan Pemerintah.



BAB VI
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 42

(1) Setigp pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja adng waib memiliki izin
tertulis dari Menteri atau pgabat yang ditunjuk.

(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerjaasing.

(3) Kewgiban memiliki izin sébagamana dimeksud ddam ayat (1), tidak berlaku bagi
perwakilan negara asng yang mempergunakan tenaga kerja asing sebaga pegawa
diplomatik dan konsuler.

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya daam hubungan kerja
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

(5) Ketentuan mengena jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud ddam ayat (4) yang mesa kerjanya habis
dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerjaasing lainnya

Pasal 43
(1) Pemberi kerja yang menggunekan tenaga kerja asng harus memiliki  rencana
penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asng sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat keterangan :
a. dasan penggunaan tenaga kerjaasing;
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asng daam struktur organisas
perusahaan yang bersangkutan;
c. jangkawaktu penggunaan tenaga kerjaasing; dan
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagal pendamping tenaga kerja
asing yang dipekerjakan.
(3) Ketentuan sebagamana dimaksud ddam aya (1) tidak berleku bagi  ingang
pemerintah, badan-badan internasiona dan perwakilan negara asing.
(4) Ketentuan mengenal tata cara pengesshan rencana penggunaan tenaga kerja asing
diatur dengan Keputu san Menteri.

Pasal 44
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wgib menaati ketentuan mengenal jabatan dan
standar kompetens yang berlaku.
(2) Ketentuan mengenai  jabatan dan standar kompetens sebagaimana dimaksud daam
ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 45
(1) Pemberi kerjatenaga kerjaasing wajib :

a menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebaga tenaga pendamping tenaga
kerja asing yang dipekerjakan untuk dih teknologi dan dih keshlian dari tenaga
kerjaasing; dan

b. meaksanakan pendidikan dan pelaihan kerja bagl tenaga kerja Indonesa
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesua dengan kudifikes jabatan yang
diduduki oleh tenaga kerjaasing.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud daam ayat (1) tidek berlaku bagi tenaga kerja asing
yang menduduki ja batan direks dan/atau komisaris.

Pasal 46
(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus persondia dan/atau
jabatanjabatan tertentu.
(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimama dimeksud ddam aya (1) diatur dengan
K eputusan Menteri



Pasal 47

(1) Pemberi kerja wagib membayar kompensas atas setigp tenaga kerja asing yang
dipekerjakannya.

(2) Kewgiiban membayar kompensas sebagamana dimeksud ddam ayat (1) tidak
berlaku bagi ingansi pe merintah, perwakilan negara asng, badanbadan internasond,
lembaga sosd, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di  lembaga
pendidikan.

(3) Ketentuan mengena  jabatanjabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagamana
dimaksud daam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

(4) Ketentuan mengenai  besarnya  kompensas  dan  penggunaannya  diatur  dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 48
Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asng wagib memulangkan tenaga kerja
asng ke negara asanya setelah hubungan kerjanya berakhir.

Pasal 49
Ketentuan mengena penggunaan tenaga kerja asng sarta peaksanaan pendidikan dan
pel atihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 50
Hubungan kerja terjadi karena adanya pejanjian kerja antara pengusaha dan
pekerjalburuh.

Pasal 51
(1) Perjanjian kerjadibuat secaratertulis atau lisan.
(2) Pejanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesua  dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 52
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan yang dipejanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban  umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2) Pejanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan
sebagamana dimaksud daam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketertuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dan d bata demi hukum.

Pasal 53
Segda hd dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

Pasa 54

(1) Perjanjian kerjayang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :

a. nama, damat perusahaan, dan jenis usahg;

b. nama, jeniskeamin, umur, dan damat pekerjalburuh;
jabatan atau jenis pekerjaan;
tempat pekerjaan;
besarnya upah dan cara pembayarannya;
syarat syarat kerjayang memuat hak dan kewgjiban pengusaha dan pekerjalburuh;
mula dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
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h. tempat dan tanggd perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak daam
perjanjian kerja

(2) Ketentuan daam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) huruf e dan f,
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusshaan, perjanjian kerja bersama, dan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

(3) Perjanjian kerja sebagamana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya
rangkap 2 (dua), yang mempunya kekuatan hukum yang sama, serta pekerjalburuh
dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Pasal 55
Perjanjian kerjatidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecudi aas persetujuan para
pihak.

Pasal 56
(1) Perjanjian kerjadibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
(2) Pejanjian kerja untuk wektu tertentu sebagamana dimeksud ddam aya (1)
didasarkan atas:
a. jangkawaktu; atau
b. sdesanya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan
bahasa Indonesia dan huruf latin.

(2) Perfjanjian kerja untuk wektu tertentu yang dibuat tidek tertulis bertentangan dengan
ketentuan sebaga mana dimaksud daam ayat (1) dinyatakan sebaga perjanjian kerja
untuk waktu tidak tertentu.

(3) Ddam hd perjanjian kerja dibuat daam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila
kemudian terdapat perbedaan penafdgran antara keduanya, maka yang berlaku
perjanjian kerjayang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 58
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa
percobaan kerja.
(2) Ddam ha disyaratkan masa percobaan kerja ddam perjanjian kerja sebagaimana
dimaksud daam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan bata demi hukum.

Pasal 59

(1) Pejanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yahg menurut jenis dan dfat atau kegiatan pekerjaannya akan sdesa ddam waktu
tertentu, yaitu :

a. pekerjaan yang sekai sdesal atau yang sementara Sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyeesaiannya ddam wektu yang tidek terldu lama
dan paing lama 3 (tiga) tahun;

C. pekerjaan yang bersfat musman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjgakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidek dapat diadekan untuk pekerjaan yang
bersfat tetap.

(3) Perjanjian kerjauntuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat
diadakan untuk paing lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kdi
untuk jangkawaktu paing lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut,
pding lama 7 (tuyuh) hari ssbdum perjanjian kerja wektu tertentu berakhir telah
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerjalburuh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadekan setdlah melebihi
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu



yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1
(satu) kdi dan paing lama 2 (dud) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk wektu tertentu yang tidek memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dadam ayat (1), ayat (2), aya (4), aya (5), dan ayat (6) maka demi hukum
menjadi perjanjian kerjawaktu tidak tertentu.

(8) Ha-hd lan yang bdum diagur ddam Pasd ini akan diaur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 60
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja
paing lama 3 (tiga) bulan.
(20 Ddam masa percobaan kerja sebagamana dimaksud ddam aya (1), pengusaha
dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Pasal 61

(1) Perjanjian kerja berakhir gpabila:

a. pekerjameninggd dunia;

b. berakhirnyajangkawaktu perjanjian kerja;

c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetepan lembaga penyeesaian
persdishan hubungan indudrid yang tdah mempunya kekuatan hukum tetap;
atau

d. adanya keadaan aau kgadian tertentu yang dicantumkan ddam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan
berakhirnya hubungan kerja.

(2) Pajanjian kerja tidek berakhir karena meningganya pengussha aau berdihnya hak
atas perusahaan yang disebabkan penjudan, pewarisan, atau hibah.

(3) Ddam hd tejadi pengdihan perusshean maka hak-hak pekerjalburun  menjadi
tanggung jawab pengusaha baru, kecudi ditentukan lain ddam perjanjian pengdihan
yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

(4) Ddam hd pengusaha, orang perseorangan, meninggd dunia, ahli waris pengusaha
dapat mengakhiri per-janjian kerja setelah merundingkan dengan pekerjalburuh.

(5) Ddam hd pekerjaburun meninggd dunia ahli waris pekerja buruh  berhak
mendapatkan hak haknya se-suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
aau hak hak yang tdah diaur ddam perjanjian kerja, peraturan perusshaan, atau
perjanjian kerja bersama.

Pasal 62
Apabila sdlah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebdlum berakhirnya jangka waktu
yang ditetapkan ddam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja
bukan karena ketentuan sebagaimana dimeksud daam Pasd 61 aya (1), pihak yang
mengakhiri hubungan kerja diwgibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar
upah pekerjalburuh sampal batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja

Pasal 63
(1) Ddam ha perjanjian kerja waktu tidek tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha
wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
(2) Surat  pengangkatan sebagaimana dimeksud dadam ayat (1), sekurang kurangnya
memuat keterangan :
a. namadan damat pekerjalburuh;
b. tanggd mula bekerja
C. jenispekerjaan; dan
d. besarnyaupah.

Pasal 64
Perusshaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
lannya medui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerjalburuh
yang dibuat secaratertulis.



Pasal 65

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain  dilaksanakan
melaui perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secaratertulis

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagamana dimaksud
dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-Syarat sebagai berikut :

a. dilakukan secaraterpisah dari kegiatan utama;

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan

d. tidak menghambat proses produks secaralangsung.

(2) Perusahaan lain sehagaimana dimaksud daam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

(3) Pelindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerjalburuh pada perusshaan lain
sebagamana dimek-sud ddam  aya (2) sekurang-kurangnya sama  dengan
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau
Ssesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(5) Hubungan kerja ddam peaksanaan pekerjaan sebagamana dimaksud dalam ayat (1)
diatur ddam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerjalburuh
yang dipekerjakannya.

(6) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ddam ayat (6) dapat didasarkan atas
perjanjian kerja waktu tidek tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila
memenuhi persyaratan sebaga mana dimaksud dalam Pasal 59.

(7) Ddam ha ketentuan sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) dan ayat (3) tidek
terpenuhi, maka demi hukum satus hubungan kerja pekerjalburun dengan perusashaan
penerima pemborongan berdih menjadi  hubungan kerja pekerjalburun  dengan
perusahaan pemberi pekerjaan.

(8) Ddam hd hubungan kerja berdih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana
dimaksud dadam ayat (8), maka hubungan kerja pekerjalburuh dengan pemberi
pekerjaan sesual dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud daam ayat (7).

Pasal 66

(1) Pekerjalburun dari perusshaan penyedia jasa pekerjalburuh tidak boleh digunakan
oleh pemberi keja untuk meaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang
berhubungan langsung dengan proses produks, kecudi untuk kegiatan jasa penunjang
atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

(2) Penyedia jasa pekerjalburuh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan proses produks harus memenuhi syarat  sebagal
berikut :

a. adanya hubungan kerja antara pekerjalburuh dan perusshaan penyedia jasa
pekerjalburuh;

b. perfjanjian kerja yang berlaku ddam hubungan kerja sebagamana dimaksud pada
huruf a addah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud daam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak
tertentu yang dibuat secaratertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

c. pelindungan upah dan kesgahteraan, syara-syarat kerja, serta persdishan yang
timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerjalburuh; dan

d. pejanjian antara perusshaan pengguna jasa pekerjaburuh dan perusshaan lan
yang bertindak sebagai perusshaan penyedia jasa pekerjaburuh dibuat secara
tertulis dan wgib memuat pasd-pasd sebagamana dimaksud daam undang-
undang ini.

(3) Penyedia jasa pekerjalburun merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan
memiliki izin dari indang yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(4) Ddam hd ketentuan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), ayat (2) huruf a huruf b,
dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum datus hubungan kerja
antara pekerjalburuh dan perusahean penyedia jasa pekerjaburuh berdih  menjadi
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.



BAB X
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN
KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Perlindungan

Paragraf 1
Penyandang Cacat

Pasa 67
(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wagib memberikan
perlindungan sesual dengan jenis dan dergjat kecacatannya
(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud ddam aya (1) dilaksanakan sesua
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Anak

Pasal 68
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 68 dapat dikecudikan bagi anak yang
berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampa dengan 15 (lima belas) tahun untuk
melakukan pekerjaan ringan  sepanjang  tidek mengganggu  perkembangan  dan
kesehatan fisk, mentd, dan sosd.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud
dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
a. izintertulis dari orang tua aau wadli;
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu kerjamaksmum 3 (tiga) jam;
d. dilakukan pada sang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. kesdamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan kerjaya'lgjelas dan
0. menerima upah sesual dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dadam ayat (2) huruf g b, f, dan g dikecudikan bag
anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70
(1) Anak dapat meakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari
kurikulum pendidikan atau pelaihan yang disahkan oleh pgabat yang berwenang.
(2) Anak sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) paing sedikit berumur 14 (empat belas)
tahun.
(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan
pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
b. diberi perlindungan kesslamatan dan kesehatan kerja

Pasa 71
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud daam ayat (1) wagib
memenuhi syard :
a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b. waktu kerjapding lama 3 (tiga) jam sehari; dan



c. kondis dan lingkungan kerja tidek mengganggu perkembangan fisk, mentd,
sogd, dan waktu sekolah.
(3) Ketentuan mengena anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72
Dadam hd anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerjalburuh dewasa, maka tempat
kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempa kerja, kecudi dapat dibuktikan
sebdiknya

Pasa 74
(1) Sigpagpun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan
yang terburuk.
(2) Pekerjaanpekerjaan yang terburuk yang dimaksud daam ayat (1) meliputi :

a. segalapekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sgenisya;

b. segda pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk
pelacuran, produks pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

C. segda pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau meibatkan anak untuk
produks dan perdagangan ninuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya; dar/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, kesdamatan, atau moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjasan yang membahayakan kesehatan, kesdamatan, atau mora anak
sebagaimana di-maksud daam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75
(1) Pemerintah berkewgiban meakukan upaya penanggulangan anek yang bekerja di luar
hubungan kerja.
(2) Upaya penanggulangan sebagamana dimeksud ddam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Perempuan

Pasa 76

(1) Pekerjalburuh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delgpan belas) tahun dilarang
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampa dengan pukul 07.00.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjekan pekerjalburuh perempuan hamil yang menurut
keterangan dokter berbahaya bagi keschatan dan kesdamatan kandungannya maupun
dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampa dengan pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerjalburuh perempuan antara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 07.00 wajib :

a.  memberikan makanan dan minumean bergizi; dan
b. menjaga kesuslaan dan keamanan selamadi tempat kerja

(4) Pengusaha wagib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerjalburuh perempuan
yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

(5) Ketentuan sebagaimana dimeksud ddam aya (3) dan aya (4) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Paragraf 4
Waktu Kerja

Pasal 77
(1) Setigp pengusahawajib melaksanakan ketentuan waktu kerja
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) meliputi :



a 7 (tujuh) jan 1 (sau) hai dan 40 (empat puluh) jan 1 (satu) minggu untuk 6
(enam) hari kerjadalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (ddgpan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5
(lima) hari kerjaddam 1 (satu) minggul.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagamana dimaksud ddam ayat (2) tidak berlaku begi
sektor usaha atau peker-jaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
sebagamana dimaksud daam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 78

(1) Pengusaha yang mempekerjekan pekerjalburun meebihi waktu kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasa 77 ayat (2) harus memenuhi syaret :
a. adapersetujuan pekerjalburuh yang bersangkutan; dan
b. waktu kerja lembur hanya depat dilakukan paing banyak 3 (tiga) jan ddam 1

(satu) hari dan 14 (empat belas) jam daam 1 (satu) minggu.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerjalburun melebihi waktu kerja sebagaimana
dimaksud daam ayat (1) wajib membayar upah kerjalembur.

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagamana dimeksud daam ayat (1) huruf b tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenal wakitu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasd 79
(1) Pengusahawgjib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerjalburuh.
(2) Wektu igtirahat dan cuti sebaga mana dimaksud daam ayat (1), mdiputi :
a. idirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja sdlama
4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
b. idirahat mingguan 1 (satu) hai untuk 6 (enam) hai kerja ddam 1 (satu) minggu
atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerjadaam 1 (satu) minggu;
c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerjalburuh
yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
d. idirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun
ketujuh dan keddgpan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerjalburuh yang telah
bekerja sddama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusshaan yang sama
dengan ketentuan pekerjalburuh tersebut tidek berhak lagi aas idirahat
tahunannya ddam 2 (dua) tahun berjdan dan sdanjutnya berlaku untuk setigp
kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
(3) Pelaksanaan waktu idirahat tahunan sebagamana dimeksud ddam aya (2) huruf ¢
diatur ddam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(4) Hak idirahat panjang sebagamana dimeksud ddam ayat (2) huruf d hanya berlaku
bagi pekerjalburuh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dadam ayat (4) diatur dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 80
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja buruh untuk
mel aksanakan ibadah yang diwgjibkan oleh agamanya

Pasa 81
(1) Pekerjalburun  perempuan  yang ddam maesa had merasskan skt dan
memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua
pada waktu haid.
(2) Peaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud daam ayat (1) diatur ddam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.



Pasa 82

(1) Pekerjalburun perempuan berhak memperoleh idirahat sdama 15 (satu setengah)
bulan sebdum saastnya melahirkan anak dan 15 (sau setengah) bulan sesudah
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

(2) Pekerjalburuh perempuan yang mengadami  keguguran kandungan berhak memperoleh
igirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesua dengan surat  keterangan  dokter
kandungan atau bidan.

Pasal 83

Pekerjalburuh  perempuan yang aneknya mash menyusu haus diberi  kesempatan

sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hd itu harus dilakukan selamawaktu kerja

Pasal 84

Sdigp  pekerjalburuh  yang menggunakan hak waktu idirahat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, ¢ dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah

penuh.
Pasal 85

(1) Pekerjalburuh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.

(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerjalburuh untuk bekerja pada hari-hari libur
resmi agpabila jenis dan Sfa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan
secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara
pekerjalburuh dengan pengusaha.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerjalburun yang melakukan pekerjaan pada hari
libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wagjib membayar upah kerjalembur.

(4) Ketentuan mengenal jenis dan sfat pekerjaan sebagaimana dimaksud ddam ayat (2)
diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 5
Kesdlamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86
(1) Setigp pekerjalburun mempunya hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a. kesdamatan dan kesehatan kerja;
b. mora dan kesuslaan; dan
c. perlakuan yang sesua dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nila agama.
(2) Untuk meindungi kesdamatan pekerjalburuh guna mewujudkan produktivitas kerja
yang optimal disalenggarakan upaya kesdlamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasd 87
(1) Setigp perusshaan wajib menergpkan sstem mangemen kesdamaan dan kesehatan
kerjayang terintegras dengan Sstem mang emen perusahaan.
(2) Ketentuan mengenal  penergpan sstem mangemen kesdamatan dan kesehatan kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengupahan.

Pasd 88

(1) Setigp pekerjalburun berhak memperolen penghesilan yang memenuhi  penghidupan
yang layak bagi kemanusaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi  penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan sebagaimana dimeksud ddam aya (1), pemeintah menetgpkan
kebijakan pengupahan yang meindungi pekerjalburuh.

(3) Kehijakan pengupahan yang mdindungi pekerjalburuh sebagaimana dimaksud ddam
ayat (2) meliputi :

a.  upah minimum;



upah kerjalembur;

upah tidak masuk kerja karena berhdangan,;

upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

upah karena menjaankan hak waktu igtirahat kerjanya;

bentuk dan cara pembayaran upah;

denda dan potongan upah;

ha-hd yang dapat diperhitungkan dengan upah;

struktur dan skala pengupahan yang proporsond,;

upah untuk pembayaran pesangon; dan

upah untuk perhitungan pgak penghaslan

4 Pemerl ntah menetgpkan upah minimum sebagamana dimeksud ddam aya (3) huruf a
berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi.

o= R - W s =)

Pasal 89

(1) Upah minimum sebagamana dimaksud daam Pesd 88 ayat (3) huruf a depat terdiri

ates.
a.  upah minimum berdasarkan wilayah proving atau kabupatern/kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provins atau kabupaternvkota.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud daam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian
kebutuhan hidup layak.

(3) Upah minimum sebagamana dimeksud ddam aya (1) ditetgpkan oleh Gubernur
dengan memperhaikan rekomendas dai Dewan Pengupahan Provind dan/atau
Bupati/Wdikota.

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana
dimaksud daam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasa 90
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagamana
dimaksud dalam Pasal 89.
(2) Bagi pengusaha yang tidek mampu membayar upah minimum sebagamana dimaksud
dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
(3) Tada cara penangguhan sebagamana dimeksud ddam aya (2) diaur dengan
Keputusan Menteri.

Pasd 91

(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan
pekerjalburun atau serikat pekerjalserikat  buruh tidek boleh lebih rendah dari
ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ddam had kesepakatan sebagamana dimaksud ddam ayat (1) lebih rendah atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi
hukum, dan pengussha wagib membayar upah pekerjalburun menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92
(1) Pengussha menyusun sruktur dan skada upah dengan  memperhatikan  golongan,
jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetens.
(2) Pengusaha mdakukan peninjauan upah secara berkda dengan  memperhatikan
kemampuan perusahaan dan produktivitas.
(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud ddam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 93
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
(2) Ketentuan sebagamana dimaksud dadam ayat (1) tidek berlaku, dan pengusaha wagib
membayar upah apabila:
a. pekerjalburuh sakit sehinggatidak dapat melakukan pekerjaan;



b. pekerjalburuh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

c. pekerjaburuh tidek masuk bekerja karena pekerjalburun menikah, menikahkan,
mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isei meahirkan aau  keguguran
kandungan, suami aau ideri aau anak aau menantu atau orang tua atau mertua
atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggd dunia;

d. pekerjaburuh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjdankan
kewgjiban terhadap negara;

e. pekerjaburuh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjdan-kan ibadah
yang diperintahkan agamanya;

f. pekerjalburun bersedia melakukan pekerjaan yang telah  dijanjikan  tetapi
pengusaha tidak mempekerjakannya, bak karena kesdahan sendiri  maupun
halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

0. pekerjalburuh meaksanakan hek itirahat;

h. pekerjalburuh meaksanakan tuges serikat pekerjalserikat buruh atas persetujuan
pengusaha; dan

I.  pekerjalburuh mel aksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerjalburuh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf asebagal berikut :

untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;

untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;

untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan

untuk bulan sdanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah

sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerjalburuh yang tidak masuk bekerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢ sebaga berikut :

pekerjalburuh menikah, dibayar untuk sdama 3 (tiga) hari;

menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

mengkhitankan anaknya, dibayar untuk sdlama 2 (dua) hari;

membaptiskan anaknya, dibayar untuk sslama 2 (dua) hari;

isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk sdama 2 (dua) hari;

suami/igeri, orang tuamertua aau anak atau menantu meningga dunia, dibayar

untuk selama 2 (dua) hari; dan

g anggota kduarga ddam sau rumah meninggd dunia, dibayar untuk sdama 1
(satu) hari.

(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagamana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, aau perjanjian kerja bersama.

opoTo
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Pasa 94
Ddam ha komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya
upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok
dan tunjangan tetap.

Pasal 95

(1) Pdanggaran yang dilakukan oleh pekerjalburuh karena kesenggaan atau kedaannya
dapat dikenakan denda.

(2) Pengusaha yang karena kesenggaan atau kedldaiannya mengakibatkan keterlambatan
pembayaran upah, dikenakan denda sesua dengan persentase tertentu dari  upah
pekerjalburuh.

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerjalburuh,

dalam pembayaran upah.
(4) Ddam ha peusthean dinyatakan pallit aau dilikuides berdasarkan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerjalburun
merupakan utang yang didahulukan pem:bayarannya.



Pasal 96
Tuntutan pembayaran upah pekerjaburuh dan segda pembayaan yang timbul dari
hubungan kerja menjadi kadduwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sgak
timbulnya hak.

Pasd 97

Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup

layak, dan perlindungan pengupahan sebagamana dimaeksud ddam Pasal 88, penetapan

upah minimum sebagamana dimeksud ddam Pasad 89, dan pengenaan denda
sebagaimana dimaksud ddam Pasd 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 98

(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan
yang akan ditetgpkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan
nasond dibentuk Dewan Pengupahan Nasiond, Proving, dan Kabupaten/K ota.

(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagamana dimeksud ddam ayat (1) terdiri dari
unsur pemerintah, organisas pengusaha, serikat pekerjal-serikat  buruh, perguruan
tinggi, dan pakar.

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasiond diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Proving, Kabupaen/Kota
diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/ Bupati/Wdikota

(4) Ketentuan mengena tata cara pembentukan, komposs keanggotaan, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan
Pengupahan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) dan ayat (2), diaur dengan
Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga
Kesgahteraan

Pasal 99
(1) Setigp pekerjalburuh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosd tenaga
kerja
(2) Jaminan sogd tenaga kerja sebagamana dimeksud ddam ayat (1), dilaksanakan
sesual dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 100

(1) Untuk meningkatkan kesgahteraan bagi pekerjalburuh dan keluarganya, pengusaha
wagib menyediakan fasilitas kesgahteraan.

(2) Penyediaan fadlitas kesgahteraan sebagamana dimeksud ddam  aya (1),
dilaksanakan dengan memperhatikan  kebutuhan  pekerjalburuh  dan  ukuran
kemampuan perusahaan.

(3) Ketentuan mengena jenis dan kriteria faslitas kesgahteraan sesua dengan kebutuhan
pekerjalburuh dan ukuran kemampuan perusshaan sebagaimana dimaksud ddam ayat
(1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101

(1) Untuk meningkatkan kesgahteraan pekerjalburuh, dibentuk koperas pekerjalburuh
dan usaha-usaha produktif di perusahaan.

(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerjalburuh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya
menumbuhkembangkan koperas pekerjalburuh, dan mengembangkan usaha produkiif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pembentukan koperas sebagamana dimeksud daam ayat (1), dilaksanakan sesua
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperas pekerjalburun  sebagaimana
dimaksud ddam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.



BAB XI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 102

(1) Ddam mdaksanakan hubungan indudrid, pemerinteh mempunya fungs menetgpkan
kebijakan, memberikan pdayanan, mdaksanakan pengawasan, dan  meakukan
penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

(2) Ddam meaksanakan hubungan industrid, pekerjalburuh dan serikat pekerjal/serikat
buruhnya mempunya fungs menjdankan pekerjaan sesua  dengan  kewgjibannya,
menjaga  ketertiban demi  kdlangsungan  produks, menydurkan aspiras secara
demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memgukan
perusahaan dan memperjuangkan kesgjahteraan anggota beserta keluarganya.

(3) Ddam mdaksanakan hubungan indudtrid, pengussha dan organisas  pengusahanya
mempunyal  fungs mencipteken kemitraan, mengembang-kan usaha, memperluas
lapangan Kkerja, dan memberikan kesgahteraan pekerjalburun secara terbuka,
demokratis, dan berkeadilan.

Pasal 103
Hubungan Indugtrid dilaksanakan mddui sarana:
a. serikat pekerjal/serikat buruh;
b. organisas pengusaha;
c. lembaga kerja sama bipartit;
d. embaga kerja samatripartit;
e. peraturan perusashaan,
f. perjanjian kerja bersama;
g. peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan; dan
h.  lembaga penydesaian persdishan hubungan industrid.
Bagian Kedua
Serikat Pekerjal/Serikat Buruh
Pasal 104

(1) Setisp pekerjalburun berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerjalserikat
buruh.

(2 Ddam mdaksanakan fungs sebagamana dimeksud dadam Pasd 102, serikat
pekerja/serikat  buruh  ber-hek  menghimpun dan  mengdola keuangan sarta
mempertanggungjawabkan keuangan organisas termasuk dana mogok.

(3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diaur ddam ang-gaan dasar dan/atau anggaran rumaeh tangga Serikat
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Organisas Pengusaha

Pasal 105
(1) Setigp pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisas pengusaha.
(2) Ketentuan mengenal  organisad  pengusaha  diatur sesua dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Lembaga Kerja Sama Bipartit

Pasal 106
(1) Setigp perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja buruh atau
lebih wajib membentuk |embaga kerja sama bipartit.



(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud daam ayat (1) berfungsi sebaga
forum komunikas, dan konsultas mengena ha ketenagakerjaan di perusahaan.

(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimeksud ddam ayat
(2) terdiri dai unsur pengussha dan unsur pekerjalburuh yang ditunjuk oleh
pekerjalburun secara  demokratis untuk mewakili  kepentingan  pekerjalburuh  di
perusahaan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenal tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja
sama bipatit sebagamana dimaksud daam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan
K eputusan Menteri.

Bagian Kdima
Lembaga Kerja Sama Tripartit

Pasal 107

(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada
pemerintah dan pihak terkat daam penyusunan kebijakan dan pemecahan masdah
ketenagakerjaan.

(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), terdiri dari :
a. LembagaKerjasama Tripartit Nasiond, Proving, dan Kabupaten/ Kota; dan
b. LembagaKerjasama Tripartit Sektoral Nasional, Proving, dan Kabupaten/K ota.

(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripatit terdiri dari unsur pemerintah, organisas
pengusaha, dan seri-kat pekerjalserikat buruh.

(4) Tata kerja dan susunan organissd Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana
dimaksud daam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Peraturan Perusahaan

Pasal 108
(1) Pengussha yang mempekerjakan pekerjalburuh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
orang waib membuat peraturan perusshaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Kewgiban membuat peraturan perusshaan sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
tidak berlaku bagi peru-sahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.

Pasal 109
Peraturan perusshaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang
bersangkutan.

Pasal 110

(1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari
wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

(2 Ddam hd di perusshaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerjal/serikat
buruh maka wakil pe-kerjalburuh sebagamana dimaksud dadam ayat (1) addah
pengurus serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Ddam ha di perusshaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat
burun, wakil pekerjad buruh sebagamana dimeksud ddam aya (1) addah
pekerjalburuh  yang dipilih secara demokratis untuk mewakili  kepentingan para
pekerjalburuh di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 111
(1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnyamemuet :
a. hak dan kewgjiban pengusaha;
b. hak dan kewgjiban pekerjalburuh;
Cc. Syarat kerja;
d. tatatertib perusahaan; dan
e. jangkawaktu berlakunya peraturan perusahaan.



(2) Ketentuan ddam peraturan perusshaan tidek boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

(3) Masa berlaku peraturan perusahaan paing lama 2 (dua) tahun dan wgib diperbaharui
setelah habis masa berlakunya

(4) Sdama masa berlakunya peraturan perusahaan, agpabila serikat pekerjal serikat buruh
di perusshaan meng hendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka
pengusahawgib meayani.

(5) Ddam hd perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) tidak mencapa kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku
sampal habis jangka waktu berlakunya.

Pasal 112

(1) Pengesdhan peraturan  perusthaan oleh Menteri aau pegabat yang  ditunjuk
sebagaimana dimaksud ddam Pasd 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sgjak naskah peraturan perusahaan diterima.

(2) Apabila peraturan perusahean telah sesua sebagamana ketentuan dalam Pasd 111
aya (1) dan ayat (2), maka ddam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusshaan belum disahkan
oleh Menteri atau pgabat yang ditunjuk, maka peraturan perusshaan dianggap telah
mendapatkan pengesahan.

(3) Ddam ha peraturan perusahaan bdum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
ddam Pasd 111 aya (1) dan ayat (2) Menteri atau pgabat yang ditunjuk harus
memberitahukan secara tertulis kepada pengussha mengena  perbaikan peraturan
perusahaan.

(4) Ddam waktu pding lama 14 (empat belas) hari kerja sgak tanggd pemberitahuan
diterima oleh pengussha sebagamana dimeksud ddam ayat (3), pengussha waib
menyampaikan kembai peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri
atau pgjabat yang ditunjuk.

Pasal 113
(1) Perubahan peraturan perusshaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya
dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerjalburuh.
(2) Peraturan perusahaan hadil perubahan sebagamana dimeksud ddam ayat (1) harus
mendapat pengesa- han dari Menteri atau pgabat yang ditunjuk.

Pasal 114
Pengussha wgib memberitehukan dan menjdaskan i serta memberikan  naskah
peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.

Pasal 115
Ketentuan mengenal tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan diatur
dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh
Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 116

(1) Pejanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberagpa
sevikat pekerjalserikat buruh yang telah tercatat pada instans yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau bebergpa pengusaha.

(2) Penyusunan perjanjian kerja bersama  sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
dilaksanakan secara musya-warah.

(3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud daam ayat (1) harus dibuat secara
tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

(4) Ddam hd terdgpat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidek menggunakan bahasa
Indonesia, maka per-janjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan daam bahasa



Indonesa oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud daam ayat (3).

Pasal 117
Ddam hd musyawarah sebagamana dimaksud ddam Pasad 116 ayat (2) tidek mencepa
kesepakatan, maka penyeesaiannya dilakukan melalui prosedur penydesaan persdishan
hubungan indudtrid.

Pasal 118
Daam 1 (sau) perusshaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang
berlaku bagi seluruh pekerjalburuh di perusahaan.

Pasal 119

(1) Ddam hd di sau perusshaan hanya terdgpat satu serikat pekerja/serikat buruh, maka
serikat  pekerja/seri-kat  buruh  tersebut berhak  mewekili  pekerjalburuh  dalam
perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha gpabila memiliki
jumlah anggota lebih dai 50% (lima puluh peseraus) dai  jumlah sduruh
pekerjalburuh di perusahaan yang bersangkutan.

(2) Ddam hd di sau perusshean hanya terdgpat satu serikat pekerja/serikat buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetgpi tideak memiliki jumlah anggota lebih dari
50% (lima puluh perseratus) dari jumlah sduruh pekerjalburuh di perusahaan maka
serikat pekerjalserikat buruh dapat mewakili pekerjalburuh ddam perundingan dengan
pengusaha apabila serikat pekerjalserikat buruh yang bersangkutan telah mendapat
dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah sduruh pekerjalburun di
perusahaan mddui pemungutan Suara.

(3) Ddam hd dukungan sebagamana dimeksud ddam ayat (2) tidek tercgpa maka
sarikat  pekerjalserikat  buruh  yang bersangkutan dapat  menggukan  kembali
permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah
melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sgak dilakukannya pemungutan
Suara dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud daam ayat (2).

Pasal 120

(1) Ddam hd di satu perusshaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh
maka yang berhak mewakili pekerjalburun meakukan perundingan dengan pengusaha
yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima pulun persratus) dari sduruh
jumlah pekerjalburuh di perusahaan tersebut.

(2) Ddam hd ketentuan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) tidak terpenuhi, maka
serikat pekerjalserikat burun dapat melakukan koalis sehingga tercapal jumlah Iebih
dai 50% (lima puluh perseratus) dari sduruh jumlah pekerjalburuh di perusahaan
tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.

(3) Ddam ha ketentuan sebagaimana dimeksud ddam aya (1) atau ayat (2) tidak
terpenuhi, maka para seri-kat pekerjalserikat buruh membentuk tim perunding yang
keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota mesng-
masing serikat pekerjalserikat buruh.

Pasa 121
Keanggotaan serikat pekerjalserikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasd 119 dan
Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Pasal 122
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasd 119 ayat (2) disdenggarakan oleh
panitia yang terdiri dari wekil-wakil pekerjalburuh dan pengurus serikat pekerja/serikat
buruh yang disskskan olen pihak pegaba yang bertanggung jawab di  bidang
ketenagakerjaan dan pengusaha.

Pasal 123
(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.



(2) Pejanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) dapat diperpanjang
masa berlakunya pa-ling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara
pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dagpat dimula  paling
cepat 3 (tigd) bulan se-belum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang
berlaku.

(4) Ddam hd peundingan sebagamana dimeksud dadam ayat (3) tidek mencapa
kesepakatan maka perjan-jian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk
paing lama 1 (satu) tahun.

Pasal 124
(1) Perjanjian kerja bersama pding sedikit memuat :
a. hak dan kewgjiban pengusaha;
b. hak dan kewgjiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
c. jangkawaktu dan tangga mula berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
d. tandatangan parapihak pembuat perjanjian kerja bersama.
e. Ketentuan dadam perjanjian kerja bersama tidek boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2 Ddam hd id pejanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud daam ayat (2), meka ketentuan yang
bertentangan terscbut batd demi hukum dan yang berlaku addah ketentuan daam

peraturan perundang-undangan.

Pasal 125
Ddam hd kedua beah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama,
maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidek terpisshkan dari perjanjian kerja
bersama yang sedang berlaku.

Pasal 126
(1) Pengusaha, serikat pekerjalserikat buruh dan pekerjalburuh  wagib  melaksanakan
ketentuan yang ada da-lam perjanjian kerja bersama.
(2) Pengusaha dan serikat pekerjalserikat buruh wajib memberitahukan i perjanjian kerja
bersama atau peru-bahannya kepada s uruh pekerjal buruh.
(3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada
setigp pekerjal buruh atas biaya perusahaan.

Pasal 127
(1) Pejanjian kerja yang dibuat olen pengussha dan pekerjalburun tidak boleh
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama
(2) Ddam had ketentuan dadam perjanjian kerja sebagamana dimaksud daam aya (1)
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja
tersebut batd demi hukum dan yang berlaku addah ketentuan ddam perjanjian kerja
bersama.

Pasal 128
Dalan hd perjanjian kerja tidak memuat aturan-auran yang diatur daam perjanjian kerja
bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 129

(1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan,
sdlamadi perusa- haan yang bersangkutan masih ada serikat pekerjalserikat buruh.

(2) Ddam hd di perusshaan tidek ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian
kerja bersama diganti dengan peraturan perusshaan, maka ketentuan yang ada daam
peraturan perusshaan tidek boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada ddam
perjanjian kerja bersama.



Pasal 130

(1) Ddam hd perfjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan
diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut hanya terdepat 1 (satu)
serikat pekerjalserikat  buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan
perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasdl 119.

(2) Ddam ha perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan
diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu)
serikat pekerjalserikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding
tidak lagi memenuhi ketentuan Pasd 120 ayat (1), maka perpanjangan aau pembuatan
pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh
yang anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah sduruh pekerjalburuh
di perusthaan bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat
perjanjian kerja bersama terdahulu  dengan membentuk tim perunding secara
proporsional.

(3) Ddam hd pejanjian kerja bersama yang sudah berakhir maesa berlakunya akan
diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu)
serikat pekerjal serikat buruh dan tidak satupun serikat pekerjalserikat buruh yang ada
memenuhi  ketentuan Pasal 120 aya (1), maka perpanjangan aau pembuaan
pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan Pasal 120 ayat
(2) dan ayat (3).

Pasal 131

(1) Ddam hd tefjadi pembubaran serikat pekerjalserikat  buruh  atau  pengdihan
kepemilikan perusshaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.

(2) Ddam hd terjadi penggabungan perusshaan (merger) dan masing-masing perusahaan
mempunyal perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama yang berlaku
addah perjanjian kerja bersama yang |ebih menguntungkan pekerjalburuh.

(3) Ddam hd tefjadi penggabungan perusshaan (merger) antara perusshaan  yang
mempunya perjanjian kerja bersama dengan perushean yang beum  mempunya
perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama terscbut berlaku bagi
perusshaan yang bergabung (merger) sampa dengan berakhirnya jangka waktu
perjanjian kerja bersama.

Pasal 132
(1) Perjanjian kerja bersama mula berlaku pada hari penandatanganan kecudi ditentukan
lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut.
(2) Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian
kerja bersama sdanjutnya didaftakan oleh pengussha pada indans  yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 133
Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan
pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 134
Dadam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewgiban pekerjalburun dan pengusaha,
pemerintah  wagib meaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan  perundang-
undangan ketenagakerjaan.

Pasal 135
Pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  ketenagekerjaan ddam  mewujudkan
hubungan indusrid merupakan tanggung jawab pekerjalburuh, pengusaha, dan
pemerintah.

Bagian Kedelgpan
Lembaga Penydesaian Persdlishan



Hubungan Indugtrid

Paragraf 1
Persdishan Hubungan Industria

Pasal 136

(1) Penydesaian persdishan hubungan indudtria wagib dilaksanakan oleh pengusaha dan
pekerja/buruh atau serikat pekerjalserikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Ddam hd penydesaian secara musyawarah untuk mufaket sebagaimana dimaksud
daam ayat (1) tidak tercapai, maeka pengusaha dan pekerjad buruh atau serikat
pekerja/srikat  buruh  menydesaikan  parsdishan  hubungan  industrid  medui
prosedur penydesaan persdishan hubungan industrid yang diatur dengan undang-
undang.

Paragraf 2
Mogok Kerja

Pasal 137
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerjalburuh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan
secara sah, tertib, dan damai sebagal akibat gaga nya perundingan.

Pasal 138
(1) Pekerjalburuh dan/atau serikat pekerjalserikat  buruh yang bermaksud menggjak
pekerjalburuh lain untuk mogok kerja pada ssat mogok kerja berlangsung dilakukan
dengan tidak melanggar hukum.
(2) Pekerjalburuh yang digiak mogok kerja sebagamana dimaksud dalam ayat (1), dapat
memenuhi atau tidak memenuhi gakan tersebut.

Pasal 139
Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerjalburun yang bekerja pada perusahaan yang
meayani  kepentingagn umum  dan/atau  perusshaan  yang  jenis  kegiatannya
membahayakan kesdamatan jiwa manusa digur sedemikian rupa sehingga tidak
mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan kesd amatan orang lain.

Pasal 140
(1) Sekurang-kurangnya daam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja
dilaksanakan, pekerjalburun dan serikat pekerjalserikat buruh wagib memberitahukan
secaa tertulis kepada pengussha dan indans yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuet :
a. waktu (hari, tanggd, dan jam) dimula dan diakhiri mogok kerja;
b. tempat mogok kerja;
c. dasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau mesng-masing ketua dan sekretaris
serikat pekerjalserikat buruh sebagal penanggung jawab mogok kerja
(3) Ddam hd mogok kerja akan dilakukan oleh pekerjaburuh yang tidek menjadi
anggota serikat pekerjal serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud
ddam aya (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerjalburuh yang ditunjuk sebagal
koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja
(4) Ddam hd mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), maka
demi menyelamat kan dat produks dan aset perusshaan, pengusaha dapat mengambil
tindakan sementara dengan cara:
a. mearang para pekerjalburuh yang mogok kerja berada di lokas kegiatan proses
produksi; atau
b. bila diangggp perlu mearang pekerjalburuh yang mogok kerja berada di lokas
perusahaan.



Pasd 141

(1) Ingans pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima sura pemberitahuan mogok
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima.

(2) Sebdum dan sdama mogok kerja berlangsung, ingans yang bertanggung jawab di
bidang ketenagekerjaan wgib menydesakan masdah yang menyebabkan timbulnya
pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang
bersdigh.

(3 Ddan hd peundingan sdbagamana dimeksud ddam aya (2) menghesilkan
kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para
pihak dan pegawa dari ingtand yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
sebagal sks.

(4) Ddam hd peundingan sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) tidak menghasikan
kesepakatan, maka pegawa dai indans yang bertanggung jawab di  bidang
ketenagekerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya  mogok
kerja kepada lembaga penydesaian perselishan hubungan industrid yang berwenang.

(5) Ddam hd peundingan tidak mengheslkan kesepakatan sebagamana dimaksud
dadam ayat (4), maka aas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat
pekerja/lserikat burun atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat
diteruskan aau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekdi.

Pasal 142
(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud daam
Pasal 139 dan Pa-sal 140 adalah mogok kerjatidak sah.
(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidek sah sebagaimana dimaksud daam ayat (1)
akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 143

(1) Sigpapun tidek dapat menghdang-haangi pekerjalburuh dan serikat pekerjalserikat
burun untuk mengguna kan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan
dama.

(2) Sigpapun  dilarang  melakukan  penangkapan  dan/atau  penahanan  terhadap
pekerjalburuh dan pengurus serikat pekerjalserikat buruh yang meakukan mogok
kerja secara sah, tertib, dan dama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 144

Terhadgp mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasdl 140, pengusaha dilarang :

a mengganti pekerjaburun yang mogok kerja dengan pekerjaburuh lan dari luar
perusahaan; atau

b. memberikan sanks atau tindakan baasan daam bentuk apapun kepada pekerjalburuh
dan pengurus serikat pekerjalserikat buruh sdama dan sesudah meakukan mogok
kerja

Pasal 145
Daam hd pekerjalburuh yang meakukan mogok kerja secara sah ddam meakukan
tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerjalburuh
berhak mendapatkan upah.

Paragraf 3
Penutupan Perusahaan (lock-out)

Pasal 146
(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak
pekerjalburuh sebagian atau sduruhnya untuk menjdankan pekerjaan sebaga  akibat
gaganya perundingan.



(2) Pengusaha tidak dibenarkan medakukan penutupan perusahaan (lock out) sebaga
tindekan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari  pekerjalburuh dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

Pesal 147
Penutupan perusshaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusshaan-perusahaan yang
melayani  kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan kesdamatan
jiwa manusa, mdiputi rumah sakit, pelayanan jaringan ar bersh, pusa pengenddi
telekomunikas, pusat penyedia tenaga ligrik, pengolahan minyak dan gas bumi, sata
kereta api.

Pasal 148

(1) Pengusaha wajib memberitehukan secara tertulis kepada pekerjalburun dan/atau
serikat pekerjalserikat  buruh, serta indans yang bertanggung jawab di  bidag
ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan
perusahaan (lock out) dilaksanakan.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a weaktu (hari, tanggd, dan jam) dimula dan diakhiri penutupan perusshaan (lock
out); dan
b. alasan dan sebab- sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out).

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha
dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 149

(1) Pekerjalburuh atau serikat pekerja/serikat buruh dan ingans yang bertanggung jawab
di bidang ketenaga-kerjaan yang menerima secara langsung surat  pemberitahuan
penutupan perusshaan (lock out) sebagaimana dimaksud daam Pasd 148 haus
memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggd, dan jam
penerimaan.

(2) Sebddum dan sdama penutupan perusshaan (lock out) berlangsung, indans yang
bertanggung jawab di bidang ketenagekerjaan berwenang langsung menyeesaikan
masdah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan
mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang bersdish.

(3) Ddam ha perundingan sebagamana dimeksud ddam aya (2) menghasilkan
kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para
pihak dan pegawa dari ingans yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
sebagal saks.

(4) Ddam hd perundingan ssbagamana dimeksud ddam aya (2) tidek menghasikan
kesepakatan, maka pegawa dai indans yang bertanggung jaweb di  bidang
ketenagakerjaan segera menyerahkan  masdah  yang menyebabkan  terjadinya
penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga penyeesaan persdishan hubungan
indudtrid.

(5) Apabila perundingan tidek menghaslkan kesepakatan sebagamana dimeksud dadam
ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat
buruh, penutupan perusshaan (lock out) dapat diteruskan aau dihentikan untuk
sementara atau dihentikan sama sekdi.

(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud daam Pasa 148 ayat (1) dan aya (2) tidak
diperlukan gpabila:

a. pekerjalburuh aau serikat pekerjalserikat buruh melanggar prosedur mogok kerja
sebaga mana dimaksud dalam Pasal 140;

b. pekerjalburun aau serikat pekerjalserikat buruh melanggar ketentuan normatif
yang ditentukan ddam perfjanjian kerja, peraturan perusshaan, perjanjian kerja
bersama, atau peraturan perundang- undangan yang berlaku.



BAB Xl
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 150
Ketentuan mengena pemutusan hubungan kerja ddam undang-undang ini - mdiputi
pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, bak milik swadta
maupun milik negara, maupun ussha-usaha soda dan ussha-usaha lain yang mempunya
pengurus dan mempekerjakan orang lan demgan membayar upah atau imbdan ddam
bentuk lain.

Pasal 151

(1) Pengusaha, pekerjalburuh, serikat pekerjalserikat buruh, dan pemerintah, dengan
segda upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

(2) Ddam hd segda upaya tdah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat
dihindari, maka maksud pemutussn hubungan kerja wgib dirundingken oleh
pengussha dan serikat pekerjalserikat buruh aau dengan pekerjalburuh gpabila
pekerja/buruh yang bersangkutan tidek menjadi anggota serikat pekerjal/serikat buruh.

(3) Ddam ha perundingan sebagamana dimeksud ddam aya (2) benar-benar tidak
menghaslkan persetirjuan, pengussha hanya dgpat memutuskan hubungan kerja
dengan pekerjalburuh setdlah memperolen penetepan dari lembaga penydesaian
persdishan hubungan indudtrid.

Pasal 152

(1) Permohonan penetepan pemutusan hubungan kerja digukan secara tertulis kepada
lembaga penydesaian persdishan hubungan indudtrid disata dasan yang menjadi
dasarnya.

(2) Permohonan penetagpan sebagaimana dimeksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh
lembaga penydesaian persdishan hubungan indudria  apabila telah  dirundangkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).

(3) Penetgpan aas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya depat diberikan oleh
lembaga penydessian persdishan hubungan indudrid jika ternyata meksud untuk
memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak
menghasi|kan kesepakatan.

Pasal 153
(1) Pengusaha dilarang mel akukan pemutusan hubungan kerja dengan dasan:
a. pekerjaburuh berhdangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter
selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secaraterus-menerus;
b. pekerjaburun  berhdangan menjdankan  pekerjaannya  karena  memenuhi
kewgiban terhadap negara sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

c. pekerjalburuh menjaankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

d. pekerjalburuh menikah;

e. pekejaburuh perempuan hamil, mdahirkan, gugur kandungan, aau menyusui
bayinya]

f. pekerjalburuh mempunya pertdian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan
pekerjaburun lainnya di ddam sau perusshaan, kecudi telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;

0. pekejaburun  mendirikan, menjadi  anggota dan/atau  pengurus  serikat
pekerjalserikat  buruh, pekerjalburuh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat
buruh di luar jam kerja, atau di ddam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, aau
berdasarkan ketentuan yang diatur daam perjanjian kerja, peraturan perusshaan,
atau perjanjian kerja bersama;

h. pekerjaburuh yang mengadukan pengusaha kepada yang bewgib mengena
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana ke ahatan;



i. karena perbedaan paham, agama, diran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondis fisk, atau status perkawinan;

j- pekerjalburuh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit
karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu
penyembuhannya belum dapat dipastikan.

(2 Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan adasan sebagamana dimaksud
ddam aya (1) batad demi hukum dan pengussha wgib mempekerjakan kembadli
pekerjalburuh yang bersangkutan.

Pasal 154

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal :

a. pekerjalburun mash ddam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan
secaratertulis sebelumnya;

b. pekerjalburuh menggukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan
sendiri tanpa ada indikes adanya tekanan/intimides dari pengusaha, berakhirya
hubungan kerja sesual dengan perjanjian kerjawaktu tertentu untuk pertamakali;

C. pekerjalburun mencapal usa pensun sesua dengan ketetapan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusashaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang- undangan;
atau

d. pekerjalburuh meningga dunia

Pasal 155

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetgpan sebagaimana dimaeksud dalam Pasd 151
aya (3) bata demi hukum.

(2) Sdama putusan lembaga penydesaan pesdishan  hubungan  indudtrid  beum
ditetapkan, bak pengussha maupun pekerjalburun harus tetap melaksanakan segaa
kewgjibannya.

(3) Pengusaha dapat meakukan penyimpangan terhadgp ketentuan  sebagaimana
dimaksud daam ayat (2) berupa tindakan skorsng kepada pekerjalburuh yang sedang
ddam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta
hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerjalburuh.

Pasal 156
(1) Ddam hd terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwgibkan membayar uang
pesangon dan aau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima
(2) Perhitungan uang pesangon sebagamana dimeksud ddam aya (1) pding sedikit
sebaga berikut :
masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan

upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan
upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun aau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)
bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima)
bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun aau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)
bulan upah;

g masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh)
bulan upah.

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun aau lebih tetgpi kurang dari 8 (delgpan) tahun, 8
(delgpan) bulan upah;

i. masakerja8 (ddapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagamana dimaksud ddam aya (1)
ditetapkan sebagai berikut :



a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetgpi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua)
bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun aau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga)
bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4
(empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua bdas) tahun atau lebih tetepi kurang dari 15 (lima belas) tahun,
5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delgpan belas)
tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (ddapan beas) tahun aau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetgpi kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masakerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagamana dimaksud ddam ayat

(1) mdiputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerjalburuh dan keluarganya ketempat dimana
pekerjalburuh diterima bekerja;

C. pengganitian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima
belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi
yang memenuhi syard;

d. hd-ha lan yang ditetgpkan ddam perjanjian kerja, peraturan perusshaan atau
perjanjian kerja bersama.

(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargean maesa kerja,
dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud ddam ayat (2), ayat (3), dan aya

(4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 157

(1) Komponen upah yang digunekan sebagal dasar perhitungan uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusya diterima yang
tertunda, terdiri atas:

a. upah pokok;

b. ssgda macam bentuk tunjangan yang bersfat tetgp yang diberikan kepada
pekerjaburun dan keluarganya, termasuk harga pembeian dai catu  yang
diberikan kepada pekerjalburuh secara cuma-cuma, yang gpabila catu harus
dibayar pekerjalburuh dengan subsidi, maka sebagal upah dianggep sdlish antara
harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerjalburuh.

(2) Ddam hd penghasilan pekerjalburun dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka
penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kai penghasilan sehari.

(3 Ddam hd upah pekerjalburuh dibayarkan atas dasar perhitungan sauan hadl,
potongavborongan atau komis, meka pengheslan sehari addah sama dengan
pendapatan rata-rata per hari sdama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan
tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum proving atau kabupaten/kota.

(4) Dadam hd pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada
upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua
belas) bulan terakhir.

Pasal 158
(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerjalburuh dengan adasan
pekerja/buruh telah mel akukan kesalahan berat sebagai berikut :
a. meakukan penipuan, pencurian, aau penggelgpan barang darvatau uang milik
perusahaan;
b. memberikean keterangan pasu aau yang dipadsukan sehingga merugikan
perusahaan;



c. mabuk, meminum minuman keas yang memabukkan, memaka dan/aau
mengedarkan narkotika, pskotropika, dan zat adiktif lannyadi lingkungan kerja;

d. meakukan perbuatan asusla atau perjudian di lingkungan kerja;

€. menyerang, menganiaya, mengancam, dau mewintimides teman skerja aau
pengusahadi lingkungan kerjg;

f. membujuk teman sekerja aau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

g. dengan ceroboh atau sengga merusak atau membiarkan dalan keadsan bahaya
barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengga membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam
keadaan bahaya di tempat kerja;

i. membongkar atau membocorkan rahasa perusshaan yang seharusiya dirahasiakan
kecudi untuk kepentingan negara; atau

j. meakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusshaan yang diancam pidana
penjara 5 (lima) tahun atau | ebih.

(2) Kesdlahan berat sebagaimana dimeksud dadam ayat (1) harus didukung dengan bukii
sebagal berikut:

a. pekerjalburuh tertangkap tangan;

b. adapengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau

c. bukti lan berupa laporan keadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di
perusshaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang skg.

(3) Pekerjalburuh  yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan adasan  sebagamana
dimaksud dadam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

(4) Bagi pekerjalburuh sebagamana dimeksud daam ayat (1) yang tugas dan fungsinya
tidak mewakili kepentingan pengussha secara langsung, sdain uang penggantian hak
sesua dengan ketentuan Pasadl 156 ayat (4) diberikan uang pissh yang besarnya dan
pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusshaan, aau perjanjian
kerja bersama.

Pasal 159
Apabila pekerjalburuh tidek menerima pemutusan hubungan kerja sebagamana dimaksud
dalam Pasad 158 ayat (1), pekerjalburuh yang bersangkutan dapat menggukan gugatan ke
lembaga penydesaian persdishan hubungan industrid.

Pasal 160

(1) Ddam hd pekerjalburuh ditahan pihak yang bewsgib karena diduga meakukan
tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak waib
membayar upah tetapi waib memberikan bantuan kepada keluarga pekerjalburuh yang
menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagal berikut :

a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;

b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;

C. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empet puluh lima perseratus) dari upah,

d. untuk 4 (empat) orang tanggungan aau lebih @ 50% (lima pulun perseratus) dari
upah.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) diberikan untuk paing lama 6 (enam)
bulan tekwin ter-hitung sgak hai pertama pekerjaburuh ditahan oleh pihak yang
berwgjib.

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjalburuh yang
setdlah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena
dadam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Ddam hd pengadilan memutuskan perkara pidana sebedlum masa 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerjalburuh dinyatakan tidak
bersalah, maka pengusaha wgjib mempekerjakan pekerjalburuh kembdi.



(5) Ddam hd pengadilan memutuskan perkara pidana sebddum masa 6 (enam) bulan
berakhir dan pekerjal buruh dinyatakan bersalah, maka pengussha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pemutusan  hubungan kerja sebagaimana dimeksud ddam ayat (3) dan ayat (5
dilakukan tanpa penetapan |lembaga penydesaian persdlishan hubungan indudtrid.

(7) Pengusaha wagib membayar kepada pekerjalburun yang mengdami  pemutusan
hubungan kerja sebagai-mana dimeksud ddam ayat (3) dan ayat (5), uang
penghargaan masa kerja 1 (sau) kai ketentuan Pasd 156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesua ketentuan dalam Pasa 156 ayat (4).

Pasal 161

(1) Ddam hd pekerjaburuh meakukan peanggaran ketentuan yang diatur ddam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat
melakukan pemutusan  hubungan kerja, setdlah  kepada pekerjalburuh  yang
bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-
turut.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) masing-masing berlaku untuk
pding lama 6 (enam) bulan, kecudi ditetapkan lain ddam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama

(3) Pekerjalburun yang  mengdami  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  dasan
sebagaimana dimaksud daam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (Satu)
kai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kdi
ketentuan Pasad 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasd 156

ayat (4).

Pasal 162

(1) Pekerjalburuh  yang mengundurkan diri aas kemauan sendiri, memperoleh uang
penggantian hak sesual ketentuan Pasa 156 ayat (4).

(2) Bagi pekerjalburuh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tuges dan
fungsnya tidek me-wekili kepentingan pengustha secara langsung, sdan menerima
uang penggantian hak sesual ketentuan Pasd 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang
besarnya dan pdaksanaannya diatur daam perjanjian kerja, peraturan perusshaan aau
perjanjian kerja bersama.

(3) Pekerjalburuh yang mengundurkan diri sebagamana dimaksud ddam ayat (1) harus
memenuhi syard :

a. menggukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambai-lambainya 30
(tigapuluh) hari sebelum tanggal mula pengunduran diri;

b. tidak terikat daam ikatan dinas; dan

c. tetap meaksanakan kewgibannya sampa tanggd mula pengunduran diri.

(4) Pemutusan hubungan kerja dengan dasan pengunduran diri atas kemauan sendiri
dilakukan tanpa pene-tapan lembaga penyeesaian perselishan hubungan industrid.

Pasal 163

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjalburuh dalam
hal terjadi peru-bahan satus, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan
perusshaan dan pekerjalburuh tidek bersedia meanjutkan hubungan kerja, maka
pekerjalburuh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kai sesual ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kdi ketentuan Pasal 156 ayat (3)
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasa 156 ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjalburuh karena
perubahan datus, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak
bersedia menerima pekerjalburuh di perusshaannya, maka pekerja/burun berhak atas
uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasd 156 aya (2), uang penghargaan
masa kerja 1 (satu) kali ketentuan daam Pasd 156 ayat (3), dan uang penggantian hak
sesual ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).



Pasal 164

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjalburuh karena
perusshaan tutup yang dissbabkan perusshaan mengaami  kerugian secara terus
menerus sdama 2 (dua) tahun, atau keadsan memaksa (force mageur), dengan
ketentuan pekerjalburuh berhak aas uang pesangon sebesar 1 (satu) kai ketentuan
Pasad 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kai ketentuan Pasd
156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Kerugian perusshaan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) harus dibuktikan dengan
lgporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjalburuh karena
perusahaan tutup bukan karena mengdami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau
bukan karena keadaan memaksa (force mgeur) tetapi perusahaan melakukan efisend,
dengan ketentuan pekerjalburuh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali
ketentuan Pasd 156 aya (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kdi
ketentuan Pasd 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasd 156

ayat (4).

Pasal 165
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena
perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerjalburuh berhak atas uang pesangon sebesar 1
(satu) kai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasd 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesua ketentuan Pasdl 156 ayat

(4).

Pasal 166
Ddam hd hubungan kerja berakhir karena pekerjalburun meninggad dunia, kepada ahli
warisnya diberikan sgumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2
(duad) kai uang pesangon sesua ketentuan Pasd 156 ayat (2), 1 (satu) kai uang
penghargaan masa kerja sesua ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak
sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 167

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjalburuh karena
memasuki usa pensun dan agpabila pengusaha telah mengikutkan pekerjalburuh pada
program pensun yang iurannya dibayar penuh oleh pengussha, maka pekerjalburuh
tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesua ketentuan Pasd 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja sesua ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas
uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Ddam hd besanya jaminan aau manfeat pensun yang diterima sekaligus ddam
progran pensun se-bagaimana dimaksud ddam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada
jumlah uang pesangon 2 (dua) kai ketentuan Pasd 156 ayat (2) dan uang penghargaan
masa kerja 1 (satu) kai ketentuan Pasd 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesua
ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka sdishnya dibayar oleh pengusaha.

(3) Ddam hd pengusaha telah mengikutsertekan pekerjalburuh daam program pensiun
yang iurannyapremi-nya dibayar oleh pengussha dan pekerjalburuh, maka yang
diperhitungken dengan uang pesangon yatu uang pensun yang premi/iurannya
dibayar oleh pengusaha.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), aya (2), dan aya (3) dapat diatur
lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

(5) Ddam ha pengussha tidek mengkutsertakan pekerjaburuh  yang mengaami
pemutusan hubungan kerja karena uda pensun pada program  pensun  meka
pengusaha wgjib memberikan kepada pekerjalburuh uang pesangon sebesar 2 (dua)
kai ketentuan Pasd 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(6) Hak atas manfaat pensun sebagaimana yang dimaksud ddam ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) ti-dak menghilangkan hak pekerjalburuh atas jaminan hari tua yang
bersfat wgjib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 168

(1) Pekerjalburuh yang mangkir sdama 5 (lima) hari kerja aau lebih berturut-turut tanpa
keterangan secara ter tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil
oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya
karena dikudifikaskan mengundurkan diri.

(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dadam ayat (1)
harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja

(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) pekerjaburuh yang
bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat
(4) dan diberikan uang pissh yang besarnya dan pelaksanaannya diatur daam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 169

(1) Pekerjalburuh dapat menggukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada
lembaga penydessian pesdishan  hubungan industrid  ddam hd  pengusaha
mel akukan perbuatan sebaga berikut :

a. menganiaya menghina secara kasar atau mengancam pekerjalburuh;

b. membujuk dan/atau menyuruh pekerjalburuh untuk meakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan sdama 3 (tiga) bulan
berturut-turut atau lebih;

d. tidak meakukan kewgjiban yang telah dijanjikan kepada pekerjal buruh;

e. memeintahkan pekerjaburun untuk meaksanakan pekerjaan di  luar yang
diperjanjikan; atau

f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, kesdamatan, kesehatan, dan
kesusilaan pekerjalburuh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada
perjanjian kerja

(2) Pemutusan  hubungan kerja dengan aasan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1)
pekerjalburuh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasd 156 ayat
(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(3) Ddam ha pengusaha dinyatakan tidek meakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
ddam aya (1) oleh lembaga penydesaan persdishan hubungan indudrid maka
pengusaha depat meakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetgpan lembaga
penydesaian persdishan hubungan industrid dan pekerjaburuh yang bersangkutan
tidak berhak atas uang pesangon sesua ketentuan Pasd 156 ayat (2), dan uang
penghargaan masa kerja sesual ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Pasal 170
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidek memenuhi ketenrtuan Pasal 151 ayat (3)
dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasa 162, dan Pasal 169
batd demi hukum dan pengusaha wagib mempekerjakan pekerjalburuh yang bersangkutan
serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

Pasa 171

Pekerjalburuh yang mengdami  pemutusan hubungan Kkerja tanpa penetgpan lembaga
penyedlesaian persdishan hubungan industrid yang berwenang sebagamana  dimeksud
dalam Pasad 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang
bersangkutan  tidek dapat menerima pemutusan  hubungan kerja tersebut, maka
pekerjalburun dapat menggukan gugatan ke lembaga penydesaan persdishan hubungan
indugtrid ddam wektu pding lama 1 (satu) tahun sgak tanggd dilakukan pemutusan
hubungan kerjanya.

Pasal 172
Pekerjalburun yang mengalami sakit berkepanjangan, mengadami cacat akibat kecelakaan
kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)



bulan dapat menggjukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua)
kali ketentuan Pasd 156 aya (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dud) kai ketentuan
Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

BAB XIllI
PEMBINAAN

Pasal 173
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadgp unsur-unsur  dan kegiatan  yang
berhubungan dengan ketena- gakerjaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud daam aya (1), dapat mengikut-sertakan organises
pengusaha, seri-kat pekerja/serikat buruh, dan organisas profes terkait.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud daam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara
terpadu dan terkoordinas.

Pasal 174
Ddam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisas peng-usaha, serikat
pekerjalserikat  buruh dan organisas  profes terkait dapat meakukan kerja sama
internasiond di bidang ketenagakerjaan sesua  dengan  peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 175
(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah
berjasa dalam pem-binaan ketenagakerjaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) depat diberikan daam bentuk
piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 176
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawa pengawas ketenaga-kerjaan yang
mempunya  kompetens dan independen guna menjamin  peleksanaan  perauran
perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 177
Pegawa pengawas ketenagakerjaan sebagamana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan
oleh Menteri atau pgjabat yang ditunjuk.

Pasal 178
(1) Pengawasan ketenagekerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada ingans
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada
pemerintah pusat, pemerintah proving, dan pemerintah kabupaten/kota.
(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud daam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Presiden.
Pasal 179
(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud daam Pasd 178 pada
pemerintah provind dan pemeintah kabupaten/kota wgib menyampakan laporan
pel aksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.
(2) Tata cara penyampaian lgporan sebagamana dimeksud daam ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 180
Ketentuan mengenai  persyaratan penunjukan, hak dan kewgiban, serta wewenang
pegawa pengawas ketenagekerjaan sebagamana dimeksud ddam Pasd 176 sesua
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 181
Pegawa pengawas ketenagakerjaan ddam mdaksanakan tugasnya sebaga-mana
dimaksud dalam Pasal 176 wagjib :
a. merahadakan segala sesuatu yang menurut sfatnya patut dirahasiakan;
b. tidak menyadahgunakan kewenangannya.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 182
(1) Sdan penyidik pgabat Polis Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai
pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagal penyidik pegawal
negeri Spil sesual dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2) Penyidik Pegawa Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
a. medakukan pemeriksaan atas kebenaran lgporan serta keterangan tentang tindak
pidana di bidang ketenaga-kerjaan;
b. meakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga meakukan tindak pidana di
bidang ketenagakerjaan,
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang aau badan hukum sehubungan
dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
d. meakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan aau barang bukti ddam perkara
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
e. meakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di
bidang ketenagakerjaan;
f. meminta bantuan tenaga ahli ddam rangka peaksanaan tugas penyidikan tindak
pidanadi bidang ketenagakerjaan; dan
0. menghentikan penyidikan agpabila tidak terdgpat cukup bukti yang membuktikan
tentang adanya tindak pidanadi bidang ketenagakerjaan.
(3) Kewenangan penyidik pegawa negeri Spil sebagamana dimeksud ddam ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Ketentuan Pidana

Pasal 183
(1) Barang Sapa meanggar ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 74, dikenakan
sankd pidana penjara paing dngkat 2 (dua) tahun dan pding lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagamana dimeksud ddam ayat (1) merupakan tindak pidana
ke ahatan.

Pasal 184
(1) Barang Sapa mdanggar ketentuan sebagaimana dimeksud ddam Pasd 167 ayat (5),
dikenakan sanks pidana penjara paing sngkat 1 (satu) tahun dan pding lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pding
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagamana dimaksud ddam ayat (1) merupakan tindak pidana
kejahatan.

Pasal 185
(1) Barang sigpa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 42 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasa 80, Pasa 82, Pasa 90 ayat (1), Pasal 143,



dan Pasd 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sarks pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan pding lama 4 (empat) tahun dan/atau denda pding sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat
ratus jutarupiah).

(2) Tindek pidana sebagamana dimeksud ddam ayat (1) merupakan tindak pidana
kejahatan.

Pasal 186

(1) Barang sSigpa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 35 ayat (2) dan
ayat (3), Pasa 93 ayat (2), Pasad 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanks pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan pding lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paing sedikit Rp 10.000.000,00 (sepulun juta rupiah) dan paing banyak Rp
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.

Pasal 187
(1) Barang Sapa melanggar ketentuan sebagamana dimaksud ddam Pasd 37 ayat (2),
Pasd 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasa 76, Pasal
78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan
sanks pidana kurungan pding singkat 1 (satu) bulan dan pding lama 12 (dua belas)
bulan dan/atau denda paing sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paing
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagamana dimaksud ddam aya (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.

Pasal 188

(1) Barang sSgpa melanggar ketentuan sebagamana dimeksud ddam Pesd 14 ayat (2),
Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasa 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasd 111
ayat (3), Pasd 114, dan Pasd 148, dikenakan sanks pidana denda paing sedikit Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pding banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagamana dimeksud ddam ayat (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.

Pasal 189
Sanks pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewgjiban
pengussha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja aau
pekerjalburuh.

Bagian Kedua
Sanks Adminidratif

Pasal 190

(1) Menteri atau pgabat yang ditunjuk mengenekan sanks adminidratif atas pelanggaran
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dadam Pasd 5, Pasa 6, Pasd 15, Pasd 25,
Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasa 106,
Pasal 126 ayat (3), dan Pasd 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini sarta
peraturan pelaksanaannya.

(2) Sanks adminigratif sebagaimana dimaksud daam ayat (1) berupa:

teguran;

peringatan tertulis,

pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha;

pembatadan persatujuan;

pembatalan pendaftaran;

penghentian sementara sebagian atau sdluruh dat produks;
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h.  pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengena sanks adminigratif ssbagamana dimeksud ddam ayat (1) dan
ayat (2) diaur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 191
Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagekerjaan tetap berlaku sepanjang
tidek bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan
Undang undang ini.

BAB XVIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 192

Pada saat mulai berlakunya Undang undang ini, maka:

1. Ordonans tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar
Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);

2. Ordonans tangga 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan
KerjaMdam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);

3. Ordonans Tahun 1926 Peraturan mengena Kerja Angk anak Dan Orang Muda Di
Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);

4. Ordonans tanggd 4 Me 1936 tentang Ordonand untuk Mengatur Kegiatan kegiatan
Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);

5. 5. Ordonans tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar
Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);

6. Ordonand Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak anak (Staatsblad
Tahun 1949 Nomor 8);

7. Undang undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang
Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesa Untuk Sduruh Indonesa
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);

8. Undang undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat
Buruh Dan Mgjikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 598a);

9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 8);

10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wgjib Kerja Sarjana (Lembaran Negara
Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);

11. Undang undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau
Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vita (Lembaran
Negara Tahun 1963 Nomor 67);

12. Undang undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengena
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2912);

13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagekerjaan (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);

14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);

15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor
25 Tahun 1997 tentang Ketenaga-kerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042),
dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 193
Undang undang ini mula berlaku padatanggd diundangkan.
Aga sHtigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jekarta
padatanggal 25 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta
padatanggal 25 Maret 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN

UMUM
Pembangunan ketenagekerjaan sebagai bagian integrd dari  pembangunan nasond
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun
1945, dilaksanekan ddam rangka pembangunan manusa Indonesa seutuhnya dan
pembangunan masyarekat Indonesa sduruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat,
dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sgahtera, adil, makmur, dan
merata, baik materiil maupun spiritud.
Pembangunan ketenagekerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi  hak-
hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerjalburuh serta pada
ssat yang bersamaan dapat mewujudkan kondis yang kondusif bagi pengembangan
dunia ussha
Pembangunan  ketenagakerjaan mempunyal  banyak dimens  dan  keterkaitan.
Keterkaitan itu tideak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sdama, sebelum dan
sesudah masa kerja tetgpi  juga keterkaitan  dengan  kepentingan  pengusaha,
pemeintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeuruh
dan komprehensf, antara lan mencakup pengembangan sumberdaya manusa,
peningkatan produktivitas dan daya sang tenaga kerja Indonesa, upaya perluasan
kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan
indugtrid.
Pembinaan hubungan industrid sebagal bagian dari pembangunan ketenagakerjaan
harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan indudtrid  yang  harmonis,
dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadep hak asas
manusa sebagamana yang dituangkan ddam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998
harus diwujudkan. Dadam bidang ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan
tonggak utama daam menegakkan demokras di tempat kerja. Penegakkan demokras
di tempat kerja dihargpkan dapat mendorong partisgpas yang optima dari sduruh
tenaga kerja dan pekerjalburun Indonesia untuk membangun negara Indonesa yang
dicita- citakan.
Bebergpa peraturan perundang-undangan tentang ketenagekerjaan yang berlaku
sdama ini, temasuk sebagian yang merupakan produk  kolonid, menempatkan
pekerja pada poss yang kurang menguntungkan daam pelayanan penempatan tenaga
kerja dan dstem hubungan indudrid yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan
kepentingan sehingga dipandang sudah tidek sesua lagi dengan kebutuhan masa kini
dan tuntutan masa yang akan datang.
Peraturan perundang-undangan tersebut adaah :
Ordonans tentang Pengerahan Orang Indonesa Untuk Melakukan Pekerjaan Di
Luar Indonesia (Staatsblad tahun 1887 No. 8);
Ordonans tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak
Dan KerjaMdam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
Ordonans Tahun 1926 Peraturan Mengena Kerja Anak-anak dan Orang Muda Di
Atas Kapal (Staatshlad Tahun 1926 Nomor 87);
Ordonans tangga 4 Me 1936 tentang Ordonans untuk Mengatur Kegiatan
kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
Ordonans tentang Pemulangan Buruh yang Diterima aau Dikerahkan Dari Luar
Indonesia (Staatshlad Tahun 1939 Nomor 545);
Ordonansg Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad
Tahun 1949 Nomor 8);



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-
undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesa untuk Sduruh
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara
Serikat Buruh dan Mgikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 598 a);
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asng
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wgib Kerja Sarjana (Lembaran
Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2270);
Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan
dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusshaan, Jawatan dan Badan yang Vitd
(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
mengena Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2912);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagekerjaan (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); dan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetgpan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi  Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4042).
Peraturan perundang-undangan tersebut di aas dipandang perlu untuk dicabut dan
diganti dengan Undang-undang yang baru. Ketentuan-ketentuan yang mesh relevan
dari peraturan perundang-undangan yang lama ditampung ddam Undang-undang ini.
Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah dicabut mesh tetap berlaku
sebelum ditetapkannya peraturan baru sebaga pengganti.
Undang-undang ini disamping untuk mencabut ketentuan yang tidek sesua lagi
dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dimeksudkan juga untuk menampung
perubahan yang sangat mendasar di segda aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan
dimulainyaerareformas tahun 1998.
Di bidang ketenagakerjaan internasond, penghargaan terhadap hak asas menuda di
tempat kerja dikend medui 8 (deapan) konvens desar Internationa Labour
Organization (ILO). Konvens dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu :
- Kebebasan Berserikat (Konvens 1LO Nomor 87 dan Nomor 98);
Diskriminag (Konvend ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
Kerja Paksa (Konvens ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
Perlindungan Anak (Konvens ILO Nomor 138 dan Nomor 182 ).
Komitmen bangsa Indonesa terhadap penghargaan pada hak asas manusia di tempat
kerja antara lain diwujudkan dengan merdifikes kedelgpan konvens dasar tersebut.
Sgadan dengan ratifikas konvens mengena hak dasar tersebut, maka Undang-undang
ketenagakerjaan yang disusun ini harus pula mencerminkan ketaatan dan penghargaan
pada ketujuh prinsip dasar tersebut.
Undang undang ini antaralain memueat :
Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
Perencanaan tenaga kerja dan informas ketenagakerjaan;
Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/
buruh;
Pdaihan keja yang diaahkan untuk meningkatkan dan  mengembangkan
keterampilan serta keshlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja
dan produktivitas perusahaan.



Pelayanan penempatan tenaga kerja daam rangka pendayagunaan tenaga kerja
secara optima dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesua dengan
harkat dan martabat kemanusiaan sebaga bentuk tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat daam upaya perluasan kesempatan kerja;

Penggunaan tenaga kerja adng yang tepat sesua dengan kompetens  yang
diperlukan;

Pembinaan hubungan indudrid yang sesua dengan nila-nila Pancasla diarahkan
untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
antar para pelaku proses produksi;

Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan indudtrid, termasuk  perjanjian
kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit,
pemasyarakatan hubungan industrid dan penydessian persdish-an  hubungan
indudtrid;

Pelindungan  pekerjalburuh, termasuk  perlindungan  atas hak-hak  dasar
pekerjalburuh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan kesdamatan, dan
kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerjalburuh perempuan, anak, dan
penyandang ceca, serta perlindungan tentang upah, kesgahteraan, dan jaminan
sosd tenaga kerja;

Pengawasan ketenagekerjaan dengan maeksud agar dalam peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksana-kan sebagaimana
mestinya.

1. PASAL DEMI PASAL
Pasa 1
Cukup jelas
Pasal 2
Pembangunan ketenagekerjaan dilaksanakan ddam rangka pembangun-an manusa
Indonesia seutuhnya Oleh sebab itu, pembangunan ketenaga-kerjaan dilaksanakan
untuk mewujudkan manusa dan masyarakat Indonesa yang sgahtera, adil, makmur,
dan merata baik materiil maupun spiritud.
Pasa 3
Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesual dengan asas pembangunan
nesona, khususnya asas demokras Pencasla sata asas adil dan meraa
Pembangunan ketenagekerjaan mempunya banyak dimens dan keterkaitan dengan
berbagal pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerjalburuh. Oleh sebab itu,
pembangunan ketenaga-kerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama
yang saling mendukung.
Pasal 4
Huruf a
Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang
terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja sdluas-luasnya bagi tenaga kerja
Indonesa Medui pemberdayaan dan pendayagunaan ini dihargpkan tenaga kerja
Indonesia dapat berpartisipas secara optima daam Pembangunan Nasiond, namun
dengan tetap menjunjung nilai-nila kemanusiaannya.
Huruf b
Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di sduruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagal satu kesatuan pasar kerja dengan nemberikan kesempatan
yang sama untuk memperolen pekerjaan bagi sduruh tenaga kerja Indonesa sesua
dengan bakat, minat, dan kemampuannya Demikian pula pemerataan penempatan
tenaga kerja perlu diupayakan agar depat mengis kebutuhan di sduruh sektor dan
daerah.
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasa 5



Setigp tenaga kerja mempunya hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kdlamin, suku, ras,
agama, dan diran politik sesua dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang
bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Pasal 6

Pengusaha harus memberikan hak dan kewsgiban pekerja/buruh tanpa membedakan
jenis kelamin, suku, ras, agama, warnakulit, dan diran politik.

Pasa 7

Ayat (1)

Perencanaan tenaga kerja yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dilakukan
melaui pendekatan perencanaan tenaga kerjanasiona, daerah, dan sektoral.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja makro addah proses penyusunan
rencana ketenagakerjaan secara Ssemdis yang memuat pendayagunsan  tenaga
kerja secara optimd, dan produktif guna mendukung pertum-buhan ekonomi atau
sodd, bak secara nasond, daerah, maupun sektord sehingga dapat membuka
kesempatan kerja sdluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan
kesgahteraan pekerjalburuh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja mikro adalah proses penyusunan
rencana ketenagakerjaan secara ddematis ddam  suatu  ingand, bak ingang
pemerintah maupun Swvasta ddam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja
secara optima dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada
ingang aau perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Informas  ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah sesua dengan maksud disusunnya
perencanaan tenaga kerja nasiona, perencanaan tenaga kerja daerah proving atau
kabupaten/kota.

Ayat (2)

Dadam rangka pembangunan ketenagekerjaan, partispas swasta diharapkan dapat
memberikan informas  mengena  ketenagekerjaan.  Pengertian  swasta  mencakup
perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat di pusat, provingd
atau kabupaten/ kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasa 9

Yang dimaksud dengan peningkatan kesgahteraan daam pasd ini addah kesgahteraan
bagi tenaga kerja yang diperoleh karena terpenuhinya kompetens kerja melalui peatinan
kerja

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetagpan standar kompetens kerja dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan
sektor terkait.

Aya (3)

Jenjang pelatihan kerja pada umumnyaterdiri atas tingkat dasar, terampil, dan ahli.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasd 12

Ayat (1)



Pengguna tenaga kerja terampil addah pengusaha, oleh karena itu pengusaha
bertanggung jawab mengadakan peaihan kerja untuk meningkatkan kompetens
pekerjanya.

Ayat (2)

Peningkatan dan/atau pengembangan kompetens diwgibkan bagi pengusaha karena
perusahaan yang akan memperoleh manfaet hasil kompetens pekerjalburuh.

Ayat (3)

Pelaksanaan pelatiihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada
di perusahaan agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peaihan keja swasta juga termasuk pdatihan  kerja
perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasd 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendaftaran  kegiatan peddihan yang disdenggarekan oleh indans  pemerintah
dimaksudkan untuk mendepatkan informas  sehingga hesl pdaihan, sarana dan
prasarana pelatihan dapat berdayaguna dan berhasiiguna secara optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sertifikas kompetens adalah proses pemberian sertifiket kompetens yang dilakukan
Secara 9ddemdis dan obyektif medui uji kompetens yang mengacu kepada standar
kompetens nasiona darvatau internasiond.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Sgem pdatihan kerja nasond addah keterkaitan dan keterpaduan berbagal  unsur
pelatihan kerja yang antara lain mdiputi peserta, biaya, sarana, dan prasarana, tenaga
kepdatihan, program dan metode, sarta lulusan. Dengan adanya sstem pdatihan kerja
nesond, semua unsur dan sumber daya pdatihan kerja nasond yang terscbar di
ingans pemerintah, swasta, dan perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)



Cukup jelas

Pasd 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak pesarta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor,
memperoleh jaminan sosd tenaga kerja, memperolen  sertifikat gpabila  lulus di
akhir program.

Hak pengusaha antara lain berhak aas hasil kerjaljasa peserta pemagangan, merekrut
pemagang sebaga pekerjalburuh bila memenuhi persyaratan.

Kewgjiban pesarta pemagangan antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti
tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan.

Adapun kewgiban pengustha antara lan menyedigkan uang saku dan/atau uang
trangpor bagi pesata pemagangan, menyediekan faslitas peatihan, menyediakan
ingtruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Jangka waktu pemagangan bervarias sesual dengan jangka waktu yang diperlukan untuk
mencapal standar kompetens yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.

Ayat (3)

Dengan datus sebagal pekerjalburuh di perusahaan yang bersangkutan, maka berhak
atas segda hd yang diatur daam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 23

Sartifikes depat dilakukan oleh lembaga sartifikes yang dibentuk dan/atau diskreditas
oleh pemerintah bila programnya berdfat umum, aau dilakukan oleh perusahaan yang
bersangkutan bila programnya bersifat khusus.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasd 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan perusshaan ddam ayat ini addah agar terjamin
tersedianya tenaga terampil dan ahli pada tingkat kompetens tertentu seperti juru las
goesdisddam air.

Yang dimeksud dengan kepentingan masyaakat misdnya untuk  membuka
kesempatan bagi masyarakat memanfaatkan industri yang bersifat spesfik  seperti
teknologi budidaya tanaman dengan kultur jaringan.

Yang dimaksud dengan kepentingan negara misdnya untuk menghemat devisa negara,
maka perusshaan diharuskan melaksanakan program pemagangan seperti  keahlian
membuat dat-dat pertanian modern.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terbuka adalah pemberian informas kepada pencari kerja
secara jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja Ha ini



diperlukan untuk mdindungi pekerjalburuh serta untuk  menghindari  terjadinya
persdishan satelah tenaga kerja ditempatkan.

Yang dimaksud dengan bebas addah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan
pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja
dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa
untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.

Yang dimaksud dengan obyektif adadah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan
yang cocok kepada pencari kerja sesua dengan kemampuannya dan persyaratan
jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhaikan kepentingan umum dengan tidak
memihak kepada kepentingan pihak tertentu.

Yang dimaksud dengan adil dan setara addah penempatan tenaga kerja dilakukan
berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidek didasarkan atas ras, jenis kelamin,
warnakulit, agama, dan diran politik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di sduruh wilayah Negara Republik
Indonesa sebagal satu kesatuan pasar kerja nasona dengan memberikan kesempatan
yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi sduruh tenaga kerja sesua dengan
bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan kesempatan kerja perlu
diupayakan agar dagpat mengis kebutuhan tenaga kerja di seluruh sektor dan daerah.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Sebddum  undang-undang mengenal  penempatan tenaga kerja di  luar  negeri
diundangkan maka segala peraiuran perundangan yang mengatur penempatan tenaga
kerjadi luar negeri tetap berlaku.

Pasal 35

Ayat (1)

Y ang dimaksud pemberi kerja adalah pemberi kerjadi dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Penetgpan indans  pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
tingkat pusat dan daerah ditentukan sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Karena upaya perluasan kesempatan kerja mencekup lintas sektord, maka harus
disusun kebijakan nasond di semua sektor yang dapat menyergp tenaga kerja secara
optima. Agar kebijakan nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka
pemerintah dan masyarakat bersama- sama mengawasinya secara terkoordinas.



Pasal 42

Ayat (1)

Perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing dimaksudkan
agar penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara sdlektif dadam
rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asng merupakan persyaratan untuk
mendapatkan izin kerja (IKTA).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan badan internasonal ddam aya ini addah badan-badan
internesond yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga yang bernaung di bawah
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antaralain ILO, WHO, atau UNICEF.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasa 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar kompetens addah kudifikes yang harus dimiliki oleh
tenaga kerja warga negara asng antara lan pengetahuan, keshlian, keterampilan di
bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan atau
menduduki jabatan tenaga kerja asng yang didampinginya. Pendampingan tersebut
lebih dititikberatkan pada dih teknologi dan dih keshlian agar tenaga kerja
pendamping tersebut depat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya dihargpkan
dapat mengganti tenaga kerjaasing yang didampinginya.

Huruf b

Pendidikan dan pdatihan kerja oleh pemberi kerja tersebut dapat dilaksanakan bak di
ddam negei maupun dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk berlatih di
luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Kewgiban membayar kompensas dimaeksudkan daam rangka menunjang upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Pada prindpnya pefjanjian kerja dibuat secara tertuliss namun meihat  kondis
masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara
lisan.

Ayat (2)

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesua dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lan perjanjian kerja waktu tertentu,
antarkerja antardaerah, antarkerja antarnegara, dan perjanjian kerjalaut.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan addah para pihak yang mampu
atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, yang
menandatangani perjanjian adaah orang tua atau wainya.

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidek boleh bertentangan daam ayat ini addah gpabila di
perusshaan telah ada peraturan perusshaan atau perjanjian kerja bersama, maka is
perjanjian kerja bak kuditas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja ~ bersama i perusahaan yang
bersangkutan.

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas



Pasal 59

Ayat (1)

Pejanjian kerja ddam aya ini dicaakan ke ingand yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang berdfa tetgp dalam ayat ini adadah pekerjaan
yang dfanya terus menerus, tidek terputus-putus, tidek dibatas waktu dan merupakan
bagian dari suatu proses produks dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan
musiman.

Pekerjaan yang bukan musman addah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau
suatu kondis tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus
menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu
proses produks, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya
suatu kondis tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang
tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu
tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila
perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus
diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan daam surat
pengangkatan. Dalam ha tidak dicantumkan daam perjanjian kerja atau dalam surat
pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan  kerja  dianggap  tidak
ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Keadaan aau kgadian tertentu seperti bencana dam, kerusuhan sosd, aau gangguan
keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



Ayat (5)

Yang dimaksud hak-hak yang sesua dengan perundang-undangan yang berlaku atau
hak-hak yang telah diatur dadam pejanjian kerja, peraturan perusshaan, atau
perjanjian kerja bersama adadah hak-hak yang harus diberikan yang lebih bak dan
menguntungkan pekerjalburuh yang bersangkutan.

Pasd 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang
berhubungan langsung dengan proses produks, pengusaha hanya diperbolehkan
mempekerjakan pekerjalburun dengan perjanjian  kerja waktu tertentu dan/atau
perjanjian kerjawaktu tidak tertentu.

Yang dimeksud kegiatan jesa penunjang aau kegiatan yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produks addah kegiatan yang berhubungan di luar usaha
pokok (core business) suatu perusahaan.

Kegiaian tersebut antara lain: ussha pelayanan kebershan (cleaning service), usaha
penyedisan makanan bagi pekerjaburun catering, ussha tenaga pengaman
(security/satuan pengamanan), usadha jasa penunjang di petambangan dan
perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerjalburuh.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Perlindungan upah dan kesgahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyeesaian
persdishan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerjalburuh harus sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekerjalburuh yang bekerja pada perusshaan penyedia jasa pekerjalburuh memperoleh
hak (yang sama) sesua dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama aas perlindungan upah dan kesgahteraan, syarat-syarat kerja, serta
persdishan yang timbul dengan pekerja buruh lainnya di perusshaan pengguna jasa
pekerjalburuh.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Pelindungan sebagamana  dimeksud ddam aya ini misdnya penyediaan
akseshilitas, pemberian dat kerja, dan da pdindung diri yang disesuaikan dengan
jenis dan dergjat kecacatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jeas

Pasal 69

Cukup jelas



Pasa 70
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan
bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usiaini tidak terhambat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasd 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasa 75

Ayat (1)

Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimaksudkan untuk
menghapuskan aau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja  Upaya
tersebut harus dilakukan secara terencang, terpadu, dan terkoordinas dengan instans
terkait.

Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misdnya anak penyemir sepatu atau anak
penjual koran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Yang betanggung jawab atas peanggaan ayat ini addah pengusaha  Apabila
pekerjalburun perempuan yang dimaksud ddam ayat ini dipekerjakan antara pukul
23.00 sampa dengan pukul 07.00 maka yang bertanggung jawab atas peanggaran
tersebut adalah pengusaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud sektor usdha aau pekerjaan tetentu ddam aya ini misdnya
pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantal, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan
jarak jauh, pekerjaan di kapd (laut), atau penebangan hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasd 78

Ayat (1)

Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena
pekerjalburuh harus mempunya waktu yang cukup untuk istiraha dan memulihkan
kebugarannya. Namun, dadam hd-hd tertentu terdgpat kebutuhan yang mendesak



yang harus disdesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga pekerjalburun harus
bekerja melebihi waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Sdama menjdankan idirahat panjang, pekerjalburuh diberi uang kompensas hak
igirahat tahunan tahun keddlapan sebesar %2 (setengah) bulan ggji dan bagi perusahaan
yang tdah memberlakukan idirahat panjang yang lebih baik dari ketentuan undang-
undang ini, makatidak boleh mengurangi dari ketentuan yang sudah ada

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 80

Yang dimaksud kesempatan secukupnya yaitu  menyedigkan  tempat  untuk
melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerjaburun  dgpat  melaksanakan
ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondis dan kemampuan perusahaan.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Lamanya idtirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan
atau bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya dalam pasal ini addah lamanya waktu
yang diberikan kepada pekerjalburun perempuan untuk menyusui bayinya dengan
memperhatikan tersedianya tempat yang sesua dengan kondis dan  kemampuan
perusahaan, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ddam ayat ini dimaksudkan untuk meayani kepentingan dan kesgjahteraan
umum. Di samping itu untuk pekerjaan yang karena dfat dan jenis pekerjaannya
tidak memungkinkan pekerjaan itu dihentikan.

Ayat (3)

Cukup jelas



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Upaya kesdamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan
kesdamatan dan meningkatkan dergat kesehatan para pekerjalburuh dengan cara
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat
kerja, promos kesehatan, pengobatan, dan rehabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sstem mangemen kesdamatan dan kesehatan kerja addah
bagian dari ssem mangemen perusshaan secara kesduruhan yang mdiputi struktur
organisad, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber
daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penergpan, pencapaian, pengkgian, dan
pemdiharaan kebijakan kesdamatan dan kesehatan kerja ddam rangka pengendaian
risko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,
efisen, dan produkiif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penghesilan yang memenuhi  penghidupan yang layak adaah
jumlah penerimaan atau pendapatan pekerjad buruh dari hasil pekerjaannya sehingga
mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerjalburuh dan keluarganya secara wgar yang
meliputi  makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan,
rekread, dan jaminan hari tua.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Upah minimum sektoral depat ditetgpkan untuk kelompok lapangan usaha beserta
pembagiannya menurut klasfikes lgpangan usaha Indonesa untuk kabupatervkota,
proving, bebergpa provind atau nasond dan tidek boleh lebih rendah dari upah
minimum regiona daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak daam
aya ini idah sdtigp penetgpan upah minimum harus disesuakan dengan tahgpan
pencgpaian pebandingan upah minimum dengan  kebutuhan hidup layak yang
besarannya ditetgpkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jas

Ayat (4)

Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan
hidup layak terssbut merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum yang
sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha

Pasal 90



Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penangguhan pdaksanaan upah minimum bagi perusshean yang tidek mampu

dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah

minimum yang belaku ddam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut

berakhir maka perusshaan yang bersangkutan wagib meaksanakan upah minimum

yang berlaku pada saat itu tetgpi tidak wgib membayar pemenuhan ketentuan upah

minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Penyusunan sruktur dan skaa upah dimaksudkan sebagal pedoman penetapan upah

sehingga terdapat  kepastian upah tigp pekerjalburun  sarta untuk  mengurangi

kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.

Aya (2)

Peninjauan upah dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestas kerja,

perkembangan, dan kemampuan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasanya berlaku untuk semua

pekerjalburuh, kecudi apabila pekerjalburuh yang bersangkutan tidak dapat

melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud  pekerjalburun skit  idah  skit menurut  keterangan

dokter.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan menjdankan kewgiban terhadep negara addah meaksanakan

kewgjiban negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran upah kepada pekerjalburuh yang menjaankan kewgjiban terhadap negara

dilaksanakan apabila:

a. negaratidak melakukan pembayaran; aau

b. negara membayar kurang dari upah yang biasa diterima pekerjalburuh, dadam ha
ini maka pengusaha wajib membayar kekurangannya.

Huruf e

Yang dimeksud dengan menjdankan kewgiban ibadah menurut agamanya adaah

melaksanakan  kewgiban ibadah menurut agamanya yang tdah diatur dengan

peraturan perundang-undangan.

Huruf

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)



Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 94

Yang dimaksud dengan tunjangan tetap ddam pasd ini addah pembayaran
kepada pekerjalburuh yang dilakukan secara teratur dan tidek dikaitkan dengan
kehadiran pekerjalburuh atau pencapaian prestas kerja tertentu.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud didahulukan pembayarannya addah upah pekerjalburun harus dibayar
lebih dahulu dari pada utang lainnya.

Pasal 96

Cukup jelas

Pasd 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fadlitas kesgahteraan antara lain  pdayanan  kduarga
berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerjalburuh, fadlitas beribadah,
faslitas olah raga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan faglitas rekrees.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha-usaha produktif di perusshaan addah kegiatan yang
bergfat ekonomis yang menghasiikan pendapatan di luar upah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidek masuk menjadi anggota serikat
pekerjal/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh.

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Pada perusshaan dengan jumlah pekerjalburuh kurang dari 50 (lima puluh) orang,
komunikes dan konsultas mash dapat dilakukan secara individua dengan bak dan
efektif. Pada perusahaan dengan jumlah pekerjalburuh 50 (lima puluh) orang aau
lebih, komunikas dan konsultas perlu dilakukan melaui sstem perwakilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan syarat kerja adadah hak dan kewgiban pengusaha dan
pekerja/buruh yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidek bolen bertentangan dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku addah peraturan perusahaan tidek boleh lebih
rendah kuditas atau kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan gpabila ternyata bertentangan, maka yang berlaku adadah ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan sdinan perauran perusshaan
kepada setigp pekerjalburuh, menempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh para
pekerjalburuh, atau memberikan penjelasan langsung kepada pekerja/buruh.



Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Pembuatan perjanjian kerja bersama harus dilandas dengan itikad bak, yang berarti
harus ada kgujuran dan keterbukaan para pihak serta kesukardaan/kesadaran yang
artinya tanpa ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain.

Ayat (3)

Dadam hd perjanjian kerja bersama dibuat dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan
ddam bahasa lain, apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku perjanjian
kerja bersama yang menggunakan bahasa Indonesia

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 117

Penydlessan meaui  prosedur penyeesaian persdishan hubungan indudtrial  dapat
dilakukan mddui lembaga penydesaian persdishan hubungan industrid.

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasa 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku adalah kuaitas dan kuantitas iS perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih
rendah dari peraturan perundangan-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas



Pasd 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Yang dimaksud dengan gagdnya perundingan ddam pasd ini addah tidek

tercapainya kesepakatan penydesaan persdishan hubungan indudtrid yang depat

dissbabkan karena pengusaha tidek mau melakukan perundingan atau perundingan

mengdami jaan buntu.

Yang dimaksud dengan tertib dan dama addah tidak mengganggu keamanan dan

ketertiban umum, dav/atau mengancam kesdamatan jiwa dan hata benda milik

perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakét.

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

- Yang dimaksud dengan perusshaan yang meayani kepentingan umum dan/atau
perusshaan yang jenis kegiatannya membahayaken kesdamaan jiwa manusa
addah rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta
api, pengontrol pintu ar, pengontrol arus ldu lintas udara, dan pengontrol arus lau
lintas lat.
Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa yatu pemogokan
yang dilakukan oleh para pekerjalburuh yang tidak sedang menjalankan tuges.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tempat mogok kerja addah tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggung jawab

pemogokan yang tidak menghaangi pekerjalburuh lain untuk bekerja

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan menghdang-hdangi dalam ayat ini antaralain dengan cara.:

a.  menjatuhkan hukuman;

b. mengintimidas dalam bentuk gpapun; atau

c. medakukan mutas yang merugikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145



Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh meanggar hak normatif addah pengusaha
secaa nyata tidek bersedia memenuhi kewgibannya sebagaimana dimaksud dan/atau
ditetapkan dadam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,
atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, meskipun sudah ditetgpkan dan
diperintahkan oleh pgabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pembayaran upah pekerjalburuh yang mogok daam pasd ini tidek menghilangkan
ketentuan pengenaan sanks  terhadgp pengusaha yang meakukan pelanggaran
ketentuan normatif.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dadamhd penutupan perusshaan (lock out) dileakukan secara tideak sah  atau
sebagal tindakan balasan terhadap mogok yang sah aas tuntutan normétif, maka
pengusaha wajib membayar upah pekerjalburuh.

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan segda upaya ddam aya ini addah kegiaan-kegiaan yang
postif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja
antara lan pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan
memberikan pembinaan kepada pekerjalburuh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Ayat (1)

Keluarga pekerjalburun yang menjadi tanggungan adaah ideri/suami, anak aau orang
yang sah menjadi tanggungan pekerjaburuh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atall perjanjian kerja bersama.

Ayat (2)



Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masng-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesua
dengan ketentuan yang diatur daam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.

Dadam hd surat peringatan diterbitkan secara berurutan meka surat  peringatan
pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerjalburun meakukan
kembai pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama maesh ddam tenggang waktu 6 (enam) bulan meaka
pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunya jangka
waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sgjak diterbitkannya peringatan kedua.

Apabila pekerjalburun mash melakukan pdanggaran ketentuan ddam perjanjian kerja
aau peraiuran perusshaan atau  perjanjian  kerja bersama, pengusaha dapat
menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku sdama 6 (enam) bulan sgak
diterbitkannya peringatan ketiga.

Apabila ddam kurun wektu peringatan ketiga pekerjalburun kembai meakukan
pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusshaan atau perjanjian kerja bersama,
meaka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.

Ddam hd jangka waktu 6 (enam) bulan sgak diterbitkannya surat peringatan pertama
sudah terlampaui, maka apabila pekerjalburun yang bersangkutan melakukan kembali
pelanggaran perjanjian kerja aau peraturan perusshaan atau perjanjian kerja bersama,
maka sura peringatan yang diterbitkan olen pengussha addah kembdi sebaga
peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga.

Perjanjian kerja aau peraturan perusshaan aau perjanjian kerja bersama dapat
memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir.
Apabila pekerjalburuh  meakukan pelanggaran pejanjian  kerja aau  peraturan
perusshaan atau perjanjian kerja bersama ddam tenggang waktu masa berlakunya
peringatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat meakukan pemutusan
hubungan kerja.

Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagal upaya mendidik pekerjalburuh
agar dgpa memperbaiki kesdahannya dan di 99 lan waktu 6 (enam) bulan ini
merupakan waktu yang cukup bagi pengussha untuk meakukan penilaan terhadap
kinerja pekerja/lburuh yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166



Cukup jelas
Pasal 167
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Contoh dari ayat ini addah :
Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerjalburuh addah Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensun menurut
program pensun adaah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam
pengaturan program pensun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh
pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh pekerjalburuh 40% (empat puluh
perseratus), maka:
= Pehitungan hasl dai premi yang sudah dibayar oleh pengussha addah
sebesar 60% x Rp 6.000.000,00 = Rp 3.600.000,00
= Besanya santunan yang preminya dibayar oleh pekerjad buruh adaah sebesar
40% X Rp 6.000.000,00 = Rp 2.400.000,00
= Jadi kekurangan yang mash haus dibayar oleh Pengussha sebesr Rp
10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00
= Sehingga uang yang diterima oleh pekerjalburuh pada ssat PHK karena pensiun
tersebut adalah :
O Rp 3.600.00000 (santunan dari penyelenggara program  pensun  yang
preminya 60% dibayar oleh pengusaha)
O Rp 6.400.000.00 (berasd dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh
pengusaha)
O Rp 2400.000.00 (santunan dari penydenggara program pensun yang
preminya 40% dibayar oleh pekerjalburuh)

+
Jumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
Ayat (4)
Cukup jeas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 168
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut ddam ayat ini addah pekerjalburuh
telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada damat pekerjalburuh sebagaimana
tercatat di perusahaan berdasar-kan laporan pekerjalburuh. Tenggang waktu antara
pemanggilan pertama dan kedua paing sedikit 3 (tiga) hari kerja
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Tenggang wakitu 1 tahun dianggap merupakan wakiu yang cukup layak untuk
mengg ukan gugetan.
Pasd 172
Cukup jelas
Pasal 173



Ayat (1)

Yang dimeksud dengan pembinean ddam ayat ini addah kegiaan yang dilakukan
secara berdaya guna dan berhasl guna untuk memperoleh hasil yang lebih bak untuk
meningkatkan dan mengembangkan semua  kegiatlan yang berhubungan dengan
ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang melakukan koordines ddam ayat ini addah indans yang bertanggung jaweb di
bidang ketenagakerjaan.

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Yang dimaksudkan dengan independen ddam pasd ini addah pegawa pengawas
dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasa 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Yang dimaksud peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan dalam undang-
undang ini addah peraturan pedaksanaan dari berbaga undang-undang di  bidang
ketenagakerjaan balk yang sudah dicabut maupun yang mesh berlaku. Daam hd
peraturan pelaksanaan belum dicabut atau diganti berdasarkan undang-undang ini,
agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka ddam Pasd ini tetap diberlakukan
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Demikian pula, agpabila terjadi suatu perisiwva atau kasus ketenagakerjaan sebelum
undang-undang ini berlaku dan mash ddam proses penydesaian pada lembaga
penydesaan persdishan hubungan indudrid, meka sesua dengan asas legditas,
terhadap perisiwa atau kasus ketenagekerjaan tersebut diselesaikan berdasarkan
peraturan pel aksanaan yang ada sebelum ditetapkannya undang-undang ini.
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PREZIDEM
REPUBLIK INDOMNESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG

Menimbang

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang
secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat
universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh
diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung
tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam
sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya);

bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud
pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara
Republik Indonesia sebagai negara hukum yang
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang
menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di
dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk
secara terus menerus memajukan dan melindungi hak
asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

e. bahwa . ..



Mengingat

bahwa . berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pengesahan International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Pasal S ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D,
Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan . . .



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL
COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA).

Pasal 1

(1) Mengesahkan International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan Declaration
(Pernyataan) terhadap Pasal 1.

(2) Salinan naskah asli International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Declaration
(Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana
terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..



A T
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
HAMID AWALUDIN
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

UMUM

Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya Sipil dan Politik.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human
Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya
disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan
kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil
pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan
dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan
efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri
maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah
yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan
kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen
internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan
hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi
Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan
DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta
rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada
tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi
yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta
kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui
perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta

kepada . ..



kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak
asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2)
Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga
menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus
memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat
pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk
menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai
dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953
dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada
tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas
mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara
mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas.
Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB
membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun
1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal,
naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966.
Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI),
MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik
bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak
Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945
menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari
kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah
memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat
penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas
kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan
(Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di
dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara
Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2); hak setiap warga negara

Indonesia . . .



Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2);
hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28);
kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29
ayat (2); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31
ayat (1) ).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut
meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara
kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15
Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi
Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar
pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban
Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus
1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung
tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS
RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5
Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar
pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban
Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan
bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang
bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping
komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950,
Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan
dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan
keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi
perburuhan yang dihasilkan oleh International Labour Organization
(Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia
II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah
Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh
Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan
mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni
Convention on the Political Rights of Women 1952 (Konvensi tentang Hak-
hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun
1958.

Dalam . . .



Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan
perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa
upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan
oleh kepentingan kekuasaan.

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak
mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan
selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak
memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik,
sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah
membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi
terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk
menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM
melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan
dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun
2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan
ratifikasi atau pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984 (Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984)
pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor S Tahun 1998;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat
"Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia"
(Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II).

Konsideran . . .



Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan,
antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah
mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi
pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (huruf b) dan "bahwa bangsa
Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi
manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya
mengenai hak asasi manusia” (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR
tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa —mempunyai tanggung jawab untuk
menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration
of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai
hak asasi manusia” (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa
DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,
Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM
dan yang lazim disebut sebagai 'International Bill of Human Rights"
(Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan
instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan
perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan
dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan
dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan
dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat
disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua
Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia
terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM  dengan
mengintegrasikan  ketentuan-kelentuan penting dari instrumen-
instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam
BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan
sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang
kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

serta ...



serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu
mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM,
khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
serta International Covenant on Cwil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya.

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang
ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan
yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-
pasal yang mencakup 31 pasal.

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya
menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM,
mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi
pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam
kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui
bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati
kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan
kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap
orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta
hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk
menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara,
termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan
Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian,
untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti
yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun
1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-
Langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang
diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut
tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan

memperhatikan . . .



memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan
sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak
ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk
ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan
pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal
itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud
memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan
ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok,
atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan
tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun
yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang
ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya
pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang
berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau
kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut
atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di
bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6),
hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal
7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas
jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan
dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang
muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11),
hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi
yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan
hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasall).

Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai
pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk
menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai
tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam
penaatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17),
penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan
Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai

hak-hak . ..



II.

hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak
ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai
mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus
yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini
(Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam
Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat
pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas
kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur pokok-pokok
yang bersifat prosedural (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), dan yang
mencakup pengaturan penandatanganan, pengesahan, aksesi, dan
penyimpanan Kovenan ini, serta tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai
penyimpan (depositary) (Pasal 26 dan Pasal 30), mulai berlakunya
Kovenan ini (Pasa! 27), lingkup wilayah berlakunya Kovenan ini di negara
pihak yang berbentuk federal (Pasal 28), prosedur perubahan (Pasal 29),
dan bahasa yang digunakan dalam naskah otentik Kovenan ini (Pasal 31).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat (1)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya) dan International Covenant on Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling
terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun
1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak
asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi
dan saling tergantung (interdependent). Pemajuan,
perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini
harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaaan,
pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak ekonomi, sosial,
dan pudaya tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman
hak-hak sipil dan politik.

Ayat (2) . ..



(Ayat 2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya
dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah
asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Declaration (Pernyataan)
terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4557
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PRESIDEMN
REPUBLIK IMDOMESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENT ANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang

secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat
universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh
diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat

internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung
tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam

sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);

. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud

pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara
Republik  Indonesia sebagai mnegara hukum yang
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang
menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di
dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk
secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak
asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

e. bahwa ...



Mengingat

. %

. bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu membentuk Undang-
Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil
and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Sipil dan Politik).

. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat

(1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E,
Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan . . .



Menetapkan

o - )

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL
COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN
INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK).

Pasal 1

(1) Mengesahkan International Covenant on Civil and Political
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1.

(2) Salinan naskah asli International Covenant on Civil and
Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik) dan Declaration (Pernyataan) terhadap
Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam
bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

UMUM

Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights
(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat
DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan
dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian
untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan
penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif,
baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di
kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi
mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan
kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen
internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan
hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi
Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan
DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta
rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada
tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi
yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta
kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di
lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui
perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta

kepada . . .



kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi
manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan
mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan
secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak
mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat Pasal yang akan
menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan
nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai
dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 19353
dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada
tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas
mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara
mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas.
Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB
membahas rancangan naskah Kovenan itu Pasal demi Pasal mulai tahun
1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal,
naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966.
Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI),
MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-
sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan
Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Kovenan Internasionaf tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol
Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
mulai berfaku pada tanggal 23 Maret 1976.

Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International Covenant
on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil
dan Politik)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945
menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari
kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah
memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat
penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas
kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan
(Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam
hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia

atas . ..



atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas
kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat
dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap
warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut
meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara
kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15
Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi
Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-
pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah
untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus
1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung
tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS
RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli
1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-
pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah
untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan
sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang
bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen
nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga
menegaskan  komitmen  internasionalnya dalam = pemajuan dan
perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan
Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan
yang dihasilkan oleh International Labour Organization (Organisasi
Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan
dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda,
menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi
Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan
sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni Convention on the
Political Rights of Women 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik
Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam . . .



Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan
perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya
tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh
kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa
dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan, perlindungan
HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan
tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi,
politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah
membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi
terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk
menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM
melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan
dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun
2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan
ratifikasi atau pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984 (Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28
September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor
29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi International Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan dan
perlindungan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan
Stkap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka )
dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II).

Konsideran . . .



Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan,
antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah
mengamanatkan  pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi
pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara' (huruf b) dan "bahwa bangsa
Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi
manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya
mengenai hak asasi manusia’ (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR
tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota
Perserikatan = Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab — untuk
menghormati Deklarasi Universal Hak Asast Manusia (Universal Declaration
of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai
hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa
DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik,
Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM
dan yang lazim disebut sebagai "International Bill of Human Rights" (Prasasti
Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-
instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan
perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan
dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan
dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan
dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat
disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua
Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia
terhadap upaya pemajuan dan = perlindungan HAM dengan
mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen
internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA
tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai
dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian
disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Sesuai . . .



Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi
manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta
komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional
untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan
instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik
yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan
yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok
lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal
yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan
kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi
HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras
bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam
kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa,
sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati
kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan
hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk
dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi,
sosial dan budayanya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk
menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara,
termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan
Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian,
untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti
yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun
1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap Negara Pihak untuk menghormati
hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa
pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang
berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada pembedaan apapun.

Pasal 3. ..



Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang
mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi,
negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari
kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh
kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu
tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras,
warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan
ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok,
atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan
tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun
yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang
ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya
pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang
berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau
kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut
atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia
mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa
tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang
(Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau
penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat
(Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan
dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh
diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib
(Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara
sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh
dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban
kontraktualnya (Pasal 11).

Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan setiap orang yang berada
secara sah di wilayah suatu negara untuk berpindah tempat dan memilih
tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun
termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak seorang pun dapat secara
sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri
(Pasal 12); pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orang asing

yang . . .



yang secara sah tinggal di negara pihak (Pasal 13); persamaan semua orang
di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil
dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak
berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh
melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman
atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan
peradilan yang lebih tinggi (Pasal 14); pelarangan pemberlakuan secara
retroaktif peraturan perundang-undangan pidana (Pasal 15); hak setiap
orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16); dan tidak
boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi,
keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (Pasal 17).

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan
berpikir, berkeyakinan dan'beragama serta perlindungan atas hak-hak
tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur
tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat
(Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang
menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang
merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan
atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat
damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22);
pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk
melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa
perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan
sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan
(Pasal 23); hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya
sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak
setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas
kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut serta
dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta
mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada
jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semua
orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum
yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi
golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara
pihak (Pasal 27).

Pasal 27 merupakan akhir bagian substantif Kovenan ini. Untuk
mengawasi pelaksanaan hak-hak yang termaktub dalam Kovenan ini, Pasal

28 sampai dengan Pasal 45 menetapkan pembentukan sebuah komite yang

bernama . . .



II.

bernama Human Rights Committee (Komite Hak Asasi Manusia) beserta
ketentuan mengenai keanggotaan, cara pemilihan, tata tertib pertemuan,
kemungkinan bagi negara pihak untuk sewaktu-waktu menyatakan bahwa
negara tersebut mengakui kewenangan Komite termaksud untuk menerima
dan membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara pihak
dapat mengadukan tentang tidak dipenuhinya kewajiban menurut Kovenan
oleh negara pihak lain, dan cara kerja Komite dalam menangani
permasalahan yang diajukan kepadanya.

Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuan pun
dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan
Piagam PBB dan konstitusi badan khusus dalam hubungan dengan
masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 46); dan bahwa tidak satu
ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai
mengurangi hak melekat semua rakyat untuk menikmati dan
menggunakan secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya
alamnya (Pasal 47).

Kovenan ini diakhiri dengan Pasal-Pasal penutup yang bersifat prosedural
seperti pembukaan penandatanganan, prosedur yang harus ditempuh oleh
suatu negara untuk menjadi pihak padanya, mulai berlakunya, lingkup
berlakunya yang, meliputi seluruh bagian negara federal tanpa pembatasan
dan pengecualian, prosedur perubahannya, tugas Sekretaris Jenderal PBB
sebagai lembaga penyimpan (depositary) Kovenan, dan bahasa yang
dipergunakan dalam naskah otentik (Pasal 48 sampai dengan Pasal 53).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat(1)
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan
saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada
tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977),
semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat
dibagi-bagi dan saling tergantung (interdependent). Pemajuan,

perlindungan . . .
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perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini
harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan,
pemajuan, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik tidak
mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak
ekonomi, sosial, dan budaya.

(Ayat 2)
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya
dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah
asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Sipil dan Politik serta Pernyataan (Declaration) terhadap
Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2
Cukup jelas.
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